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ABSTRAK 

Nama : Ferdinandus Setu 
Program Studi: Hukum Tata Negara 
Judul Tesis : Anal isis Hukum ata.s Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 

Pengujian konstitusion.alltas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahu.n 
2008 tentang Informasi dan Tran.saksi Elektronik yang dimohonkan oleh Iwan PUiang, 
Edy Cahyono» Neoda Inasa Fadhilah. Amrie Hakim, Perhimpurum Bimtuan Hukwn dan 
Hak Asasi Manu.sia. Aliansi JurnaJis Independen. dan Lembaga Bantuan Hukum Pers 
telah diputuskan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi pada 1llnggal 5 Mel :W09, 
bahwa Pasal 27 11)'31 (3) Undang-Unrlang No 11 tahun 2008 tersebu1 adalah 
konstitusional. tidak _bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 1945. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi alas pengujian 
konsdtusionalitas Pasal27 ayat (3} Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Blektronik bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 
Republlk Indonesia tahun 1945? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang berslfat deskript'l~ 
oleh kareoa itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu 
pendekatan yang perhatian ntamanya adalah pengaturan norma secara yuridis darl objek 
yang akan diteliti. 

Penelitian menWljukkan bahwa l) pengaturan pi dana peneemar.m nama baik 
secara elektronik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No ll talmn 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Blektronik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui gcneris) dari 
norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat daJam Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Kon.sop pemidanaan Pasal 27 ayat (3) Undang
Undang No It Talmn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik 
yang dikuaJifikasi sebagai penghinaan atau pencemanm nama baik sebingga konsep akan 
mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat yakni merujuk pada 
Pasal 45 ayat (I) Undang-Undang No 11 talmn 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
E!ektronik; 3) Perbedaan ancaman pidana antara Ki!ab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Trdflsaksi 
Elektronik adalah wajar karena distribusi dan penyebaran infonnasi melalui media 
elektronik reJatif lebih cepat. berjangkauan 1uas, dan memilild dampak yang massif; 4) 
Pasal 27 ayat (3) UU !TE tidak bortentangun dengan UUD 1945 ka:rena nu:skiplln :llla 
ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 5)Putusan Mahkamah Konstitusi yang menoiak 
permohonan Pemohon adalah tepat karena pada dasarnya P~al 27 ayat (3) Undang· 
Undang No 11 Tahun 2008 tentang 1nformasi dan Transaksi Elektronik tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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BAlli 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak a.wal terbentuknya peradaban, manusia dikenal sebagai makhluk 

sosial yang terblasa untuk berinteraksi dan menimbulkan saling ketergantungan 

antar mereka. Hubungan semacarn ini menjadi kebutuhan yang betkelanjutan 

sepanjang manusia tersebut hidup. Di dalam rnasyarakat, sesederhana apapun, 

para anggota masyarakat selalu membutuhkan bubungan satu sama lainnya. 

Hubungan ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota masya.rakat 

di kawasan tertentu saja, tetapi bahkan juga melampaui bata.san-batasan wilayah 

antar negara. 

Didorong oleh situasi yang bersifat saling ketergantungan tersebu~ lahir 

dan berkembanglah teknologi) khususnya di bidang telekomUllikasi, melalui 

media yang paling aktua! yakni internet. Internet merupakan jaringan digital yang 

penggunaannya telah meluas di dunia. Jaringan digital tersebut merupakan 

simbol material embrio masyarakat global1
• Internet membuat dunia, seolah-olah 

menjadl seperti hanya selebar daun kelor saj. 2 Secara teknis,. internet 

1 Abu Ba.W Muni, Cyber law Pclkies and Challenges, Singapore: Buttrworths Asia. 1999, hal.l5 
7 Agus Rnharjo, .,Medel Hibrida Hulat.m Cyberspaci!". (Disertasi Program Doktur Ilmu Hukum 
Universitas Dlpcnegoro, Semarang. 2008), hal. 4. 

Unlvorsltas Indonesia 1 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



2 

menghubungka.n lebih dari 25 ribu jaringan dari hampir seluruh negara di dunia.3 

Sehingga rldak berlebihan kiranya bila dikatakan kita sedang menuju masyarakat 

yang berbasls internet. Sebut saja dalam bldang perekonomian sekarang telah 

dikenal £-commerce sebagai bentuk perdagangan yang memanfaatk:an internet 

sebagai medianya. Tidak berlebihan pula kiranya hila kita mengatakan internet 

muncul sebagai sebuah teknologi terapan untuk kehidupan sehari~hari dalatn era 

teknologi infonnasi atau cyber space atau dunia maya 4 dewasa ini, karena 

internet telah dapat dipero!eh untuk diakses, hampir di setiap tempat di dunia ini. 

Semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh John 

Naisbitt, Nana Naisbitt, dan Douglas Philips sehagai Zona Mabuk Teknologi. 5 

Sedangkan pendapa! yang tidak kalah mencengangkan dari Dimitri Mahayana, 

adalah bahwa internet merupakan big bang kedua setelah big bang pertama yaitu 

material big bang menurut versi Stephen Hawking. Big bang kedua merupakan 

knowledge bi'g bang atau ledakan besar pengetahuan yang ditandai dengan 

komunikasi elektromagneJoopis via satelit maupun kabel, didukung oleh 

eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan 

sate lit yang sedang dan akan diluncurkan. 6 

Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada 

tatanon sosial dan budaya pada skala global serta mengubah pengertian tentang 

3 Asril Si!ompul Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Blllldung: PT. Citra 
AdityaBak:ti. 2001, hal. vii. 
~ Jstilah dWlia maya {cyberspace) pertama ka!i diperkenalkan oleh William Gibson pada tahun 
1984, yaitu "a fo.Jurisfic computer nenvork that people use by pludgglng their minds into it" atau 
dapat diartikan sebagai suatu jllringan kompuler mas:a depan yang digunakan manusia dengan 
menghubungkan plkirnnnya kc dalam jadngan tersebul", 
' John Naisbitt, Nana Nalsbitt dan Douglas Philips, High Tech, High Touch, Pcncarian Ma!ma t1i 
Tengah Perkmbangan Pesai Teknoiogi, Bandung: Mizan, 2001, haL 23-24. 
~ Da.rl Cambridge Menuju Kopenh&gen, Seri Penerbiton Sainf1, Teknologi dan Masyarakat, Edisi I 
(Lengsernya Rezim NewtOJf). Aprll 2000, hnL 6. 
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masyarak:at, kornunitas, komunikasi, interaksi sosial, dan budaya. 7 Internet juga 

membawa kita pada dunia ta.npa batas ruang dan wa.ktu dan menembus batas 

kedaulatan negara. Ungkapan Kenichi~hmae8 mengenai borderless world~nya 

menemui kenyataan di sini. Ini juga merupakan "smash the boundaries, teat 

down the hierarchy and diSmantle the bureaucracy", kat.a Jessica Lipnack dan 

Jeffiey Stamps! 

Kecanggihan teknologi digital membuat masyarakat dapat dengan bebas 

menggunakan, mengakses. mengirim seluruh infonnasi dari daJam atau luar 

wilayahnya. Akibatnya sering terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan internet marak di rnana~mana, tidak 

hanya di Indonesia. Untuk itu dafam pelaksanaannya, penggunaan teknologi 

infonnasi harus tetap mengedepankan tanggungjawab. baik moral maupun 

hukum, serta memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan publik. 

Di sisi lain secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum 

yang tujuannya adalah menjaga eksistensinya, kaTima teknologi tanpa dibarengi 

hukum tentu akan merusak tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Sesuai dengan 

perkembangan peradaban manusia, pemahaman dan pengembangun sistcm 

hukum all!upun konstruksi huknm yang dibangnn •dalah sesuai dengan dinamika 

masyarakat itu sendiri. H) 

7 John Naisbi«. NanaNaisbitt dan Douglas Philips, Op. cit,, haL 57 
* Ungk:apan yang terke.nal dati Keniohi Ohmae pada tahun 2005 lewac bukunya The Next GltJbat 
Stagq adaJah "A borderless, invisible, cyber-connected" 
9 Jessica Lipnack, Jeffrey Stamps, The Age of the. Network. Organizing Principles for the 2111 

Cemury, New York: John Wiley & Sons,Inc.l994, hal. 3. 
10 Edmon Makarim, Pengontar HubJm Telematika, Jakarta; PT. Raja Grafindo Pcrsada, 2005, hal, 
23. 
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Internet telah mendunia sebagai suatu bentuk: infra.struktur penyampai dan 

penyebar informasi. Sehingga penggunaan internet harus memperhatikan aspek 

privacy, accuracy, property, dan accessibility. Arus inform~,si yang terjadi di 
' 

internet merupakan privacy dan property dari pihak pengelola a<au penyedia dan 

pihak pengguna sistem informasi atau internet. Jadi keseimbangan keduanya 

harus seialu dijaga dengan baik, dengan kata lain harus dijaga antara kepentingan 

pribadi dengan kepentingan umurn. Sedangkan dua aspek berikutnya, yaitu 

accuracy dan accessibility dapat dikaitk:an dengan fak:ta yang djberikan sebagai 

informasi tersebut memang benar adanya dan tidak: mengada-ada. 11 Sehingga hila 

terjadi maniputasi infonnasi dari data yang sebenamya, maka penyedia informasi 

dapat dimintak:an pertanggungjawabannya. dan kepentingan pengguna dapat 

terlindungi.12 

Dengan keberadaan yang demikian itu, Internet mempunyai potensi yang 

besar untuk me!\iadi tempat berlangsungnya suatu tindak pelangg:aran atau 

kejahatan yang memerlukan langkah-langkab yang konkrit untuk mengata.si 

rnasalah tersebut. 13 Dalam hal inll diperlukan negara yang menetapkan bahwa 

unsur-unsur yang dibuat barus bersifat komprehensif untuk dapat menjawab 

semua tantangan yang terbentang. 

Sebagaimthta huk:um konvensional, aspek huk:um pada Internet juga 

terdiri dari dua wilayah bukum, yaitu hukum perdata dan pidana. Pada huktlm 

privat atau perdata terdapat pelanggaran yang menyangkut ancaman terhadap 

suatu hak pribadi atau rahasia~ hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik, 

II Ibid, hill. 42. 
12 Abu BakOI!"Munir. Loc.cit.hal.3S 
13 Agus Raharjo, Loe clt.hal34 
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dan menyangkut juga pemungutan pajak nasional. Sedangkan di bidang hukum 

pidana terdapat hal-hal yang menjadi perhatian seperti keamanan terhadap sistem 

jaringan, penerobosan akses tanpa izin, ketidaksenonohan yang berkaitan dengan 

pornografi dan rasisme, hingga kejahatan-kejahatan konvensional yang dilakukan 

dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti pencurian lewat karty 

kredit (carding) dan penipuan (fraud), penyebaran kebencian berupa fitnah atau 

ancaman. 14 

Dengan demikian kejahatan pada dunia maya atau tindak pidana teknologi 

infonnasi atau kejahatan internet dapat disimpulkan pada 2 (dua) kategori, yaitu 

pertama, menggunakan jaringan komputer sebagai alat atau sarana dan kedua, 

menjadikan jaringan komputer sebagai target atau sasaran kejahatan. Meski 

diakui bahwa kejahatan di dunia maya cukup sulit untuk dibuktikan karena 

karakteristik internet yang rumit seperti terdapatnya anonimitas penggunanya. 

Namun, hal ini tidak menyebabkan internet tidak dapat diatur oleh instrumen 

hukum yang ditujukan khusus terhadapnya. 15 

Kegiatan di dunia internet meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan 

sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, terhadap 

kegiatan di cyberspace, tidak dapat lagi dik:ualifikasi dengan menggunakan pola-

pola hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika 

cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari 

jerat hukum. Kegiatan di cyber space adalah kegiatan virtual yang berdampak 

sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Oleh sebab itu pelakunya 

14 Ibid, ha1.46 
15 Abu Bakar Munir. Loc.cit, hal.34 
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harus dikualiflkasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan 

hukurn secara nyata. 

Seoara intemasional terdapat beberapa instrumen hukum yang telah 

rnengatur teknologi informasi. UNCITRAL (United Nations Commissions on 

International Trade Law) merupakan salah satu organisasi intemasional yang 

pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi infonnasi dan 

dampaknya terhadap pemiagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa Model 

Law, yang sifatnya tidak mengik:at, namun menjadi acuan atau model bagi 

negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukanrzya dalam hukum 

nasionat. Selain itu WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific 

Economic Cooperation), dan OECD (Organization on &onomic Cooperation 

and Development) juga mengatur mengenai teknologi informasi dalam ruang 

lingkup dan instrumen hukum masing-masing. 16 Namun instrumen hukum 

internasional yang mengatur mengenai kejabatan internet yang saat ini paling 

rnendapat perhatian adalah Convention rm Cybercrime 2001 yang digagas oleh 

Uni Eropa. Pada awalnya Konvensi ini dibuat oJeh organisasi regional yaitu Uni 

Eropa, namun memberikan kemungkinan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh 

negara manapun di dunia yang merniliki komitmen dalarn upaya mengatasi 

kejahatan dunia maya. 17 

Sebagai salah satu sumber hukum intemasional yang berupa perjanjian 

intemasional, konvensi ini berbentuk law-making treaties, yaitu perjanjian yang 

1 ~ Ahmad M. Ramli, Pager Gurumg, Indra Aprladi, Menuju Kepastlan Hulrum di Bidang: 
I!(ormasi dan Transaksi ElekJJ"onik, Departemeo KomuniJr..asi dan lnformetika Republik 
Indonesia, 2007, haL 69. 
17 /bfd, hal. 78, 
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berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seca.ra umum 

maupun secara khusus.111 Dalam hal ini berisikan prinsip~psinsip dan ketentuan~ 

ketentuan yang berlaku kh!t,sus dalam kegiatan di dunia Internet. Konvensi ini 
' 

dibuat tentunya dengan "5Uatu alasan dan tujuan khusus. Terutama mengingat 

keberadaan dan arti penting internet dewasa ini~ sebagairnana yang telah 

dijabarkan sebelumnya dalam tulisan ini. Seianjutnya terdapat kewajiban negara-

negara untuk meratif.tkasinya ke dafam hukum nasiona.lnya masing-masing. 

Kewajiban ini terutama bagi negara-negara peserta konvensi. Sebagailnana yang 

dlkemukakan Prof. Charles Rousseau19
: alors que /e droit interne est un droit de 

subordination, le droit international se presente comme un droit de coordfnation, 

yang betarti biia hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum 

internasional.adal.i.h huk:um koordinasi.20 Artinya peran negara untuk mematuhi 

dan meratifikasi konvensi tersebut sangat diperiukan untuk rnenjamin 

pelaksanaan dari konvensi tersebut. 

Di Indonesia sendiri tanpa terasa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun 

terakhir. internet telah berkembang sedemikian pesatnya. Indikasi tersebut dapat 

kita lihat dengan tersedianya berbagai operator yang melayani konekS:r:ifitemet, 

maraknya_ tempat~tempat yang menyediakan jasa penyewaan koneksi internet! 

11 Boer -Mauna, Hukum lnternasional, Pengertkm, Peranan dan Fungsi tlalam Era Dinamika 
, Gleba!, Bandung:PT. Alumni, 2005. h. 9. 
" Pr!kar Hukum Intemasional Universite de Paris - Sorbonne. 
M }/;Uf., h. 3. 
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hingga hal-ha1 kecil seperti informasi mengenal sesuatu hal yang memanfaatkan 

internet sebagai medianya, baik melalui situs maupun e-mail?1 

Saat inl pemerintah dan bangsa 1ndones:!a terus berupaya memanfimtkan ..•. 
tekno1ogi informasi secara optimal, 22 dan berdasarkan Stats Web Worlldwide 

pada tahun 2008 penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 25 

juta atau sekitar lO dari total penduduk Indonesia (245,45 juta jiwa),2l namun 

kerugian-kcrugian yang ditimbulkan oleh pelaku cybercrime di Indonesia telah 

menimbulkan reaksi negatif dari negara-nega:ra Jain dalam transaksi bisnis secara 

online. Korban cyhercrime yang dilakukan oleh pelaku dari Indonesia terseba:r di 

berbagai benua mulai dari Asia terrnasuk di Indonesia sendiri, Australia. Eropa 

sampai Amerika dan mencapai kemgian --untuk carding atau credil card fraud 

saja- lebih dari Rp. 11~6 Milyar, 24 serta tennasuk tertinggi kedua di dunia 

setelah Ukraina. 

Muncul dan meningkatnya cybercrime tidak hanya menjadi masalah 

nasional suatu negara tempi juga menjadi masalah antar negara dan bahkan 

internasional. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari cyberctime yang bersifat 

ttansnasionaJ. Cybetcrime dapat dilakukan dj belahan dunia manapun dengan 

korban potensial yang sangat luas di berbagai belahan dunia 1ainnya. 

21 Situs Jntm;et blase dikenal deJJgan lsti!Bh www atau World Wide Web. E-mail atau surat 
elektronik merupakan salah saru fasilitas Internet untuk fungsi surat menyural, yang dapat di 
akses dalam wakru yang si.ngkat. 
u Menun.ll Budi Re.hardjo, belum oplimalnya pemanfaatan teknologi informasi di lndonesia 
disebabkm beberapa hal ,y<tilu : kumng ter.>edlanya infmstruktur te!ckomunikasi, personal 
komputer (PC) di Indonesia masih rendah, isi alau ccntent yang berbuhasa indonesia ma'tih 
langka Lihat Agus Raharjo, Loc.dt. bat 'Ui·27. 
:o Slats-Web Worldwide, Trends and Statistics : the. Webs riche!il source, <lalam 
htlp;//.cUckz.comlstatsfweb mldwi®. diakses pada 12 Mei 2009. 
24 E. Brata Mandala, Tindak Pidana Ttdu:ologi Informasi (cybetcrime) dan Strmegi 

Penanggulangannya, Makalah, Jakarta, 2003, hal. 2•3, 
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Karakteristik lainnya yang berkaitan dengan sifat transnasional dari 

cybercrime adalah penggunaan teknologi tinggi dan pelaku yang mempunyai 

keahlian (skill) di bidang teknologi, sehingga rnempunyai dampak terhadap upaya 

penegakan hukumnya. Penggunaan teknologi tinggi dalam cybercrime 

menjadikan kecepatan kejahatan ini berlipat ganda sehingga menyulitkan dalam 

penegakan hukumnya. Dengan skill yang dimilikinya pelaku cybercrime dapat 

melakukan kejahatan dalam waktu yang relatif singkat tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. Bahkan pelaku dapat menghapus jejak. yang ditinggalkan sehingga sulit 

untuk dilacak. Oleh karena itu aparat penegak hokum dituntut untuk memilik.i 

kemampuan dan keahlian di bidang teknologi inforrnasi dan komunikasi agar 

dapat melacak kejahatannya dan menemukan pelak."tmya. Disamping itu juga 

diperlukarr sarana dan prasarana teknologi tinggi untuk menunjang kinetia 

penegak hukum. Keterlambatan penanganan cybercrime yang disebabkan tidak 

tersedianya sarana prasarana atau aparat penegak hukum yang mempunyai 

keahlian di bidang teknologi informasi akan memustahilkan terungkapnya 

cybercrime. 

Ketidakmampuan suatu negara untuk melacak dan 

mengungkapcybercrime pada akhirnya akan mempengaruhi penegakan hokum di 

negara lain, termasuk negara-negara maju yang memilik.i kemampuan relatif 

tinggi baik. sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Hal ini berkaitan 

dengan adanya prinsip double criminality untuk penegakan hukum terhadap 

kejahatan transnasional. 

Masalah lain yang akan dihadapi dalam penegakan hukum terhadap 

pelaku cybercrime adalah berkaitan dengan jurisdiksi, terutama mengenai ruang 
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berlakunya hukum pidana menurut tempat ijurisdiksi teritorial). Luas dan 

tersebamya potensi locus delicti dalam kejahatan yang tergolong cybercrime akan 

menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip jurisdiksi atau terjadi konflik 

jurisdik.si.2s: Menurut Debra L. Shinder cybercrime cases, more than most others, 

oflen involve complex jurisdictional issues that can present both legal and 

practical obstacle to prosecutlon25
. Oleh karena itu upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku cybercrime tidak hanya menjadi perhatian nasional saja tetapi 

juga regional dan internasional?7 

Dengan meminjam pendapat Howard Jones mengenai perkembangan 

kejahatan ekonomi yang menyatakan bahwa kemajuan ekonoroi itu sendiri 

merupakan biang dari perkembangan kejahatan., :u maka pesatnya kemajuan dl 

bidang teknologi infonnasi dan komunikasi yang telah dan akan terus dicapai 

manusiajuga akan selalu diikoti deng.m perkembangan kejahatan~kejahatan baru 

di bidang teknologi informasi dan komunikasi, seperti cybercrime. Oleh karena 

itu pemanfuat:m teknologl informasi dan komunikasi barns disertai dengan upaya 

mengantisipasi timbulnya cyhercrime tersebut. 

Berdasarkan pengertian~ batasan. atau kategorisasi cybercrime, ruang 

lingkup perbuatan-perbuatan yang termasuk cybercrime relatif luas mencakup 

kejahatan~kejahatan baru terhadap sistem komputer dan bentuk~bentuk baru 

:s M Arsyud Sanusi, Hulcum da11 Teknologi lnft>!masi, Jakatttc iun Kemas Buku. 2005. hal fi 
16 Debra L. Shinder, Scene of the Cybercrime, Computer Forlilnsic Handbook, Syngress 

Publishing, Rockland, MA, 2002, hal. 626. 
!l KMRT Roy Suryo, Pemanfaatan fT don lmpliJAsinya terhodap Cybercrime, Maknle.h Seminar, 
Jakarta. 9 Desember 2003. 

1' Sudorto, Hulr.um Pidann don Perkembangan Masyaraknt, Knjian terhadap Pembaharw:m 
H11kum PWtJna, Slnar Baru, Bandung, 1!}83, hal. 32. 
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kejahatan tradisionaJ yang beradaptasi dengan menggunakan sistem komputer, 

termasuk kejabatan offline yang dUakukan atau difasUitasi komputer, seperti 

cyberterroru~ dan money laundering. Dengan demikian kejahatan yang 
''·. 

ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer atau internet, dan kejahatan 

yang dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer dapat 

dikategorikan sebagai cybercrime. Berkaitan dengan hal ini, tidak dapat dihindari 

adanya perbedaan pandangan mengenai tenninologi, batasan, atau kategorisasi 

cybercrime. 29 

Hingga saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia tengah berupaya 

memanfaatkan teknologi infonnasi secara optlmal, 30 dan berdasarkan Stats Web 

Worlldwide pada talmo 2008 penduduk Indonesia yang menggunakan internet 

hanya 25 juta atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia (237,5 jutajiwa).:n 

Meski demikian~ kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku cybercrime di 

Indonesia telah menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara lain dalam 

transaksi bisnis secara online, Korban cybercrime yang dilakukan oleh peiaku 

dari Indonesia tersebar di berbagai benua mulai dari Asia termasuk di Indonesia 

sendiri, Australia~ Eropa sampal Amerika dan mencapai kerugian -untuk 

:11' Organis2d Crime&: Law Enforcement in F.urope, Loc.ciJ. hal. 24-25 
30 Men11rut Budi Rahardjo, belum t'lp{imalnya pemanfaatan tekno!ogi infonnasi dl Indonesia 

disebabkan beberapa hal ,yaltu : kurang tersedianya infrastrokwr tclekomunikasi, personal 
komputer {PC) di Indonesia masih rendah, lsi atau contenr yang berbahasa Indonesia masih 
langka. Agus }taharjo, Cybererime, Pemahaman rkm Upaya Pencegahtm Kejahaum Bsneknclogi, 
Citra Aditya &kti, Bandung. 2002, hal. 26«27. 
lt Stats-Web Worldwide. Trends and SJaifStlcs : the Webs richest s<mrce, daJam 
http://.clickz.com/stalslweb WQTidwide, 12 Mcl 2009 
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carding atau credit card fraud saja-lebili dari Rp. 11,6 Milyar,32 serta tennasuk 

tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina.33 

Sarna seperti negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki masalah dalam 

menghadapi kejahatan Internet yang angkanya terus menunjukan peningkatan. 

Hasi1 survei AC Nielsen menunjukkan. Indonesia menempati posisi keenam 

terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam kejahatan Intemet34 pada tahun 

2007, Tindakan carding, hacking. cracking_ phisi'ng, booting, virnses, 

cybersqualing, pomografl, perjudian, penipuan, terorisme. penyebaran informasi 

destruktif (cara pembuatan dan penggnnaan born) Ielah menjadi bagian dari 

ak;tifitas perbuatan pelaku kejahatan Internet di dunia, tennasuk Indones.ia.35 

Dlkaitkan dengan Convention on Cybercrime 200 J. Indonesia tennasuk 

negara yang cukup tertinggal dan terlambat dalam bereaksi Produk hukum yang 

mengatur mengenai teknologi informasi seperti internet masih belum memadai 

dibanding angka pertumbuhan dan perkernhangan dari teknologi informasi itu 

sendiri. 

Walaupun terkesan terlambat, namun akhimya hal itu dijawab pemerintah 

melalui Departemen Komunikasi d:m Informatika dengan menerbitkan sebuah 

undang~undang yang mengatur mengenai arus informasi dan transaksl yang 

ditakukan melalui berbagai media elelctronik, termasuk internet, yaitu Undang-

undang No II Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

32 E. Brai.a Mandala. Tindok Pidann Tehtologf lnformasi (cybercrlrnc) dan Slralegi 
Penanggultmgannya, Makalah, Jakarta. 2003, hal. 2-3. 
n KMRT Roy Suryo, Pemanfaalan fT dan Impliko:Jinyo terhadap Cybercrime, Makalah 

Seminar, Jakarta, 9 Oesember 2003. 
34 Terminologi lain yang digunakan ber!Wtan dengan kejaha!:an yang dilakukan dengan komputer 
amara lain : computer crime, computer refared crime. intt.rnet crime. 
31 Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, lndra Apriadi, Op. cit., hal. 3. 
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Undang-undang ini bertujuan untuk mernberilom lrepastian huknm di bidang 

infonnasi dan transaksi elektronik. Artiny~ untulc hal-hal yang dapat merugikan 

kepentingan seseora.ng ataupun institusi telah diatur keberadaannya, dengan , 

mendefinisikan jenis media yang dipergunakan, jenis perbuatan yang dilakukan, 

dampak dari perl>UaU!n tersebut dan sanksi yang dapat dikenakan alas perbuatan 

UU ITE yang terdiri alas 13 Bab dan 54 Pasal memiliki cakupan materi 

yang cukup Iuas, di antaranya adalah : extrateritorial jurisdiction, asas netral 

teknologi, pengakuan informasi dan/atau doklllnen elektronik sebagai alat bukti 

yang sah. pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyeJenggara sertifikasi 

elektronik (certification authorithy). nama domain) perlindungan hak pribadi, dan 

perbuatan yang dilanmg serta ketentuan pidana yang mengatur ikhwal illegal 

conten37 t atau indecent material, illegal access38
, illegal interceptionJ9

, data 

nterference40
, system inteiferencr/11

, misuse of device-'(2
, computer related fraud & 

J
6 Cahyana Ahmadjatadi, Direktur Jendeml Aplik11S1 Tefematika, wawancara pada acara Public 

Comer di Metro Tv, ll Maret 2008. 
JJ Ilegal ConJenl adaJah ketentuan yang mengatur Jarnng menyebarluaskan konten -konten yang 
berlentangan dengan hukum, seperti pomografi, perjudlan, pencemttran nama balk, penghinaan, 
ancaman, dll. Jllegol content terdapat dalam Pes:al 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang~Undang No 
11 Tah\ln 2{)08 tentang lnformasi dan Transaksi Elek:tronik.. 
n Ketentuan illegal acces tetdapat dalam P.asa.l30 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 
No ll Tahun 2001 tental'lg Inforrnasi dan Ttansaksi Elektrcmik. 
JY Ketentuan mengenni illegal interseption terdapat dalam P.asa.l 31 Undang~Undeng No 11 
Tahun 2008 tenlang Infoonasi dan Transaksi Elektro:nik:. 
40 Ketentuan mengenai dafa interference terdapat dalam Pasal 32 Undang~Undang No 11 Talr.m 
2008 tent<tng h1formasi dan Transaksi Elektronik 
41 Keientoon mengenai system interference terdapat dalam Pasa! 33 Undang-Undang Noll Tahun 
2008 tentang Informnsi dan Transaksi Elektronik 
~ 2 Ketentv.an mengenai misuse of device atau penyalahunrum perangkal terdapat dalam Pasal 34 
UndiU'Ig-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tre.nsaksi Elektronik 
~~ T<.etentuan mengenai computer related fraud & forgery terdapaf dalam Pasal 3S Ondlltlg· 
Undang No l 1 Tahtm 2008 1cntang Informasi dart Ttansak.si Elcktronik 
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Luasnya calrupan materi yang diatur UU ITE tak ayal menghadirkan pro 

dan kontra di tengah masyarakat. Segera setelah UU ITE ditetapkan Dewan 

Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 dan diwartakan kepa<!a publik, ., 

muncul beragam pendapat atas UU ITE. Pihak yang pro atau mendukung UU ITE 

memberikan apresiasi kepada Pemerintah cq Depkominfo atas hadimya UU ITE 

yang menjadi cyber law pertama di Indonesia. Sementara beberapa pihak yang 

kontraJ selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai argumen untuk menolak 

kehadiran UU ITE. Dewan Pers) salah satu pihak yang kontr~ menyatakan 

bahwa UU ITE berpotensi mengancam kebebasan pers karena adanya ketentuan 

larangan penyebarluas informasi elektronik yang bermuatan pencern.aran nama 

baik dan SARA 44 

Sepuluh Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi 

Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia rnengeluarkan pemyataan 

sikap bersama yang menyatakan bahwa UU ITE mengancam kemerdekaan 

berpendapat dan kebebasan berekspresl di Indonesia dengan dasar Pasal 28F 

UUD 1945. Selain itu, beberapa pibal: lain menoiak intervensi pemerintah dalam 

mengatur informasi bermuatan "melanggar kesusilaan". Pro dan kontra UU ITE 

juga merembet ke dalam diskursus blocking atau pemblokiran atas beberapa 

situs--situs pomografi dan film Fitna yang berujung pada kerjasama sinergis 

Pemerintah Indonesia deng<m Google sebagai pemiUk situs Youtube.45 

44 Pasal 27 ayat (3) dan Pasai 28 ayat ( 2) Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang lnfonnasi 
dan Trnnsaksi Elektronik 
45 www.yoUl!,!OO.com. sebuah situs untuk saling berbagl video milik Google. 
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Pada tanggal 25 November 2008, Narliswandi Pilliang sebagai pribadi 

dalam kapasitasnya sebagai Jumalis46 yang khawatir bahwa keberbadaan UU J1E 

sebagai suatu ancaman terhadap dirinya terkait dengan keberadaan tulisannya 

yang dimuat di www.prestalk.info. rnegajukan pennohonan pengujian 

konstitusionalita.• Pasal27 Ayat (3) UU ITE ke Mahkamah Konstitusi, 

Pasal 27 ayat (3) UU lTE yang dimohonkan penguji:m 

konstitusionalitasnya berbunyi sebagai berlkut. 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnfunnasi 
Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang merniliki muatan 
penghinaan dan/atau pencematan nama baik.47 

Secara singkat, intisari petmohonan judicial review Iwan Piliang adalah 

~bagai berlkut. Pada tanggal 18 Juni 2008, Iwan Piliang melalui internet te1ah 

memuat suatu tulisan dengan judul "Hoyak Tabuik Adaro dan Dan Soekanto" 

pada website http://presstalk,infolinfo/detaiLphp?no='l3!, yang pada salah satu 

paragraf tuiisan tersebut menyebutkan antara lain : 

"PAN meminti uang Rp 2 triliun kepada Adaro, agar di DPR tidak 
dilakukan hak angkei mepnghambat !PO Adaro. Bahkan Alvien Lie, 
Anggota DPR dari PAN, datang ke kantor Adaro menemui Teddy P, 
Rahmat Menurut sumber saya itu. Al\'in pun meminta nang mulai dari Rp 
6 Millar, terakhir Rp I Millar untuk dirinya,,""" 

Setelah mengetahui adanya tulisan tersebut, Alvin Lie yang merasa nama 

baiknya dicemarkan melaporkan Iwan Piliang kepada Polisi. Terkait kasus itu 

maka sebagai salah satu upaya mencari perlindungan hukum lwan Piliang 

(li Lebih teptltnya disebul sebagai cilizen journalist, yaitu sebutan bagi warga masyarakat blasa 
yang menulislaporan lnyaknyn seperli laporanjurnalis. 
~1 Pasal 27 ayat (3) Undang~Undang No I l Tahun 2008 tenta.ng Informasi dan Tre.nsaksi 
Elelctronlk 
H WP:ffprcssta!k.h@f.IDJ~!,pbp?no=lJ1, dia.kses pnda tangga1 J I Mei 2009 
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rnengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 27 ayat (3) UU 

JTE dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pasal 27 ayat 

(2) UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik tersebut. Pennohonan Iwan 

Piliang dieatat dalam registrasi perkara Nomor SO/PUU-Vl/2008. 

Dalam permohonan tersebut, Jwan Piliang menyampaikan dalil-dalil 

bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU lTE adalah pasal karet yang dapat disalahgunakan 

oleh penguasa untuk memberangus kebebasan pers dan oleh karena itu Pasal 27 

Ayat (3) UU ITE dianggap inkonslirusional karena melanggar l'asal 28 ayat (1), 

Pasal 28A, l'asal 28C ayat (I) dan (2), dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya 

disebut UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya Iwan Piliang memohon kepada 

Majelis Hakim Mahkamah Konstirusi untuk menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) 

UU lTE dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.49 

Menurut !wan Piliang, rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapet 

menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsomelrerheid) karena amat rentan pada 

tafsir apakah suatu protes, pemyataan pendapat atau pikinm mernpakan kritik 

atau penghinaan terhadap Pres.iden dan/atau WakiJ Pres.iden. Hal tersebut secara 

konsutusional bertentangan dengan Pasal28D ayat (l) UUD 1945 dan pada suatu 

saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin 

Pasal 2SF UUD 1945. Masib menurut !wan Piliang, rumusan pasal 27 ayat (3) 

UU ITE tersebut juga sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang saat 

ini meletakan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, terbukti dengan 

0 www.mahkamahkonstitusi.go.id. diakses pada tanggalll Met 2009 
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dilreluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Talmn 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik. 

~elum juga Mahkamah Konstitusi melakukan sid:mg atas permohonan 

lwan Piliang untuk menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada 

tanggal 5 Januari 2009, Panitera Mahkamah Konstitusi kembali menerirna 

permohonan pengujian konstitusionalitas Pasa127 ayat (3) UU ITE tehadap UUD 

NRI Tabun 1945. Kali ini pennohonan diajukan oleh Edy Cabyono, Nerula !nasa 

Fadhilab, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hulrem dan ~ Asasi Manusia 

Indonesia, (PBFII), Aliansi Jumalis Indeperulen (AJI), dan Lembaga Bantuan 

Hukurn Pers (LBH Pers). Pennohonan keenam Pemohon ini masuk dala.m 

registrasi Perkara Nom or 2/PUU-VII/2009. 

Edi Cabyono dkk beragumen bahwa Pam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip 

ked aula tan ralcyat. Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dinilai melanggar asas lex certa 

dan kepastian huknm, Pasal 27 ayat (3) UU lTE sangat berpotensi 

disalahgunakan, berpotensi melanggar kebebasan berekspresi. dan berpendapat. 

Menurut Eddy Cabyono dkk, keberedaan Pasal 27 ayat (3) UU JTE mempunyai 

efek jangka panjang yang menakutkan. Oleh karena ito, Eddy Cahyono dkk 

meminta hakim Mahkamah Konstitusi menyatak.an materi muatan Pasal 27 ayat 

(3} UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pa.sall ayat (2), Pasall 

ayat {3), Pasa127 ayat (I), Pa.<al28, Pasal28C ayat (1) dan ayat (2), Pa.sal 28D 

ayat (l), Pasal28E ayat (2) dan ayat (3), Pasai28F, dan Pasal28G ayat (1) UUD 

1945. 
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Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk melakukan pengujian 

undang-undang terhadap UUD NRl Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam 

Pasai24C ayat (I) yang bero•~i, "Mahkamah Konstitusi herwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terbadap Undang Undang Dasar." Mengenai kewenangan 

pengujian ini selanjulnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tenlang Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Bagian Kedelapan Pasal 50 sampai 

dengan Pasal60." 

Setelah melaui dua kali sidang plena yang dilaksanakan pada Janggal 22 

Januari 2009 dan 12 Febrnari 2009 untuk mendengarkan keterangan Pernohon. 

I<eterangan Pemerintah, Saksi Pemohon, Saksi Pemerintah, Keterangan Ahli dari 

Pemohon dan Keterangan Ahli dari Pemerintah serta Keterangtan DP~ maka 

pada tanggal 5 Mei 2009, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan 

pulusan atas kedua pennohonan pengujian konstitusionalitas Pasai 27 ayat (3) 

UU ITE tersebut. 

Terhadap permohonan pertama yang diajukan oleh Iwan Piliang, sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, 

bersama delapan Hakim Konstitusi yang lain yaimi Abdul Mukthie Fadjar, M. 

Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan~ Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, 

Muha.rnrnad Alim, M. Akil Mochtar, dan Harjono, mengadlli, menyatak:an 

menolak permohonan Pemohon untuk se1uruhnya.51 

se Prof. Dr. H.M. taica Marz:uki, S.H. Berjalan.Jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 
2005, bal. S4. 
sJ Mohkam<Ib Konstilllsi, Puluson Mv!Jkamah KtJnstitusi }l;;mmr 50/PUU-VU2008, 5 Mel 2009 
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Sementara untuk pennohonan kedua yang diajukan oleh Edy Cahyono 

dkk, Mahkamah Konstitusi menyatakan pennohonan Pemohon tidak dapat 

diterima. Terhadap permohonan kedua ini, Hakim Konstitusi berpendiria'l 

berlaku prinsip ne his in idem52
• Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan 

pertimbangan bukum yang sama dengan permohonan Nomor 50/PUU-VJ/2008, 

yang telah diputus terlebih dahulu karena merupekan pennohonan yang 

diregistrasi lebih awal. oleh karena pesal, ayat, dan substansi Undang-Undang 

yang diuji adalah sama~ maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dan 

a mar putusan yang telah terrnuat dalam Putusan Nom or 50/PUU-VJ/2008 

bertanggal 5 Mel 2009, menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan yang 

juga berlaku untuk l'erkara Nomor 2/PUU-VIII200339. Oleh karenanya, 

sekiranya Mahkamah akan menilai materi perrnohonannya, maka Ma.hkamah 

Konstitusi akan memutus permohonan tersebut menyatakan menolak 

pennohonan Pemohon untuk seluruhnya. Akan tetapi, berdasarkan Pasat 60 

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KoliSlitusi" maka 

permobonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.54 

OJeh karena itu, berangkat dari berbagai uraian di atas Penulis ingin 

membahas perspektif hukum atas pennohonan pengujian konstitusionaHtas Pasai 

27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor ll tabun 2008 tentang Jnformasi dan 

Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

rz Prinsip ne bl$ in idem artinya satu kasus yang sudah berkek11a1an hukum letap, tidak bisa 
diaj ukan kembali. 
u Pasal 60 Undang-Undang No 24 tahun 2003 !entang Mahk:arn:ah Konstitusi: Terhadap maleri 
mualan ayat. pasal, dan/alau bagian dalam undang-undang yeng Ielah diuji, tidak dapat 
dhnobonkan pengujian kemba!i. 
'
4 Mahkamah Konstirusi, Loc,clt. 
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lndonesia Tahun 1945 dengan judul Analisis Hukum atas Pengujian 

Konstitusiomllitas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 

tentang Jnformasi dan Transaksi Elektronik. 

1.2. Pokok Permasalaban 

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis 

mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibabas dalam 

penulisan ini sebagai berik:ut : 

1. Bagaimanakah Undang~Undang Nomor 11 Tahun 200& tentang Jnfonnasi dan 

Transak.si Elektronik mengatur tentang pencemaran nama baik di Internet? 

2. Apakah pangaturan pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang

Undang Nomor II Tahun 2008 tentang lnfunnasi dan Transaksi Elelctronik 

berll>ntangan (tegengesteld) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945? 

3. Apakah putusan Mahkamah Konstit:usi atas pengujian konstitusiona.iitas Pasai 

27 ayat (3) Undang-Undang No l1 Tahun 2008 tentang lnfunnasi dan 

Transaksi Elektronik bersesuai dengan ketentuan Undang~Undang Dasar 

Neglltll Republik Indonesia tahun 1945? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pokok permasaiahan yang teiah dikemukakan$ maka 

tujuan yang ingin dicapai ofeh penulis adalah untuk menjawab permasalahan 

sebagai berikut. 
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I. Keberadaan Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Elektronik dalam mengatur tentang pencemarannama baik di 

Internet. 

2. Pengujian konstitusionalitas pengaturan pencemaran nama baik pada Undang

Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik. 

1.4.Metode Peoelitian 

1.4.1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat 

deskriptif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

norrnatif yaitu yaitu pendekatan yang perhatian utamanya adalah pengatura.n 

norma secara yuridis dad objek yang akan diteliti. 

1.4.2. Jenis Data yang Digunakan 

Sehubungan dengan pendekatan yang akan dilaknkan yaitu metnde 

pendekatan yuridis normatif makn jenis data yanga akan digunakan adalah dalam 

penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik, Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

KonstitusL 

b. Bahan hukm:n sekunder, yaitu buku-buku yang membahas mengenai hukum 
'"- ,, 

interne~ hukum telematika dan buku-buku lainnya yang membahas hal terkait 

dengan ol!iek penulisan. Tu!isan-tulisan, baik makalah maupun artikel, yang 

membahas mengenai hukum Internet yang tersedia di beberapa situs internet. 

c. Bahan hukum tetsier. yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berupa karnus-kamus hukwn dan ensiklopedia.55 

1.4.3. Metode Peugumpulau Data 

Data-data sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan. Data selrunder tersebut dioJab dengan earn mengutip, menyadur 

tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, karya ilmiah maupun peraturan 

perundang~undangan. 

1.4.4. Metode Analisis Data 

Data sekunder yang telah terkumpul kemudian dianaHsa secara deskriptif. 

Dalam hal ini, huhungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan 

dia.nalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi ana!isis yang dlsusun 

dalam bentuk laporan penelitian hukum. 

ss Soerjono Soekanto d!lfl Sri Mamudji, Penelilian Hukum Normatif, S'tlatu Tinjauan Sfngl«it, 
Jakaria: Rajawali Press. 2003, haL 29 
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Analisis dala dengan mengganakan teknik analisis deskriptlf yang 

bertujuan untuk mengumpulkan fakta disertai dengan penafsiran data, data yang 

diperoleh akan diolah seoara kualitatif yang berasal dari stud! k~ustakaan dan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk selanjutnya 

disajikan dalam bentuk deskriptif guna mendapatkan simpulan. 

1.5. Definisi Operasional 

Pene!itian ini secara garis besar akan menggunak:an konsep dan 

pengertian yang berhubungan teknologi infonnasi yang terdiri dari tindak pidana 

kejahatan dunia maya atau penyalahgunaan terhadap teknologi komputer, 

informasi dan komunikasi yang dalam hal ini adalah jaringan Internet. 

1.5.1. Teknologi Informasi 

Kanms Oxford rnendefinisikan teknologi sebagai "the scientific study and 

use of applied sciences" Definisi tersebut menjeJaskan teknologi sebagai 

pembelajaran dan penerapan atau penggunaan Umu pengetahuan.56 

Sedangkan infurmasi berasal dari bahasa asing, yaitu information yang 

memiliki kata dasar inform dan secr.u:a leksikal mempunyai arti to give form or 

character to atau to give, imbue or inspire with something specific quality or 

character. 51 

5
' Oxford, A.dvaned Learner's Dictionary ofCummt English, (Oxford: Oxford University Press. 

1995), hal. 1226. 

~1 Edmon Makarim, Kompilasi Hy).:!Jm Telematika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pcrsada, 2003), 
hal. 29. 
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Maka hila kila merangkumnya dapat kila temukan babwa teknologi 

informasi adalah suatu bentuk eksplorasi ilmu pengetahuan yang 

mempergunakan infonnasi sebagai komoditas utamanya. Definisi yang lebih 

pasti diatur oleh Undang-undang Nomor II Tabun 2008 tentang Jnrormasi dan 

Transaksi Elektronik da[am pasal 1 ayat 1 sebagai berilrut «Teknologi Infunnasi 

adal.ah suatu teknik untuk mengumpulkan.. menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumk:an, menganalisis, dan/atau menyebarkan infonnasi".58 

1.5.2. Internet 

Pada intinya internet merupakan jarjngan komputer yang terhubung satu 

sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon~ serat optik;. satelit 

maupun gelombang frekuensi.59 Bila kita simpulkan Internet merupakan suatu 

sistem infbrmasi dalam sebuah jaringan komputer, baik: ]l)kal maupun mencakup 

area yang luas. Disediakan, digunakan dan dapat bersifat terbuka atau tertutup 

bagi publik untuk dapat diakses."' 

1.5.3. Cyber law 

Secara akademi~ tenninologi cyberlow tampaknya belum menjadi 

terminologi yang sepenuhnya dapat diterirna. Hal ini terbukti dengan masih 

benlgamnya terminologi yang digunakan untuk tujuan yang sama seperti The 

51 UndangwUndang Nomor 1 J Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
'

9 Agus Raharjc, Lfu:.cit, haL59. 
6tl Internet juga biasa dikenal dengan is Iiiah cyberspace, dunia siber, ruang siber. dunla maya 
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Law of The Internet, Law and The Information Superhighway, Information 

Technology Law, The Law of Information, dan lain sebagainya.61 

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati 

atau paling tidak. hanya sekedar terjemahan atas tenninologi cyber law. Sampai 

saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai teijemahan dari cyberlaw, 

misalnya, Hukum Siber, Hokum Sistem Infonnasi, Hukum Inforrnasi, dan 

Hokum Telematika. 62 Dengan demikian maka cyberlaw dapat didefinisikan 

sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 

muncul akibat dari pemanfaatan Internet. 

1.5.4. Kejahatan Internet (Cybercrime) 

Menurut United Nations Manual on the Prevention and Control of 

Computer-Related Crime, Cybercrime adalah:63 

Aktifitas yang tennasuk dalam kejahatan dunia maya termasuk kejahatan 
tradisional seperti penipuan dan pemalsuan serta kejahatan lain yang 
spesifik dunia maya seperti sabotase komputerljaringan, akses ilegal 
terhadap komputer, dan penggandaan ilegal dari software. 

Convention on Cybercrime 2001 membagi kejahatan Internet menjadi 

beberapa kategori yang diatur pada chapter II section 1 Substantive Criminal 

Law, yaitu: 

61 MArsye.d Sanusi. Loc .. cit. hal. 76 
62 Berasal dari istilah Perancis, yaitu telemalique. Berkembo.ng menjadi istilah telematics, yang 
merupakan singkatan dari kata telecommunication and informatics sebagai wujud dari perpaduan 
konscp computing and communication. Istilah ini juga dikene.l sebagai the new hybrid technology 
yang lahir karena perkembangan teknalogi digital saat ini. 
63 Tersedia di http://www.ifs.univic.ac.at/-pr2ggl/rev4344.html (5 Desember 1999), hal. 7. 
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1. Offences Against the Confidentiality, Integrity and Availability of 

Computer Data and Systems (Kejahatan terhadap Kerahasiaan, 

Integritas dan Ketersediaan Data dan Sistem Komputer) 

2. Computer-related Offinces (Kejahatan yang Terkait dengan 

Komputer) 

3. Cament·related Offences (Kejahallln yang Terkait dengan Muatan 

yang Tersedia) 

4. Offences Related to Infringements of Copyright and Related rights 

(Kejahatan yang Terkait dengan Hak kekayaan Intelektual)64• 

1.6. Slslematika Penulisan 

Untuk memudahkan dan penyusunan dan penulisan semua infonnasi yang 

telah dikumpulkan, maka tesis ini dibagi menjadi bagian..bagian uraian yang 

disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) bah yang terdiri dari: 

Bab l Pendahuluan 

Dalam Bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi 1- belakang 

dibuamya penuHsan tesis, pokok, tujuan penelitian, metode penelitian, 

kajian teori, dan sistematika pernbahasan. 

6-4 M Arsyad Sanusi, Op.cil. hal. 9{) 
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Bab ll : 1'injauan Umum Undang~Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang 

lnformasi dan Transaksi Elektronik 

Dalam Bab ini diuraikan secara terperinci n.~~ngenai sejarah lahit, cakupan 

mated, perbuatan dila.rang dan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektrcnik. 

Bab ID : Pengnjian KonsiitusionaUtas Pasal27 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2068 tentaug Informasi dan Transaksi Etektronik. 

Dalarn Bab ini akan digambarkan proses pengujian konstisionalitas Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dari deskripsi para Pemohon dan Legal Standing

nya, dalil--dalil yang disampaikan para Pemohon. tanggapan Pemerintah, 

tanggapan DPR, hingga Putusan Hakim Mahkamah KonstitusL 

Bab IV : Analisis Hukum Pengujian Konstitusionalitas Pasal27 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trausaksi 

Elektronlk 

Pada Bab ini akan dimuat anaHsis dan kajian hukum atas pengujian 

konstitisionalitas Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No.I! Tahun 2008 

tenlang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 

Bab V : Simpulan dan Saran 

Dalam bab in1 akan diberikan simpulan serta saran dari pemikiran penulis 

atas segala hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. 
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BABII 

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

2.1. Sejarab Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Undang-Undang yang saat ini dikenal dengan Undang-Undang No 11 

Tahua 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai dirancang oleh 

pemerintah sejak Maret 2003. Ketika itu, Kementrian Komunikasi dan Informasi 

(Kominfo) mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi 

Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).65 Semula RUU ini dinamakan RUU 

Informasi, Komunikasi dan Transaksi Elektronik (IKTE) yang disusun oleh 

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sarna dengan tim dari 

Fakultas Huk.um Universitas Padjadjaran dan tim asistensi dari Institut Teknologi 

Bandung, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHI) Universitas 

Indonesia. 

Menurut catatan Departemen Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 

14 Januari 2003, Sekretariat Kabinet mengundang instansi terkait yaitu 

65 Cahyana Ahmadj11yadi ed. 2008, Buku Panduan Memahami UU ITE, Jllkarta: Departemen 
KomunikiiSi dan lnfonnatika, hal. II 
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Kementerian Komunikasi dan Infomta.si. Departemen Perhubungan, Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan rapat koordinasi guna 

membahas kedua RUU yakni RUU Pemanfuatan Teknologi lnformasi dan RUU 

Informasl Elektronik dan Transaksi Blelctronik. Rapat memutuskan agar kedua 

RUU diselaraskan menjadi satu RUU saja, sesuai arahan Presiden, serta 

menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator 

penye1arasan RUU tersebut 66 

Kementrjan Kominfo diberikan waktu 1 (sam) bulan oleh Sekretariat 

Kabinet untuk menyelesaikan penyelesaian kedua RUU menjadi satu RUU. 

Penyelerasan dimaksudkan untuk menampung aspirasi komunitas ICT dan 

masyarakat termasuk pelaku usaha yang memanfuatkan teknologi lnformasi. 

Pada tanggai 14 Januari 2003. Kementerian Korninfo mengadakan rapat internal 

dengan mengundang pihak:-pihak terkait, yaitu Universitas Diponegoro dan 

Universitas Indonesia. sebagai konsultan yang ditugaskan oleh Departemen 

Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menyiapkan 

Naskah Akademis RUU Pemanfuatan Teknologi lnfonnasi (RUU PTI) dan RUU 

lnfomasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). 

Selanjutnya pada tangga! 22 sampai dengan 24 Januari 2003, dan tanggal 

30 Januari 2003, Kementerian Kominfo menyelenggarakan rapat-rapat untuk 

menyelaraskan kedua RUU tersebut. Rapat melibatkan unsur~unsur Kementerian 

Kominfo~ Departeme Perhubungan~ Departemen Perindustrlan dan Perdagangan, 

Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia. 

6!i !bid, haL 1.2 
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Pada tanggal 13 Februari 2003, Kementerian Kominfo melakukan 

pe:rtemuan dengan Komunitas ICf67 untuk mensosialisasikan RUU ITE (hasil 

penyelarasan Tlm Kecil), sekaligus untuk memperoleh masukan tambahan dalam 

rangka penyempurnaan RUU ITB oleh Panitia antar departemen. Pada tanggal 14 

Februari 2003, Kementerian Kominfu menyampaikan RUU ITE yang masih 

bersifat rancangan sementara kepada Wasekab. Selanjutnya Panitia 

Antardepartemen yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Menterl 

Kominfo, meiakukan pembahasan secara komprehensif, serta memfinalkan RUU 

ITE, dimaoa judul RUU diu bah menjadi RUU tentang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik (RUU ITE). Melalui surat Menteri Komunikasi dan Informasi, 

tertanggal 19 Juli 2003, basil penyelaresan panitia antardep telah disampaikan 

kepada Presiden. 

Pada tanggal 1 September 2003, Sekretariat Kabinet mengundang instansi 

dan asosiai lerkait ( Dep. Perhubungan. Dep. Perindag. Dep. Kehakiman dan 

HAM, Dep. Dalam Negeri~ Dep, Keuangan, Dep Komunikasi dan Inforrnas:i), 

MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia ) dan FTH (Federasi Teknologi 

Informasi Indonesia) untuk. rapatdalam rangka pembulatan konsepsi RUU ITE. 

Dalam rapat terscbut disepakati b~wa terdapat beberapa elemen dari 

RUU ITE yang perlu disempuma.kan Iagi. Untuk itu, Kementcrian Komunikasi 

dan Informasi (Kominfo) ditugas:kan melakukan penyempurnaan RUU tersebut. 

Pada tanggal 8 September 2003 Kementerian Kominfo mengadakan rapat 

meJibatkan unsur~unsur Dep. Perhubungan~ Dep. Perindag, Dep. Kehakiman dan 

61 JCT: Information and Communication Techn"logy yang diterjemahkan kc Bahasa Indonesia 
menjadi Teknologi rnformasi dan Komunikasi (TIK). 
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HAM, untuk menyempurnakan RUU tersebut sesuai dengan basil rapat 

pembahasan tanggall September 2003 di Sekretariat Kabinet68
• 

-,_ Oleh karena RUU tersebut amat dinantikan oleh masyarakat, maka 

Pemerintah terus rnengupayakan agar RUU ITE ini dapat dibahas dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat RI dalam tahun 2003. Upaya tersebut juga memperoleh 

dukungan dari Sekretariat Kabinet. Untuk mempercepat proses pembahasan RUU 

tersebut di DPR RI, maka naskah RUU ITE yang telah disempurnakan harus 

memperoleh paraf persetujuan dari Menteri Perhubungan, menteri Perindustrian 

dan Perdagangan, serta menteri Kehakiman dan HAM. Pada tanggal 18 

September 2003, Menteri Komunikasi dan Infonnasi 69 mengirimkan surat 

pennintaan paraf persetujuan kepada ketiga menteri terse but. 

Pada tanggal 2 September 2004, RUU ITE telah disampaikan kepada 

DPR melalui Amanat Presiden (AMPRES) No: R.24/PUIIXI2004. Sampai 

kemudian dikembalikan kepada Pemerintah (Kominfo). Seiring dengan 

kebijakan DPR, bahwa RUU Inisiatif Pemerintah dikembalikan kepada 

Pemerintah.Seiring dengan pengembalian naskah RUU ITE dari DPR ke 

Pemerintah, maka amanat UndangUndang No. 10 Tahun 2004, bahwa sebelum 

RUU dikirim ke pressiden untuk diteruskan ke DPR maka perlu 

diharmonisasikan melalui rapat Interdep di Departemen Hukum dan HAM. Rapat 

tersebut Ielah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2005. Pada tanggal 14 Juni 2005, 

RUU tersebut telah selesai diharmonisasikan dan Draft Final tersebut telah 

dikirim ke Presiden pada tanggal 2 Agustus 2005 dengan surat 

61 Ibid, hal. 14 
69 Nomenklatur awal Departemen Komunikasi dan Informatika adalah Kementrian Ncgara 
Komunikasi dan Infonnasi. 
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No.236/M/K.OMINFO /8/2005 dengan tembusan ke Menteri Hukum dan HAM, 

Menteri Sekretaris Negara dan Sekretariat Kabinet. 

Setelah Departemen Komunikasi dan Informati~a terbentuk, pembahasan 

RUU ITE kembali digulirkan. Melalui surat Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono No. RJ70/Presl9/2005, naskah RUU ITE disampaikan ke DPR Rl. 

Sebagai tindak lanjutnya, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE. 

Pans us RUU ITE DPR RI tersebut beranggotakan 50 orang dari 10 Fraksi di DPR 

Rl. Bersamaan dengan itu, Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan 

Informatika membentuk ''Tim Antar Departemen Dalam Rangka Pembahasan 

RUU ITE Antara Pemerintah dan DPR Rl". 70 

Pembahasan DIM RUU ITE antara Pansus UU ITE DPR RI dengan 

Pemerintah (Tim Antar Departemen Pembahasan RUU ITE) mulai dilaksanakan 

pada 24 Januari 2007 di Ruang Komisi I DPR. Pembahasan dilakukan sekali 

dalam seminggu sesuai undangan DPR. Pada pembahasan RUU ITE tahap 

Pansus, sesuai ketentuan, Pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan 

Infonnatika atau Menteri Hukum dan HAM serta didampingi anggota Tim Antar 

Departemen Pembahasan RUU ITE. Rapat Pansus yang dilaksanakan sejak 24 

Januari hingga 6 Juni 2007, dilakukan sebanyak 17 kali dan berhasil membahas 

seluruh DIM. 

Setelah Pansus, pembahasan dilakukan pada tahap Panitia Ketja (Panja), 

berlangsung mulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008, dengan jumlah rapat 

sebanyak: 23 kali. Selesai Rapat Panja, pembahasan dilanjutkan pada tahap Tim 

70 Ibid, hal. 6 
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Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak 13 

Februari sampai 13 Maret 2008 dengan jumlah rapat sebanyak 5 kali. Tahap 

selanjutnya setelah Rapat Pansus~ Panja, dan Timus-Timsin dilalui, digelet_Rapat 

Pleno Pansus RUU rfE dilak-ukan untuk pengambilan keputusan tingkai permma 

terhadap naskah akbir RUU .ITE. lni dilangsungkan pada 18 Maret 2008, dan 

hasilnya menyetujui RUU ITE dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II. 

Pada Rapat Parlpurna DPR Rl, tanggal25 Maret 2008, 10 Fraksi sepakat 

menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya 

dikirim ke Presiden untuk ditandatangani. Pada tanggal 21 April 2008, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono mena.ndata.ngani Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan menjadi Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang 

Jnfonnasi dan Transaski Elelctronik.71 

2.2.Cakupan Materi Undang-Undang No ll Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Untuk melihat seoara singka:t cakupan pengatumn Undang-Undang No II 

Tahun 2008 tentang Infurmasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat dari 

struktur UU ITE, yaitu: Bah I memuat ketentuan umum. antara lain memuat 

definisi. teknologi informasi, inforrnasi elektronik, dokumen elektrcn:i.k, transaksi 

elektronik, tanda tangan elektronik. sistern elektronik, penyelenggara. sistem 

elektronik. Bab IT mengetengahkan asas dan tujuan UU !TE. Tujuan 

pembentukan UU ITE tercermin dar! Pasal4 UU ITE, yaitu untuk: 

71 Ibid, hal. 7 
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I. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
infonnasi dunia; 

2. mengembangkan. perdagangan dan perekonomian nasional dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

3. meningkatk:an efektivitas dan efisiensi pelayanan publik 
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 
pemanfaatan Teknologi Inforrnasi seoptimal mungkin dan 
bertanggung jawab; 

5. dan memberikan rasa am an, keadilan, dan kepastian hokum bagi 
pengguna dan penyelenggara Teknologi Infonnasi.72 

Bah III memuat ketentuan mengenai infonnasi elektronik, dokumen 

elektronik dan tanda tangan elektronik. Bab IV rnengatur Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bah V Transaksi Elektronik, Bah 

VI memuat pengaturan ikhwal Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak 

Pribadi, Bab VII Perbuatan yang Dilarang, Bab VIII mengetengahkan 

Penyelesaian Sengketa, Bab IX memuat pecan Pemerintah dan Pecan Masyarakat, 

Bab X mengatur penyidikan, Bab XI Ketentuan Pidana, Bab XII mengarur 

Ketentuan Penutup. 

Ada banyak kalangan yang menilai bahwa cakupan materi Undang-

Undang No 11 Tahyn 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik sangat 

luas. Menurut Diijen Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan 

Inforrnatika, cakupan cyberlaw luas, karena meliputi transaksi elektronik, alat 

bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, intelectual property, termasuk tindak 

pidananya73
• 

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menyatukan materi-

materi tersebut dalam satu undang-undang. Pertama, penyatuan ini menghemat 

;z Pasal 4 Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 
13 Cahyana Ahmadjayadi ed. ,Op.cit.hal.21 
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waktu karena jika tiap rnateri diatur dalam undang-undang sendiri, akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk. dibahas di DPR. Kedua, tim dapat melihat 

keseluruhan materi secara holistik dan mengatur agar keterkaitan materi-materi 

tersebut secara komprehensif. 

Salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana 

yang dilakukan di satu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara 

lain. Ketika hal ini terjadi, permasalahan mengenai yurisdiksi yang dapat 

melakukan law enforcement terhadap tindak pidana tersebut. Tiap negara 

memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya. 

Oleh karena itu sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk 

melakukan kerja sama (mutual assistance) dengan aparat penegak hukum negara 

lain dalam mengungkap satu tindak pidana. Kepentingan tersebut harus 

dijustifikasi dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.74 

Salah satu keunikan yang dimiliki Undang-Undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa UU ITE menganut asas 

extra territorial jurisdiction. Hal ini tennaktub dalam Pasal 2 UU ITE, yang 

menyatakan: 

UU ITE berlaku untuk setiap Orang yang melakuk.an perbuatan hukum 
sebagaimana diatur di dalam UU ITE ini, baik. yang berada di wilayah 
hukurn Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang 
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.75 

74 /bid, hal. 23 
?s Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tcntang Infonnasi dan Transaksi Elektronik 

Universitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



36 

Para penyusun Undang-Undang No ll Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Trnnsaksi Elektronik memilih untuk mengacu model yang bersifat kornprehensif. 

Artinya materi muatan yang diatur da!~ undang-undang tersebut mencakup hal 

yang [uas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Oleli karena sifatnya yang 

komprehensi~ maka dalam undang·undang tersebut tercakup banyak aspek 

hukum, yaitu aspek hokum perdata materiil, hukum pidana materiil, hukum acara 

perdata, hukum acara pidana, dan hukum pembuktian. Dengan lutta lain, yang 

dipilili bulutn model pengaturan yang berpijak pada pemilaban mated hukum 

secara ketat sehingga reguJasi yang dibuat menjadi bersifat sangat sempit dan 

spesifik pada sektor tertentu saja. 

2.3. Jenis-jenis Kejahatan Internet Menurut Undang-undang Nomor 11 

tahnn 2D08 tentang Informasi dan Traosaksi Elektronik 

Pengertian kejahatan dunia maya atau cyhercrime "Menurut M.v:r 

(Memorie van Toelichting) dikatakan bahwa kejahatan (misdrijven) adafah 

"rechtsdelictelt\ yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan 

dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, 

sebagal perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukurn••. 76 Dunia maya dapat 

disarnakan dengan internet77 yaitu sebutan untuk sekumpuian jaringan komputer 

yang menghubungkan situs akademik seperti situs Universitas Indonesia 78
• situs 

pemerintahan (electronic government), pelayanan transaksi efektronik melalui 

ATM (electronic banking)t komersial {periklanan), organisasi. maupun 

16 Mocljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidanu, Rineka Clpta. Jaketc, Hal. 71 
11 Internet adalah kependekan dati inter-network yang artinya antar jaringan 
1a Alamll.t situs Universitas Indonesia adalah www.ui.ac..id 
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perorangan. ''Donia maya (cyberspace) dapat dideskripsikan sebagai suatu 

"ruang/dunia" non fisik yang didalamnya terjadi komunikasiwkomunikasi 

elek:tronik dan tersimpan data-data digital didalam sebuah ~sistem komputer a tau 
' 

jaringannya". 79 Melalui ruang dunia maya ini, kesepakatan-kesepakatan bisnis 

dapat dilakukan secara instan dari seluruh penjuru dunia, tanpa perlu lagi pena, 

kertas, dan bahkan tidak perlu lagi bertatap muka langsung. Bahkan, kini terjadi 

transaksi perdagangan secara elektronik yang sering disebut e-commerce80 yang 

menggunakan kartu kredit dan kartu debit untuk menggantikan mata uang. 

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam 

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dibuktikan juga dengan 

banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknyajuga 

penyalahgunaan Internet itu sendiri. 81 Kenyataan ini sangat kontras dengan 

ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan Teknologi lnformasi khususnya 

dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan keberadaan UU ITE, 

satu persatu kejahatan Internet yang telah terjadi di Indonesia mulai 

diidentifikasikan dan diatur keberadaannya. Kejahatan-kejahatan Internet tersebut 

dalam pengaturannya oleh UU ITE disebut sebagai Perbuatan Yang Dilarang dan 

diatur pada Bab VII UU ITE dari pasal 27 sampai dengan pasal 37. Sementara 

itu, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan 

kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bab VII. 

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bersanksi pidana itu rnerupakan tindak-

19 M.Arsyad Sanusi, 2005, Hulalm dan Teknologi lnformasi, Tim KemasBuku, hal. 102 
!0 E-commerce adalah kependekan dari electronic commerce, yang artinya transaski perdagangan 
lewat internel 
81 Petrus Reinhard Golose, Op.cif, hal. 6 
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tindak pidana komputer Indonesia. Berikut Tindak-Tindak pidana komputer yang 

diatur olen UU ITE adalah sebagal berikut: 

2.3.1. Poroografi Online 

Larangan melakukan perbuatan yang bermuatan melanggar kesusilaan 

diatur dalam Pasal27 ayat (1) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 

ayat(l). 

Pasal 27 ayat (1) menentulam: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atRu 
mentransmisikan dan/atau membuat da~t diaksesnya Informasi 
Elektronik 82 danlatau Dokumen Elektronik 83 yang memiUki muatan 
yang melanggar kesusilaan. 

Anearnan pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (I) ditentukan 

dalam Pasal45 ayat (l) yang berbunyi: 

(1) Setiap Orang yang memenuhl unsur sebagaimana dimaksud dalan1 
Pasal27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan 
pi dana penjara paling lama 6 ( enam) 1ahun dan/atau denda paling 
banyak Rpi.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah). 

u lnformasl Elektronik adolah saru ntau sekumpulan data elektronik, termasuk tel.api tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, pe1a, rancangan, folo, electronic d(lla imerchtmgr! (ED!), 
Sural ele:ktronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, ang.ka. 
Kode Akses, simbol, ntau perforasi yang tetllh diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 
orn.ng yang rnampu rnemahaminya (Pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor II tahun 2008 lentang 
Inrormasi dan Transaksi Elektronik). 
Sl Dokumen Ele\..'tronik adalah seliap Informasi Elcktronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, al.au disimpllrl dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenlsnya, 
yang dapal dilihat, ditampillam, danlatau didengac melalui Komputcr alau Sistem Elektronik, 
rennasuk tetapi tidak terbaw pada lulisan, suara, gambar, peta, nmcangan, folo atau sejenisnya, 
huruf, tunda, angka, Kode Akse.s, simbol atau perforasl yang memiliki rnakna atau arti atJm dapat 
dipMami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor II 
talrun 2008 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronlk). 
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Actus reus" dari tindak pidana Pasal 27 ayat (I) jo Pasal 45 ayat (1) 

adalah mendistribusik:an, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses. 

Semen tara mens re~5 dari tindak: pi dana terse but adalah "dengan sengaja". Objek 

dari actus reus tindak pidana tersebut adalah 41lnformasi Elektronik dan/atau 

Dokwnen Elektronik yang memilild rnuatan yang me1anggar kesusilaan". 

Kata tanpa hak dalam Pasal 27 ayat (I) digunakan pula dalam berhagai 

pasal dalam UU ITE. Kata "tnnpa hak"merupakan terjemahan dari kata "without 

right' yang digunakan dalam cyber law di berbagai negara yang berbahasa 

Inggris. UU ITE tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai apa yang 

dimaksud (~pa hak". Sayangnya Convention Cyber Crime tidak pula 

memberikan keterangan apa yang dimak:sudkan dengan "without right". Bt\ 

Ancaman pidana berdasarkan Pasal27 ayat (l)jo Pasal45 ayat (1) banya 

ditujukan kepada pibak: yang mendistribus:ikan. mentransmisikan) dan/atau 

membaut dapat diakasesnya lnfonnasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan rnelanggar kesusilaan, Sedangkan pihak yang menerima 

distribusi atau tran.smisi dan pihak yang mengakses Infonnasi Elektronik dan/atau 

Dokumen EJektronik yang memilild muatan yang meJanggar kesusllaan tidak 

dipidana dengan pasal-pasal tersehat. Pasal 52 ayat (I )87 mengancamkan sanksi 

14 Aclus reus adalah conduct atau perilaku ynng dapnt berupa "melakukan perbuatan lertenlu yang 
dilarang oleh undang-undang" atau "commission" atau "acl" atau berupa "berdirun .diri" atau 
"tit.lak: melakukan perbuatan yang dim.jibkan oleh hukum" atau ''omission". (Lihat Sutan Remy 
S?,jdeini, Pertanggungjawaban Oidana Kurpomsi, Grafili Pers, Jaklll'l8, 2006. 
1 Mens rea adalah sikap kalbu atau unsur kesalahan dari suat1,1 tindak pldana tertentu. {Liba!. 
Sutan Remy Syajdeini, Pertnnggungjawaban Oidana Korporasi, Grafiti Pers, J;,karta, 2006. 
n Kamlungan arti "'l.atlpa hak" bila diknitkan dengan tindak pidana komputer adalah "tanpa 
memiliki kewenangan" aiau "tanpa memperoleh izln". 
11 Undang-Undang No 11 Tatnm 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Blektronl Pasal 52 {1) : 
Dalam hal tindalc pidmu1 sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 27 ayat (I) menyangkul kesusilaan 
atau eksploitasl seksual terlmdap <:!flak di!cenakan pcmberatan sepert:iga dari pidana pokok-. 
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pidana yang lehih hera! apabila tindok pidana sehagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (I) menyangkut kesusilaan atau ekspolitasi seksual terhadap anok. 

' 
2.3.2. Perjudian online 

Larangan melokukan parjudian dengan menggunokan sistem elektronik 

atau dilokukan secara online" diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan 

dian cam sanksi pi dana berdasrkan Pasal45 ayat (I). 

Pasal27 ayat (2) berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hok mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya Infonnasi 
Elektronik danlatau Dokumen Eiektronik yang memiliki muatan 
perjudian. 

Ancaman pidana terhadap peloku yang melanggar Pasal 27 ayat (2} 

ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1)89
• AclPs reus dari tindak pidana Pasal27 ayat 

(2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah: mendistribusikan, dan/atau 

mentransmisikan~ dan/atau rnembuat dapat diakses. Dengan demikian yang dapat 

dituntut herdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (I) UU ffE hanya 

penyelenggara pcngelola perjudian onli'ne, sedangkan penjudinya tidak. dipidana 

Mens rea darl tindak pidana terse but adalah "dengan sengaja". Objek dari actus 

re~ tindak pidananya adalah ulnformasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elek:tronik yang memiliki muatan perjudian. 

n Perjudian aline. lebih dikenal dengan hntlah e..gombJing alau online gambling, 
M P<tSal 45 ayat {1) UU tTE berbunyi : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebaga.lmana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayet (1). ayat (2), ayal {3), atauayat {4) dipidana dengan pideoa penjara 
paling lama 6 {enam) tzhun danlalau denda paling banyak RpLOOO.MO.OOO,OO (satu miliar 
l'lpil<h), 
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2.3.3. Penghinaan dan!atau Pencemarau Nama Baik 

Larangan melakukan penghinaan danfpencemaran nama baik dengan 

menggunak sistem elektronik diatut dalam P(I.Sal 27 ayat (3) dan diancam sanksi 

pidana berdasarkan Pasa145 ayat (I) UU ITE. 

Pasal27 ayat {3) berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan danlatau 
mentransmisikan dan!atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memi!iki muatan 
penghlnaan danlatau pencemaran nama baik. 

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (3) 

ditentukan dalam Pasal45 ayat (!)". Actvs reus dari tindak pidana Pasal27 ayat 

(3) jo Pasal 45 ayat (I) UU ITE adalah: mendistribusikan, dan/atau 

mentransmisik~ danlatau membuat dapat diak:ses. Menurut Prof. Dr.Sutan 

Remy Syahdeini, SH, dahun dunia internet atau cyber space, lindale pid:ma yang 

diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (I) UU ITE adalah "Cyber 

Stalking"91 

2.3.4. Pemerasan danlatau Pengancaman 

Larangan melakukan perbuatan memeras danJatau mengancam dengan 

menggunakan sistem komputer diatur dalam Pasal27 ayat (4) dan diancam ~anksi 

pidana berdasarkan l'asal 45 ayat (I) UU ITE. 

ro Pasnl 4:5 eyal (l) UU JTE herbunyl : Seliap Orang yang mememlhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat {3), atauayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) lahun dan/atau denda paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (saru miliar 
rupiah). 
tl Pro£ Dr.Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan don Tindak Pidana Kompuier, Jakarta: Pustaka 
Utama Grafiti, 20009, hal. 233 
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Pasal27 ayat 4 berbunyi: 

Setlap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan danlatau 
menrransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infurmasi 
Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan danlatau pengancaman. 

Ancaman pidana terbadap pelalru yang melanggar Pasal 27 ayat (4) 

ditentukan dalarn Pasal45 ayat (!) UU ITE92
• Actur reur dari tindak pidana Pasal 

27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (!) UU ITE adalab: mendistribusikan, dan!alau 

mentransmisikan, daniatau membuat dapat diakses. 

UU !TE tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pemerasan 

danlatau pengancaman. Namun ntenurut Prof. Dr.Sutan Remy Syahdeini, SH, 

yang dimaksudkan dengan " pemerasan" adalah "black mail" dalam bahasa 

Inggris. Sementara yang dimaksudkan dengan "pengancama.n" adalah 

menyampaikan aneaman terhadap pihak lain. Ancaman haru mengandung janji 

bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang 

tidak dlkehendaki oleb dan sangat mengkhwatirkan bagi orang yang: menerima 

ancaman apabHa sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan 

ancaman tersebut tidak: dlpenuhi oleb pihak yang menerima ancaman. 93 Bila 

dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE94 yang secara khusus mengatur mengenai 

"ancaman kekera.sanl'• maka pengancaman yang diatur dalam Pasal27 ayat (4) inj 

'12 Pasal 45 ayat (1) uti ITE berbWJyi : Setiap Orang yang mernenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud clalrun PBSal 21 ayat (1), eyat (2), eyat (3), etauayet (4) dipidana der~gan pidana penja.ra 
paling lama 6 (enam) tahun da.nlat.au denda paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar 
rupiah). 
93Prof. Dr.Sulan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Kompute.r, Jakarta: PustakaUta 
rna Ornfiti, 20009, haL 2.34 
94 Pnsal 29 UU ITE berbunyi : " Seliop Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkD.n 
Infonnasi Eleldronik danlatau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan alau menakut· 
nnkuti yang rlitujukan seca.ra pribadi" 
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adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya janji pengancam 

yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa 4'akan meJakukan kekerasann 

terhadap pihak yang diancam. 

2.3.5. Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan 

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan 

penyesatan dengan menggunakan sistem komputer datur dalam Pasal 28 ayat (l) 

dan diancru:n sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (!) 

berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berim 

bohong dan menyesatkan yMg mengakibatkan kerugian konsurnen dalam 

Transaksi Elektronik. 

Ancaman pi dana terhadap pelaku yang rnelaoggar Pasal 23 ayat (I) 

ditentukan dalarn Pasa! 45 ayat (2) UU ITE". Actus reus dari tindak pidana Pasal 

28 ayat (I) jc Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah: menyebarkan. Mens rea dari 

tindak pi dana tersebut adalah "dengan sengaja1
', Objek dari actus reus ada lab 

"berita bohong dan menyesatk:an''. Harus dicermati pula bahwa berita bohong dan 

menyesatkan itu barns terkait dengan transaksi elektronik. Menurut Prof. 

Dr.Sutan Remy Syahdeini, SH, tindak pi dana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (l) 

jo Pasal 45 ayat (2) UU !TE telah dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. 

Menurut rumusannya, perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

95 Pasal 45 ayat (2) UU ITE borbunyi : "Setiop Orang yang memenuhi :unsur sebagaim31'1a 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipldana dengan pidane penjara paling lama 6 
(cnwn) tahun dan/a tau denda paling banyak. Rpl.OOO.OOO.OOO,OO {satu miliar rupiah)" 
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harus mengakibatkan kerugian kepada konsuinen yang melalukan transaksi 

elektronik atau e-commerce.96 

2.3.6. Penyebaran Informasi Bermuatan SARA 

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan 

Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) 

dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal45 ayat (2). 

Pasal 28 ayat (2) berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pennusuhan 
individu dan!atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Ancaman pidana terhadap pelak:u yang melanggar Pasal 28 ayat (2) 

ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2). 97 Actus reus dari tindak pidana tersebut 

adalah "menyebarkan". Mens rea dari tindak pidana tersebut adalah "dengan 

sengaja". Objek dari actus reus-nya adalah "informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau perrnusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, re.s, dan antaragolongan (SARA)". 

2.3.7. Pengiriman Informasi Bermuatan Ancaman Kekerasana atau 

Menakut-nakuti 

96Prof. Dr.Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Kompuler, Jakarta: Pus tak 
aUtama Grafili, 20009, hal. 235 
97 Pasal 45 ayat (2) UU ITE : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (l) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling bMyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliarrupiah)" 
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Larangan melakukan perbuatan mengirimkan infunnasi elektronik 

dan!atau dokumen elektronik yang berisi acaman kekerasan atau menakut-nakuti 

diatur dalam Pasal 29 dan di~tt_cam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) 

UUITE. 

Pasal 29 UU ITE berbunyi: 

Setiap Ornng dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan lnformasi 
Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 29 ditentukan 

dalarn Pasal 45 ayat (3)". Actus reltS dari tindak pidana tersebut adalah 

"mengirimtan•·. Mem rea-nya adalah "dengan sengaja"'. Objek darl act:~£ reus-

nya adalah Informasi Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nak:uti yang ditujukan secara pribadi". Oleh 

karena perbuatan yang diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE 

herujuan menakut-nakuti> yaitu ciri dari perbuatan yang disebut terorisme, maka 

perbuatan tersebut adalah tindak pidana cyberterrorism. 

2.3.8. Pembobolan Komputer dan/atau Slstem Elektronik 

Larangan melakukan perbuatan membobo~ sistem komputer yang diatur 

dalam uu rrn terdiri atas: 

91 Pasal 45 ayat (3} UU lTE :"Setiap Orang yt~ng memenuhl unsur sebagaimana dimaksuil da!am 
Pasai 29 dipidana denpn pidana penjara paling lama 12 {dua belas) iahun dan!atau denda paling 
banyak Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah)". 
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a. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan 

mengakses saja tanpa tujuan lain 

b. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang selain bertujuary ..... 

untuk mengakses adalah juga untuk memperoleh informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik 

c. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan selain 

untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem 

komputer yang diakses itu.99 

Pertama, larangan melakukan perbuatan membobol Komputer dan/atau 

Sistem Elektronik yang bertujuan mengakses saja tanpa tujuan lain, diatur dalam 

Pasal30 ayat (I) yang berbunyi : 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau sistem elelctronik milik orang lain dengan 
cara apapun. 

Melanggar larangan Pas a! 30 ayat ( 1) dian cam pi dana berdasarkan Pasal 

46 ayat (1) UU ITE. 100 Actus reus dari tindak pidana tersebut adalah 

"mengakses". Mens rea-nya adalah "dengan sengaja". Objek dari actus reus reus 

rindak pidana adalah "Komputer dan/atau Sistem Komputer''. 101 Perbuatan yang 

99 Ketentuan Pasal 30 UU ITE mengenai illegal acces sejalan dengan pengaturan article 2 
Convention on Cybercrime yang berbunyi : Anicle 2 -Illegal access : Each Party shall adopt such 
legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its 
domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer 
system without right A Parcy may require that the offence be committed by infringing security 
measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relatio;~ to a 
computer system that is connected to another computer system. 
100 Pasal 46 ayat (I) UU IlE : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah)". 
101 lfU ITE menggunakan istilah Sistem Elektronik, sedangkan Convention On CyberCrime 
menggunakan istilah "Computer System". Menurut definisi yang terdapat dalam Ketentuan 
Umum , Sistem Elektronik adalah Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 
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dilarang Pasal 30 ayat (l) UU ITE adalah apa yang kita kenai dengan istilah 

"hacking". Kedua, larangan membobol Komputer dan!atau Sistem Elektronik 

yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk mempero1eh informasi 

elektronik danlatau dokumen elektronik. Larangan melakukan perbuatan tersebut 

diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berl>unyi : 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa halt atau melawan hukom 
mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara 
apapun dengan bertujuan untuk memperoleh infurrnasi elektronik 
danlatau dokumen elektronik. 

Melangglll Pasal 30 ayat (2) dipidana berdasa:rkan Pasal 46 ayat (2). "" 

Actus reus dari tindak pidana tersebut adalah ~mengaksesn, Mens rea-nya adalah 

"dengan sengaja''. Objek dari actus reus reus rindak pidana adalah "Komputer 

dan/atau Sistem Komputer.103 Perbuatan yang dilarnng dengan Pasal 30 ayat {2) 

UU !TE ini kita kenai dengan istilah "Cracking". 

Ketiga, membobol Komputer dan/atau Sistem Elcktronik yang bertujuan 

selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistetn pengamanan darl sistem 

komputer yang diakses itu. Larangan melakuk.an perbuatan tersebut diatur dalam 

Pasal 30 ayat (3) yaag berbunyl: 

Setiap Orang dengan sengaja dan t:anpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer danlatau sistem elektronik dengan cara 

elektronik yang berfung:si mempersiapkan, mengumpulkan. mengolah. menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, danlatnu rneJeyebarkan lnformasi Elektronik. 
Sementara yang dimaksudkan dengm Computer System menurut Convention on Cybe!Crime 
adalah Ofo/ deviCE 01' a group cfinterccmnecred 01' related devices, om! or mare of which. pursuant 
to Q progrQm, performs outomotic p!'QCessing (lj" data. 
uu Pasal 46 ayat {2) UU ITE : "Setlap Orn.ng yang memenubi unsur sebagaimana d.imaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2} dipidana dengen pidana penjara paling lama 1 (tujuh) tabun danlatau 
denda paling banyak Rp'JOO.OOO.OOO,OO (tujuh rae us juta rupiah)". 
1~ Ada perbcdaan antara Pasal 30 ayut (l) dengan Pasal 30 ayat {2). Sesecmng hanya dapat 
diruntul berdasarkn:n Pasal 30 ayat (2} apabila bet1uju11n untuk mentperoleh infonnasi elektronik 
danlatau dol<l.lmen elektronik. Kalau tujuan.nye hanya untuk: ''mengintlp" isi infonnasi elektronik 
danlatau dokumen efektronik, meka pasal yang dikenakan adalah Pasal.lO ayat{!} UU ITE. 
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apapon dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau sistem 
pengamanan. 

Meianggar larangan Pasal 30 ayat (3) diancam dengan ancamna pidana 

berdasarkan Pasa[ 46 ayat (3)104
. Mens rea-nya adalah "dengan sengaja". Objek 

dari actus reus reus rindak. pidana adalah "K.omputer danfatau Sistem Komputer. 

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (3) ini juga disebut "Cracking" juga. 

Bedanya dengan Pasal 30 ayat (2) adalab tujuan pelakunya. '" 

2.3.9. Intersepsi :atau Penyadapan atas Informasi Elektronik danlatau 

Dokumen Elektronik yang disimpan dalam Komputer dan/atau 

Sistem EJektronik. 

Tindak pidana intersepsi 106 atau penyadapan atas informasi e1cktronik 

danlatau dokumen e!ektronik yang diatur dalam UU ITE terdiri atas: 

a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas infonnasi elektronik dan/atau 

dokumen e1ektronik; 

b. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi eiektronik 

danlatau dokumen elektronik. 

104 Pasal 46 ayat (3) UU ITE : "Se!iap Omng yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud de.lam 
Pasal 30 ayat (3) dipidans dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) lahun danfatau denda 
paling banyakRpSOO.OOO.OOO,OO (delapan ratusju!a ruplah)". 
1* Tujuan pelalru yang dimalrnudkan oleh Pasal 30 ayat {3) UU lTE adali!:h ''mclanggar, 
menerobos, mclampaui a! au menjebol sistem peogamanan. 
106 K.etentuan Pasal 31 UU IT£ teruang i!!egal interception telah seja!sn dengsn Convention on 
Cybercrimc khususnya Article 3 - Illegal interrepti<rn : Ench Party $boll adopt such legislative 
and ather measures as m~ be necessary to establish as criminal <>/fences under #$ d<JmestiJ:: law, 
when committed intetufonaily, the lnJen:eption wifhout right, made by technical means, qf non· 
public transmissions of compuJer data to, from or within a computer systf!m. including 
~lectromagnerlc ~missions from a computer system carrying such computer data. A P(lrty m<zy 

require <hat the offince be ~ommftted with dislwnest intent, or in relaJion to a computer system 
!hal is connected to t:mofher comjllJter !i)'!item. 
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Pertama, tlndakan melakukan intersepsi atau penyadapan atas infunnasi 

elektronik danlatau dokumen elektronik, diatur dalam Pasal 31 ayat (I) UU ITE 

yang berbunyi : ~,. _ 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau rnelawan huk:um 
rne!akukan intersepsi atau penyadapan atas Infonnasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dalam suatu kornputer dan!atau sistem elektronik 
tertentu milik oxang lain. 

Melanggar larangan tersebut diaru:am sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 UU 

Kedua, melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi 

danlatau dokumen elektronik, diatur dalam Pasal 3 J ayat (2) UU lTE yang 

berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau rnelawan hukum 
melal"Ukan inrersepsi atau penyadapan atas transmisllnfonnasi Elektronik 
danlatau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ket dan di 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 
Jain, balk yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebahkan adanya perubahanJ penghilangan, dan/atau penghentian 
Infurmasi Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan. 

Pelanggaxan terhadap Pasai 31 ayat (2) juga diancam dengan ancaman 

pidana Pasal 47 UU ITE. Actus reus dari tindak pidana terSebut adalah 

"intersepsi atas transmisi". Pedu ditekankan bahwa perbuatan melaktikan 

intersepsi tesebut hanya dalam hal seda.ng beriangsungnya transmisi atas 

informasi elektronik dan!atau dokumen elektronik. Mens rea dari tindak 

pidananya adalab "dengan sengaja~ .Informasi eJektronik danlatau dokumen 

u:n Pasal 47 UU I1E : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimBksud dalam Pasa.l 
31 ayat {I) <J.Ulu ayat {2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/alau 
denda paling ban yak RpS:OO.OOO.OOO,OO (delapan ratus jute rupiah}". 
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elektronik yang disadap atau dintesepsi hams "mi!ik orang 108 !aint'. Apabila 

intersepsi dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen e[ektronik 

milik sendiri maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidan~.\~enurut pasal 

ini. 

2.3.10. Mengosik Informasi danla!au Dokumen Elektronik 

Pasal yang mengatur mengenai ganggaon yang dilakukan terhadap data"" 

yang tersedia dalam sistem Te!mologi lnformasi terdapat dalam Pasal 32 ayat (I) 

yMg berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau mclawan hukum dengan 
cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, 
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu 
Informasi Elektronik daniatau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau 
milik publik. 

Pelanggar.m terhadap !arangan yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) 

diancam pidana berdasatkan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.116 Actus reus dari tindak 

pidana tersebut adalah "mengubah. menambah, mengurangi, meJak:ukan 

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan". Mens rea dati tindak pidana 

tersebut adalah "dengan sengaja". Objek dari actus reus tindak pidananya adalah 

109 Pengeriian Orang dalam UU ITE hams sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UU ITE yang 
menyatakan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negarn Indonesia, warga negara 
asillg, maupun badan hukwn. 
lre Ketenruan Pasal 32 UU ITE mengcnai data interference lelah mengadopsi pengatruran 
Convention on Cybererinte khususnya Article 4-Data interference 1. Each Party shall adopt such 
legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its 
domestic law, when committed intentionally, the damaging, deletion. deterioration, alteration Qt' 

suppression of computer data without right 2. A Pasty may reserve the right to requite that the 
conduct described In paragraph 1 result in serious harm. 
110 Pasal48 ayat {1) UU lTE : "Setiap Orang yang memenuhi UllSUi sebagWmana dlmaksud dalam 
Pasa! 32 ayat (t) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8: (delapan) Uthun dan/,etau denda 
paling banyak Rp2.000.00D.000,00 (dua miliar rupiah)" 
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"jnformasi eJektronik danlatau dokumen e)ektronik milik orang lain atau milik 

2.3.11. Memiodahkan a tau mentraosfer informasi elektrouik danlatau 

dokumen elektronik 

Larangan memindahkan atau mentransfer iuformasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik kepada sisrem elektronik orang lain yang tidak berhak, diatur 

dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi : 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan bukum dengan 
eara apa pun memindahkan atau mentransfer lnforrnasi Elektronik 
dan!atau Dokumen Elektrnnik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang 
tidak berhak. 

Pelanggaran terhadap larangan Pasal 32 ayat (2) UU ITE diancam dengan 

pidana berdasarkun Pasal48 ayat (2) UU ITE. 112 

2.3.12. Tindak Pidana Komputer terhadap Sistem Elektronik 

Pa.sal ini mengatur mengenai gangguan yang dilakukan terhadap slstem 

elektronik113 terdapat pada Pasal33 UU ITE yang berbunyi: 

111 Ketentuan Umum UU ITE tidak memuat defln.lsi "publik". Menurut pengertian umum, yang 
di.maksudkan drmgan "publik" adalah masyrakatluas atau sWpapun atau siapa saja. 
1

L
2Pasal 48 ayat (2) UU ITE ; Setiap Orang yang memenulli unsur sebagaimana dlmaksud dalam 

Pa.sa! 32 ayat (2) dipidana dengen pidamt pertiara paling lama 9 (sembilen) tahun denlatau denda 
paling banyo.k Rp3.000.000.000,00 (tiga mili~~r rupiah). 
l) Kelentuan system interference yang diatur Pasal 33 UU ITE telah sejalan dengan Convention 

on Cybercrime ldmsusnya Article 5 - System interference : F..ach Par/y shall adopt !iUCh 
legis/alive <md clh£r measures as mqy he necessary to esfablish as criminal ojjimces wukr its 
domestic law, when committed intrmticmclly, the ~erious hindering without righl ofthefonclianing 
cf a cffmputer system by mpvuing, transmitting, damaging, di!leling, deterioroiing, altering or 
suppressing computer data. 
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Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem 
Elektronik danlatau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagairnana mestinya. 

Pelanggaran terlladap ketentuan Pasal 33 UU ITE diancam dengan 

pidana berdasarkan Pasal 49 UU lTE.114 Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 

33 UU ITE dalam peristilahan kejahatan komputer dikenal sebagai Denial of 

Service Attack atau DOS Attack dan Distributed Denial of Service Attack atau 

DDOS Attack. 

2.3.13. Tiodak Pidana Penyalabgnnaan perangkat keras dan perangkat 

lunak Komputer 

Ketentuan yang menga.tur mengenai penyalabgunaan alat !IS dalam 

pemanfaatan Teknologi Informasi terdapat dalam Pasal 34 ayat (I) yang 

berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa bak: atau melawan hukum 
memproduks~ menjual, rnengadakan untuk digunakan, mengimpor, 
mendistribusikan. menyediakan, atau me.miliki: 
a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau 

secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 sampai dengan Pasal33. 

11 ~ Pasal49 UU ITE; &::tiap Orang yang memenl)hi unsu.r sebagaima:na dimaksud dalam Pasal33, 
dipidan<L dengan pida.na penjara pilling lama JO (sepuluh) tahun dan/atau dcnda paling banyak 
RflO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). 
11 Ketentuan mengenai penyalahgunean ulul atau M:tSues of dmir:es yang diatur dalarn Pasal 34 
ayut (1) UU ITE Ieiah sejalan dengan Convention on Cybercrime khususnya Article 6- Misuse qf 
devices · J. Each Party shafl adept $W::h legislative and orh~:r measures OJ mt.zy be necessary to 
eslablish as criminal offences untisr its domes!fc law, when committed intentionally and wither# 
right: a. th;>; produclion, sale, pr!lCUreme!ll ftJr use. import, dUlribution or otherwi5e making 
avt1ilab/e of; i, a device. including a compcter program, <iesigned or adapted primlJf'ily for the 
pW'pOse of commUJing any of the offi.mces established in. ar:cf.H'dance with Article 1- S,· if. a 
campJJter password. access code, or similar data by which the wJwfe or uey part qf a computer 
sy,~tem is capable ofb;!ing accessed with i~nf thai il be vsed for the purpose qf committing eny 
ofl.he offences established in Articles 2- 5 
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b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu 
yang ditujukan agar Sistem Elek!ronik menjadi dnpat diakses dengan 
tujuan memfusilitasi perbuatan sebagaimana dimnksud dnlam Pasal 27 
sampai doogan Pasal33. 

Pelanggaran tcrhadap ketentuan Pasal 34 ayat (I} UU lTE diancam 

dengan pidana berdasarkan Pasal50 UU ITE.1" 

2.3.14. Tindak pidan:a pemalsuan informasi elektronik danlatau dokumen 

elektronik 

Ketentuan yang tnengenai pemalsuan terhadap Informasi EJektronik 

danlalau Dok'llmen Elektronik diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang berbunyi: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, pcnghilangan, 
pengrusakan lnformasi Elektronik danlatau Dokumen Elek!ronik dengan 
tujuan agar Infonnasi Elek:tronik danfatau Dokumen Elektronik tetsebut 
dianggap seolah-olah data yang otentik. 

Pelanggaran terhadap Pasal 35 UU ITE diancam dengan pidana berdasarkan 

Pasal 51 ayat (l} UU ffE yang berbunyi : 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
danlatau denda paling banyak Rpl2.000.000.000,00 (dua belas miliar 
rupiah). 

2.4. Pongaturan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No ll Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik 

m• Pasal 50 UU ITE : Setiap On1ng yang memenuhi unsur sebagaimMa dimaksud dalam Pasal 34 
ayat {1) dipidana dengan pidana pcnjara :Jaling lama JO (sepuluh) tahun danlatau denda paling 
banyak RpJO,OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miiiar mpiah}. 
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2.4.1. Pencemaran Nama Baik Menurut Peratunm Perundang-undangan di 
'c. 

Indonesia 

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang 

apa yang disebut pencemaran nama baik.. Menurut frase (bahasa Inggris), 

pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel yang dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), 

fitnah (tertulis). Slander adalah oral defamation (fitnah secara .tisan) sedangkan 

Libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia 

belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel. 

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang 

penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. 

Penghinaan atau defamation secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan 

yang merugikan nama baik dan kehonnatan seseorang. Perkembangan awal 

pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan "twelve tables" di era 

Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunak:an sebagai alat 

pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat 

kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus 

defamation (lebih sering disebut libelli famosr) terns meningkat secara signifikan. 

Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hokum di negara 

lain, termasuk lnggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah 

satu negara penting pada sistem hokum Eropa Kontinental (Civil Law). 
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Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan 

merupalam duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada 

dasamya sama dengan KUHP ljelanda (W. v.S). KUHP Belanda yang . 
diberlaknkan sejak I September 1886 itu pun merupakan kirnb undang-undang 

yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak 

dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat 

sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang pengbinaan yang diatur dalam 

KUHP Indonesia dengan perkembangau historis awal tentang libelli jamosi di 

masa Romawi Kuno. Dalam KUHP pencemarnn nama baik diistilahk:an sebagai 

penghinaanlpenistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I 

KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasa1 315, Pasal 317 dan Pasal 318 

KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara 

umum diatur dalam Pasal310, Pasal311 ayat (!), Pasal315, Pasal317 ayat (1) 

danPasal318 ayat (I) KUHP yang rnenyebutkan: 

Pasal 310 KUHP herbunyi : 

( 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik: seseorang 
dengan jalan mcnuduh dla melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 
yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menist;a, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak
banyakaya Rp 4.500,-. 
(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan ail!u gamber yang disiarkan, 
dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, rnaka yang berbuat itu 
dihukum karena menista dengan tuiisan dengan hukuman penja.ra selama
lamanya satu tahun empat bulan atau denda sehenyakbanyaknya Rp 4.500,-. 
(3) Tidak termasuk rnenista atau menista dengan tulisan, jika temyata 
bahwa sipernbuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantatan 
terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendirL 
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Pa..al311 ayat (I) KUHP berbunyi: 

Barangs:iapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tullsan, 
dalam hal ia dii7jnkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu 
dilakakannya sedang dikatl!huinya tidak benar, dihukam karena salah 
memfi1moh dengan hakuman penjara selarna-lama.nya empat tahun. 

Pasal3 J 5 KUHP berbunyi : 

Tiap~tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau 
menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang balk ditempat 
umum dengan lisan, atau dengan tulisan~ rnaupun dibadapan orang itu 
sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang 
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena pengbinaan 
ringan, dengan hukuman penja.ra selama-lamanya empat bulan dua minggu 
atau denda sebanyak-banyakuya Rp 4.500,-. 

Pasal3l7 ayat (J) 

Barangsiapa dengan sengaja memasukk:a.t atau menyuruh menuliska.n swat 
pengaduan atas pemberi:tahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang 
seseorang sebingga kehorrnatan atau nama haik orang itu jadi tersinggung, 
maka dihuk:um karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun. 

Pasal318 ayat (1) 

Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuata.n,. 
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu 
perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, 
dengan hukuman penjara selamaMlamanya empat t.ahun. 

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan nmengh.ina1
', yaitu 

"menyerang kebormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya 

merasa umaru~~. "Kehonnatrm" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan 
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ten tang '(nama baik", bukan "kehormatanH dalam iapangan seksuU.117 Menurut R, 

Soesilo, penghimum dalam KUHP ada 6 macam yaitu ; 

1. menista secara Hsan (smaad); 
2. menista dengan suratltertulis (smaadschrifi); 
3. memfitnah (laster); 
4. penghinaan ringan (eenvoudige belediging); 
5. mengadu secam memfitnah (lasterlijke aanklacht); 
6. tuduhan secara memfitnah (Jasterlijlr.e verdachtmaking)1

" 

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari 

orang yang menderitaldinistaldihina (delik aduan). keouali hila penghinaan itu 

dilakukan terhadap soorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan 

pekerjaannya secara sah. Objek dari penghioaan tersebut harus "manusia 

perseorangan", maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu 

perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Hila objeknya bukan 

perseorangan, maka dikenakan pasal-pasat khusus seperti : Pasal 134 dan Pasal 

137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang Ielah 

dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. serta Pasal 207 dan Pasal208 

KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia). 

Berdasarkan Pasal 310 ayat (!) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana 

harus dilakukan dengan cara nmenudub seseorang teJah mela:kuk:an perbuatan 

yang tertentu", dengan maksud tuduban itu akan tersiar (diketahui orang banyak). 

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum 

seperti rnencuri, menggelapkanJ berzinah. dan sebagainya. Perhuatan tersebut 

111 R. Soesilo, Kitah Undeng~Undang Hukum Pi dana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 
Lengka.p Pa.sal Druni Pasal, Politeia -- Bogor, 1996, haL 225 
liS Ibid, hal. 226. 
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cuk-up perbuatan biasa1 yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan1 

misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hat ini bukan 

perbuatan yang boleh dihukum~ akan~etapi cukup memalukan bagi yang 

berkepentingan hila dlumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, 

apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka pengbinaan itu 

dinamakan "menista!menghina dengan surat (secara tertulis)", dan dapat 

dikenakanPasal310 ayat(2)KUHP. 

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (I) dan (2) diatas dapat dikecualikan 

(tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk 

membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Patut atau 

tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh 

tersangka terletak pada pertfmbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnab 

menurut Pasa13ll KUHP, tidak perlu di1akukan dimuka umum. sudah cukup bHa 

dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk: menyiarkan tuduhan tersebut. Jika 

pengbinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi litnah yang ditujukan kapada 

Pembesarlpejabat yang berwajib, maka dapet dikenakan pidana Pasal 317 

KUHP.' 19 

Menurut Prof. Mulad~ Guru Besar Huk:um Pidana Universitas 

Diponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang 

tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang 

kehorrnatannya. direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadj tercela di 

depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan 

11
" Mudzakkir, Konslitusioontllitas Pasaf 27 ayat (3} UU JTE, Makalah pada Soslalisasi UU ITE 

diBanwn, 16Juni2009 
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pencemaran nama haik a.pabila menyampaikan suatu informasi ke publik. 

Pertama. penyampaian infonnasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, 

untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkon kebenaran. Sehingga orang 
'>,, 

yang menyampaikan informasi, secara Ilsan ataupun tertulis diberi kesernpatan 

untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. KaJau tidak bisa membuktikan 

kebenarannya. itu namanya penistaan ata:u fitnah. 126 

Seperti yang Ielah diuraikun sebelumnya, Pasal·pasal dalam Bab XVI Buku I 

KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan a.tau pencemaran nama baik: terhadap 

seseorang (perseoranganlindividu). sedangkan penghinaan atau pencemaran nama 

baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpuJan, atau segolongan 

penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu : 

L Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 
137 KUHP), pasal-pasal ini Ielah dibatalkan atau dinyatakan tidak barlaku 
lagi oleh Mahkamah Konstitusi; 

2. Penghbaaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 
KUHP); 

3, Penghinaan terhadap segolongan pendudukf kelompok/ organisasi (Pasal 
156 dan Pasall57 KUHP); 

4. Penghinaan terhadap pegawai agarna (Pasal 177 KUHP); 
5. Penghinaan terhadap kckuasaan yang ada di Ind<:mesia {Pasal 207 dan 

Pasal 208 KUHP). 

Selain sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), berkaitan dengan ''pencemaran nama baik•' juga diatur dalam 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalarn UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 

36 ayat (5) menyebutkan bahwa : "lsi siaran dilarang : a.) bersifat fitnah, 

120 Prof. Muladi, "Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengiflfai", www.huiqJmon/il'/e,com 
tanggal 30 Mei 2005. 
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menghasu~ menyesatkan danlatau bohong; b) meno~Yolkan unsur kekerasan, 

cabul~ peljudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c). 

memperter.tangk:an suku, agama, rns, dan antargolongan." 

2.4.2. Perbandingan di Negara-Negara Maju 

Sebagai informasi dan perbandingan saja. di negara-negara demokratis, 

pasal~pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai 

ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebeb itu, tindakan yang dianggap 

merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawabarmya 

meialui hokum perdata, bukan pidana. 

Di Amerika Seriks~ misalnya, tidak dikenal pertanggungjawaban pidana 

untuk tindak:an pencemaran nama bail< atau penghinaan. Hal itu diangga.p 

bertentangan dengan First Amandement dalam konstitusi AS yang menjamin 

kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pandangan tersebut dikemuksksn 

oleh Frederick Schauer} Frank Stanton Profrssor of the First Amendment~ John 

F. Kennedy Schooi of Government, Harvard University dalam acara Law 

Colloquium di Jakarta. 

Hal itu semakin tegas setelah muncul putusan Mahkamah Agung AS 

dalam kasus New York Times v. Sullivan pada 1964. Dalam putusan tersehut. 

Mahkamah Agung AS menyebutkan bahwa pejabat pernerintah (dan rumtinya 

semua publik figure)) hanya dapat meminta pertanggungjawaban media atau 

mereka yang melontarkan pemyataan, jika mereka dapat membuktikan secara 

meyakinkan dan jelas bahwa yang dikatakan terhadap mereka secara faktual 

salah. Ditambah, pada saat hal itu dikatakan atau dipublikasikan, yang 
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menyatak:an atau mempublikasikan telah mengetahui bahwa hal itu kemungkinan 

salah. 

Sejak adanya putusan Mahkamah Agung tersebu4 babkan gugatan perdata 

pun sangat jarang di:jjukan. Karena bagi mereka yang menggugat barus dapat 

membuktikan apa yang disampaikan itu salah dan ada kesengajaan untuk 

menyatak:an atau mempublikasikan hal itu walau telah diketahlli bah~a itu salah. 

Di Belanda, negara kelahiran KUHP dan KUH Perdata Indonesia,. 

ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam pemngkat 

perundangundangannya telab berubab dari apa yang ada di Indonesia. Hal ini 

dikemu.kakan oleh Jan De Meij. Professor dart University of Amsterdam yang 

juga menyampaikan maka!ah dalam Law Colloquium, Menurut Meij, ketentuan 

pencemaran nama baik dalam KUHP Belanda telah berubah sejak 1978. Saat ini, 

di Belanda~ tuntutan pidana terhadap juma1is soal pencemaran nama baik 

merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Biasanya, tuntutan pidana diiakukan 

terbadap orang atau kelompok yang menyebarkan ke:bencian atau diskriminasi~ 

bukan terhadap jurnalis. 

Kalaupun ada tuntutan pidana, biasanya hukuman yang diberikan adaiah 

denda, bukan pidana panjara. Sampai tahun 1992 peraturan tentang pangbinaan 

dan hal lain yang membatasi kebebasan berpendapat dalarn KUHPerdata Belanda 

masih sama dengan KUHPerdata Indonesia. Baru pada 1992, pasal tentang 

pertanggungjawaban perdata dan fitnah diubah, llllrl!un pasal tentang perbuatan 
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melawan hukum 121 hanya sedikit berubah. Pasal 1365 itulah yang kini rnenjadi 

dasar gugatan terhadap media. 

Pakar perbandingan hukum internasional, Toby Daniel Mendell dalam 
' 

keterangan ahli pada sidang uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) terkait pasal pencemaran nama baik yang diajukan dua pekerja 

pers, di Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2008, berpendapat bahwa sanksi 

pidana untuk kasus pencemaran nama baik sudah tidak: relevan lagi di dunia 

modem. Banyak negara sudah eninggalkan ketentuan itu dan menggantinya 

dengan sanksi perdata. 

Sanksi pidana dinilai tidak proporsional dan berlebihan untuk 

menghukum suatu tindak pencemaran nama baik. enurut Mendell, kebebasan · 

berpendapat adalah dasar sebuah negara demokrasi. Sebagai hak dasar, 

kebebasan ini memang dapat dibatasi asalkan dilakukan secara sah. Pembatasan 

harus dilakukan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, atau untuk 

melindungi tujuan yang sah. Namun, pembatasan harus dilaksanakan secara hati-

hati dan tidak. boleh memiliki killing effect (efek membunuh) sehingga membuat 

orang tak berani mengemukakan pendapat. Mengenai sanksi pidana untuk kasus 

pencemaran nama baik, Mendell menjelaskan, hal itu tak lagi digunakan banyak 

negara. Aturan itu tak lagi relevan. Aturan itu relevan saat muncul pada abad ke-

13 atau ke-14 untuk melindungi kepentingan umum. Pada masa itu, suatu 

pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang dapat berdampak. pada 

121 Lihat Pasal1365 KUHPerdata 
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teJjadinya duel yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun, sa.at ini 

hal itu tidak ada lagi.122 

Pengalaman dl_ .berbagai negara~ tennasuk negara miskin seperti Ghana. 

Ukraina dan Srilanka, telah menunjukkan hal itu. Di negara-negara itu, 

pengbapusan ketentuan pidana tentang pencemaran nama balk tidak 

mengaldhatkan semakin banyaknya pencemaran nama baik, secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Di berbagai negara lain, pasal pencemaran nama baik tidak 

menarik bagi penuntut umum. Pasalnya, ketentuan itu menuntut adanya 

pembuktian bahwa hal yang dituduhkan salah, dan bukti bahwa bal itu dilakukan 

dengan sengaja dengan tujuan men_yakiti seseorang. Sehingga, sangat sulit bagi 

penuntut untuk membuktikan itu. 

2.4.3. Pengatoran Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undaog No I1 

Ta.huo 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 

Dari 54 pasal UU ITE, pasal yang paling banyak disorot pasca

diundangkannya UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3). Oleb sebagian kalangan 

seperti AHansi Jurnalis I.ndependen (AJI) dan Dewan Pers123 menilai UU ITE, 

khsesusnya Pasal 27 ayat (3), adalah aturan yang sengaja dibuat untuk 

mengancam kebebasan pers di Indonesia. 

Pasa! 27 UU ITE selengkapnya berounyi sebagai berikut: 

Jz.l Toby Daniel Mendell, Pakar Perbandlngan Hukum Internasiomll, keterangan saksi ahli dalam 
sidang uji m:rteri terhadap Kitab Undang-undang Hokum Pidana (KUHP) tcrkait pasal 
P:encernaran nama baik, video ;;;onference di Mahknmnh Konstitusi tanggal23 Juli 2008. 
).) WakH Ketua Dewan Pers Leo Batubara dalam berbagai kesempalan, kepada media. selalu 

mengatakan bahwa UU ITE mengancam kebebasan per:;, Kompas, 12 Juni 2009 

Universitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



64 

(l) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusiknn 
dan/atau mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya 
lnfonnasi Elektronik daniatau Dokumen Elelctronik yang momiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan. 

(2) Setiap Orang den;;>~ sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisilcim dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Infonnasi EJek:tronik danfatau Dok:umen Elektronik yang memiliki 
nluatan peljudian. 

{3) Setiap Orang d<mgan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya 
Infonnasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
(4) Setiap Orang dengan sen;;>ja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisi.kan danlatau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan pemerasan danlatau pengancaman. 

Terla!it dengan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) yakui perbuatTUl 

penyebarluasan dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan!atau membuat d~pat diaksesnya Informasi Elektronik 

danlatau Dokumen Elektronfk dapat dijelaskan sebagai bedkut. Mendistribusikan 

yaitu menyebarluaskan melalui sarana!media elektronik ditujukan kepada orang~ 

orang tertentu yang dikehendaki. Sedangkan, mentransmisikan yaitu 

memasukkan informasi 1re dalam jaringan media elek:tronik (on line) yang bisa 

diakses publik oleb siapa saja yang lidak dibatasi oleh tempat dan waktu Q<apan 

saja dan di mana saja). Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem 

Elektronik yang berdiri sendiri atau dalamjaringan124
• 

lnformasi Elektronik adaJah satu atau sekumpulan data elek:tronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada. tulisan, suara, gambar, peta, rancangan> foto, 

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 

124 Lihat l>asal I angka 15 Undang-Undang No ll Tahun 2008 t<:ntang Informasi dan Transaksi 
Elcktronik 
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teleks, telecopy atau sejenisnya, hurn( tanda1 ang}ca; kode akses, simboll atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti lllJ!U dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.125 

Dokumen E!ektronik adalah setiap lnformasi E!ektronik yang dibua~ 

diteruskan, dikirimkan, diterima~ atau disimpan dalarn bentuk analo~ digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat di!iha~ ditampilkan, 

dan!atau didengar me1alui Komputer atau Sistem Elektronik, tennasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, pet.a. rancangan, foto atau sejenlsnya, 

huru.f, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti a tau dapat dipabami oleh orang yang mampu memahaminya.126 

Sedangkan pengertian memiliki muatan penghlnaan dan.latau pencemaran 

nama baik, maksudnya adalah memuat materi penghinaan dan/atau penceuiaran 

nama baik sebagailllana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur 

tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Menurut Dr Mudzakkir~ S.H.,M.H. 127 
, terdapat beberapa alasan 

pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 27 ayat (3). Pemberlakuan secaro. khu~ms 

tersebut umumnya: dilakukan apabiia terkait dengan bidang yang khusus atau 

bidang tertentu yang memiliki karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja 

dengan keadaan umum. Dalam hubilllgannya dengan pemberlakuan tindak pidana 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 aya.t 

J:zs Pasal 1 angka 1 Undang·Undang No 11 Tahun 2008 tcnlang Inf<mnasi dan Transaksi 
Elek!ronik 
126 Pasa! l angka 4 UU No ll tahun 2008 tmtang itlformasi dan Transaksi Elektronlk 
127 Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indt>ncsla, menjadi saksi ahli Pemerintah da!am 
permohonan peogujian kGnstitusionalitas Pasal 2.7 ayat (3} Undang-Undaog No l J Tahun 2001i 
tentang Informas! clan Transaksi Elektronik di Mahkamah Konstitusi 
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(3) Undang-undang Nomor II Tahun 2008, karena bidang informasi dan 

transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karekatedstik mengenai 

beberapa.hal, yaitu: 

a. Mudah untuk dimuat dalam media yang rnenggunakan sara.na elektronik 
atau siber (hanya menekan beberapa tombol, sudah dapat diakses o1eh 
publik yang berbeda dengan menggunakan sarana yang konvensionaL'non 
siber). 

b. Penyebarannya sa.ngat cepat dan meiua.<; dalam dunia maya yang dapat 
diakses oleh siapapun pengakses dan dirnanapun ia berad~ di dalam 
wilayah Indonesia dan di negara lain di luar wilayah Indonesia yang 
umomnya tidak harus membeli atau berlangganan. 

c. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan danlatau pencemaran 
nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa 
karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas:. Hal ln[ jelas 
berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plak.at, tulisan dikertas, 
dalam sural yang dikirimkan, atau di media koran (yang dapat dibaca oleh 
kalangan yang terbatas dan harus membalilberlangganan). 

d. Memiliki day a rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang 
yang dijadikan target penghinaan danlatau pencemaran nama balk melalui 
media elektronik (siber). 

e, Media elek.tronik {siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang 
paling efektif bagi orang yang bemiat melakukan tindak pidana 
penghinaan danlatau pencemaran nama baik terbadap seseorang, karona 
di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah 
untuk menghapuskan jejak atau barang bukti, tetapi jika di-download atau 
di-copy serta dimuat dan diseba:rkan oleh pihak. lain menjadi tidak 
bisalsulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat 
penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di daiam 
file computer pribadinya. Pengatumn Pasal 27 ayat (3) Undang~undang 
Nomor I I Tahun 2008 dapat rnenjadi dasar untuk melakukan tindakan 
preventif dan represif judisial tindak pidana pen:finaan dan/atau 
pencemaran nama baik melaiui sar.ana elektronik/siber, 1 

Seperti diketahui, ancarnan pidana perbuatan pidana penghinaan dalam 

Pasal 27 ayat (3) dimuat dalam Pasal 45 ayat (l) Undang-Undang Nomor II 

Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 Undang-

ua Dr Mudzakkir, "Aspek Huhim Pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITt."'', Mukalah pada SosiaHsasl 
UU ITB, Banten, 16 JurU 2009 
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Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elelctronik, 

selengkapnya berbunyi : 

(l) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (!), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
ban yak Rp 1.000.000.000,00 (satu mi!iar rupiah). 129 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat{l) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah).'"' 

(3) Setiap Orang yang memenubi unsur sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).131 

Ancaman pidana dimuat dalam Pasal 45 adalah pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun danlatau denda paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu 

miliar rupiah). Ancaman pidana sebagai dasar/ukuran atau parameter keadilan 

(maksimum) seca.ra normatif dalam menjatuhkan pidana penjara danlatau denda 

terhadap pelanggar norma hukum pidana yang dimuat dala.m pasal tersebut. 

Ketentuan pidana dalam pasal~pasal hukum pidana sebagai ancaman maksimurn 

pidana, berarti sebagai batas maksimum kewenangan hakim dalarn menjatuhkan 

pldana, karena dalam pasal tersebut tidak: memuat ketentuan minimum khusus, 

maka margin kewenangan untuk menjatuhkan lamanya pidana penjara adalah 

dari I (satu) han sampai dengan maksimum khusus (6 tahun). Kapan dan dalam 

hat apa dijatuhi pidana m~imum, lebih ringan atau ringan kepada pelanggar 

~~ Pasal 45 ayat {I) Undang·Undang Nq 11 Tah:.m 2008 tentang Jnfonnasi dan TrruJsaks.i 
Elektronik 
JJt' Pasal 45 ayat {2) Undang-Undang No 11 Tahun 200S tcntang lnfonnasi dan Trandst 
Elekt.ronik 
131 P<tSal 45 ayat {3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tcntang Informesi dan Trn.nsaksi 
Elektronik 
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hukum pidana, tergantung pada pertimbangan terhadap keadaan yang 

memberatkan dan keadaan yang meringankan. yang masing-masing 

kasus/terdakwa berbeda-heda. 
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PENGUJIAN KONSTISIONALITAS PASAL 27 AYAT (3) 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

3.l.Permohonan Iwan Pilliang 

Terdapat dua pemohon yang mengajukanjudicial review atas pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yakni Narliswandi Piliang atau yang lebih dikenal dengan nama 

!wan P)liang yang mengajukan pennohonan pengujian konstitusionalitas pada 

bulan 25 Novmber 2008 dan pemohon kedua yang terdiri atas enam pemohon 

yakni Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jumalis 

Jndependen (All), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). 

Pennohonan kedua yang disampaikan Edy Cahyono disampaikan pada tanggal 

5 Januari 2009.132 

Pada bagian pertarna ini, penulis akan memaparkan kasus posisi dan 

pennohonan pemohon pertama yakni Nurwandi Piliang atau Iwan Piliang. 

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang, tempat/tanggal lahir Pariaman, 16 Juli 

132 www.mahkrunahkons!itusi.eo.id. diakses pada 11 Mei 2009 
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1964, agama Warn, pekerjaan Jumalis, kewarganegaraan Indonesia, alamat 

Jalan Malabar Nornor 14, RT 007/RW 001, Kelurahan Guntur, Kecarnatan Sefia 

Budi, Jakarta Selatan 12980-"' 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2008. Iwan 

Piliang rnemberikan kuasa kepada Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H; Was is 

Susetio, S.H., M.A; Lendy Arifin, S.H., MBA; Siti Zahara A warn, S.H, MBA; 

dan Nur Hayati, S.H., M.Kn; kesemuanya Advokat dan Pengurus Tim Pembela 

Kepentingan Reformasi Pers, benalamat di Gedung Manggala Wanabakli l.antai 

2, Ruang 212 Wlng B, Senayan. Jalan Getat Subroto, Jakarta 10270, baik 

bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi 

kuasa, 

Kuasa Hokum !wan Pilliang mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 

dapat menjerat siapa saja yang membuat betita 11secara online". yang terkcna 

tidal< hanya para blogger", jugu para insan pers yang independen dan dari media 

koran atau majalah yang memuat berita secara online, tennasuk para 

penulis/peneliti yang rnengekprcsikan media elektronik dan cetak.134 

Lebih lanjut Nugraha Abdulkadir dkk rnenilai Pasal 27 ayat (3) 

Undang- Undang No II Tahun 2008 tentang lnfurmasi dan Transaksi Elektronik 

adalah pasal karet yang secara tidal< langsung akan menjadi "alat" penguasa 

untuk mengontrol~ memasung media elektronik dan cetak. karena tidak 

dijelaskan secara rinci alasan apa pasal tersebut dimunculkan? kita kernbali pada 

m Mahkrunah Konstltusi, Putusan Mahkamah Konst:itusi Nomor SO!PUU-VI/2008, hal. I 
134 Ibid, hal. 7 
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jam an pengekangan tidak hanya in san pers tetapi juga para pemerhati- dan 

penulis yang kerap memberikan opini secara kritis dan konstruktif baik di media 

online atau media cetak, justru akan menjadi bumerang untuk mencicipi pasal 

pemasungan kebebasan berpendapat UU ITE tersebut. 

Kuasa Hukum lwan Piliang juga merujuk pendapat Atmakusumah 

Astraatmadja 135 bahwa perancang UU ITE tidak mengikuti perkembangan 

hukum intemasional. Sedikitnya 50 (lima puluh) negara sudah mengalihkan 

masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukurn pidana menjadi 

hukum perdata. "Beberapa negara bahkan menghapus sama sekali ketentuan 

hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sui it dibuktikan 

atau sangat subjektif'. 

Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena 

berita pers dalam wujud informasi elektronika (di internet), terkait dengan 

kasus-kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran 

pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam 

tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 hari, tennasuk 

wartawan, yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur 

dalam UU ITE. 

Kuasan Hukum Iwan Piliang juga merujuk pendapat Wakil Ketua 

Dewan Pers136 Leo Batubara yang menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 

m Wartawan Senior yang pemah menjadi Ombudsman Majalah Pantau. Pernyataan 
Atrnakusumah AsU-aatrnadja ini disampaikan ketika mengomentari keberadaan Pasal 27 Ayat (3) 
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik, 
www.kompas.com. diakses pada tanggal28 April2009 
ll

6 Keberatan Dewan Pers sebenamya jauh-jo.uh hari sudah disuarakan melalui Sio.ran Pers pada 7 
April 2008 silam. Dewan Pcrs mcmpcrsoalkan rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) 
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ayat (!) UU ITE dapat dibaca bahwa pers yang mendistribusikan karya 

jumalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud 

inforrnasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun dan/atau denda sampai satu miliar rupiah. Persoalannya, 

UU Pers dan KUHP mendefmisi penghinaan dan pencernaran nama baik 

berbeda. Sekadar ilustrasi dikemukakan beberapa contoh pertama, berita 

majalah Tempe bertajuk "Ada Tomy di Tenabang" (313/03)137 menurut Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta merujuk KUHP 

dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 adalah karya kejabatan karena berita 

Tempo itu dinilai memuat kebohongan, penghinaan~ dan pencemaran nama baik. 

Selanjutnya Nugraba Abdulkadir dkk memaparpakan persoalan hukum 

yang menimpa klien mereka, Iwan PiHiang. Kasus bennuJa ketika Iwan Piliang 

menutis di situs Secara singkat, intisari permohonanjudit::ial review Iwan PHiang 

adatah sebagai berikut. Pada tanggal 18 Juni 2008~ Iwan Piliang melalui internet 

telah memuat suatu tuiisan dengan judul ''Hoyak Tabuik Adaro dan Dan 

Soekanto" pada website http;/lpresstalk.infolinfoldetail.php?n<Fl3!, yang pada 

salah satu paragraftulisan berbunyi : 

"PAN meminta uang Rp 2 triliun kepada Adaro, agar di DPR tidak 
dilakukan hak angket menghambat !PO Adaro. Bahkan Alvien Lie, 
Anggota DPR dari PAN, datang ke kantor Adaro menemui Teddy P. 

UU lTE yang dianggap betpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekean berekspresi 
Masyarakel Dewan Pers jug11 berkirim sural ke Presiden Susilo B11mbang Yudhoyono (SBY}. 
Dalam surat llu, Dewan Pers mcminta SBY tidak menandatangani UU lTE tersebut. Sayangnya, 
surat Dewan Pers lidak diindahkan. Prosiden SBY tetap membubuhkan tanda tangan pada 21 
April 2008 lalu, "Kedua pasal iru praktis hanya mengadopsi dati pasal pencemarnn nama baik 
da!am KUHP .'' demildan luding Wakll Kema Dewan Pers Sabam Leo Betubara. Lihat Kompas, 8 
Afcil20G8 
H Majal11h Tempo edlsi 2MW"et 2003 
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Rahmat. Menurut sumber saya itu, Alvin pun meminta ua.ng mulai dar.i Rp 
6 Miliar, terakhlt Rp l Miliar untuk dirinya .... " 138 

Setelah mengetahui adanya tulisan tersebut, Alvin Lie mela.porkan Jwan 

Plliang kepada Poli~: ?ada tangga1 12 Agustus 2008, Iwan PiHang menerima 

panggilan polisi dengan Surat Panggilan Nomor 

Pppgi/2070/Vlli/2008/Direskrimsus untuk dipanggil sebagai saksi. !wan Piliang 

sudah menjelaskan soal ini di depan penyidik, peda tllnggal 28 Agustus 2008, dan 

mereka menyatakan bahwa ini kasus pertama untuk Undang-Undang No ll 

Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. Pada tllnggal 12 

Oktober 200&, poiisi menetapkan Iwan Piliang sebagai tersangka karena dinilai 

tclah melakukan pencernaran nama baik. 

Terkait kasus itu maka sehagai salah satu upaya mencari perlindungan 

hukum Iwan Piliang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 

membatalkan pasal pencemaran nama baik: dalam UU ITE139". 

lwan Piliang menyampaikan bahwa dirinya memiliki memiliki 

kedudukan hukwn (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-wtdang 

karena tcrdapat keterkaitan sebab ak.ibat {causal verband) secara langsung, 

sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Infom1asi dan Transaksi Elektroni~ dengan profesi ditinya selaku jumalis yang 

dalam aktijtasnya menggunakanjuga me<lium internet sebagai media alternatif. 

m fttU>:I/presstalk1nfolinfofdete.itphp?no:=l31, 
U? Permohonan I wan Piliang dicatat da:lam registrasi perkarn Nomor 50/PUU-VI/2008. 
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Kuasa Hukum Iwan PiJiang menyarnpaikan datil~dalil bahwa beberapa aspek 

dalam unsur-unsur Pasal27 ayat (3) dan Pasal45 a}'l!t (1) Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan 

prinsip konstitusional dalam Pasal28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan 

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

DaliJ-daJil yang disampaik.an kuasa hukum lwan Pi liang sepintas sejalan 

dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. maka saat ini. dunia internet 

telah menciptakan suatu komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan 

fitur-titur yang ada di media online, dan hal ini berkembang justru sejalan 

dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar-pilar dernokrasi. Bukan hanya 

kebebasan berekspresi tetapi juga mekanisme kontrol sosia! lebih disemarakkan 

melalui society participatory dengan berbagai tulisan-tulisan yang dikenal 

dengan jumalisme online. Keheradaan jurnalisme online, atau sering disebut 

sebagai jumalisme warga berbasiskan interne~ kemudian menjajar peJbagai 

keuntungan badirnya jurnalisme warga yang her basis media digital, 140 

Menurut pengamat ']urnalisme warga" Ana Nadhya Abrar, jumalisme 

warga memiliki potensi menyediakan informasi publik untuk penguatan 

masya.rakat madani, memfa.silitasi diskusi politik~ dan membangun pangkalan 

1
4'.1 Kelebihan citizen journalism antata lain: (a) oudiem:e conlrol, di mana masyarakal dapat 

leluasa rnemilih berita yang ingin mereka peroleh, (2} nonlinearily, memungkinkan setiap berita 
dapat berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak ltarus membaca secara berurutan untuk 
memahaminya, (c) s/artlg€ and retrieval, berita dapat disimpan dan bisa diakses kembali secara 
mudah oleh masyarakat, (d} unlimited space. berila jauh lebih lengkop ketimbang mediu tainnya 
karena tidak. terbatasnya ruang yang rusedia. (e) immediacy, berita. dapat mampu scgcra 
dl:w.mpaikM secarn Iangsung kepada masye.roke.t, (1) mullimedia copability, beritil tiapat 
disampaikan berupa teks, suarn. gambnr, video dan komponen lainnya,. dan {g) interocrivity, 
lerbukanya penlngkatan partisipasi masyarakat dalam penyajian setiap berita.. Denga.n demikian, 
jumalisme warga memberikan pelu8Jlg lebih !uas keparla masyarakat untuk memperoleh 
informasi, dengan pilihan beragam. pencarian lewat y.y.rw,goggJe.oom_ dengan key wcrd citizen 
journalfsm, diakses pada tanggal25 Mei 2008 
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data untuk kepentingan pendidiken politik publik. Agar patensi tersebut benar-

benar mampu terwujud, maka jumalism.e warga perlu memperhatikan tiga hal 

penting: (a) menyiarkan informasi publ~ di mana menurut Ashadi Siregar 

infonnasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat 

dan respons ma,;yarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara, (b) 

menjadi forum atau wabana tempat pertukaran pikiran pelbagai komponen 

masyaraka~ dan (c) menciptakun proses perubahan sikap dan perilaku individu 

dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik. 

Entah bennaksud menyindir atau bukan, kuasa hukum Iwan Piliang juga 

menyampaikan pendapat Edmon Makarim 141 yang menulis buku berjudul 

Pengantar Hukum Telematika 142
, Edmon Makarim menulis bahwa teori 

demokrasi modem, kebebasan pers 143 dianggap sebagai indikator demokrasi. 

Dalam jargon yang sering kita dengar ntak ada demokrasi tanpa kebebasan 

pers". Tak ada yang menyangk.al pendapat semacam ini. Pengalaman demokras.i 

di ne:gara~negara dernokratis telah menunjukan bahwa demokrasi hanya 

mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang didukung oleh aliran infonnasi 

bebas. Sehingga, inti dari pada demokratisasi adalah kepercayaan membawa 

kepada keadaan yang lebih baik dan jauh memuasken. Jika rakyat tidak 

mendapatkan informasi yang benar mengenai persoaian-persoalan mereka, maka 

141 Edmcn Mllkarim adalah dosen Universitas Indonesia yang saat ini juga menjabat Pit Staf Ahli 
Menteri Knrnunikasi dan lnformatika Bidang Hukwn. Be!ia1.1 aktif di Depll.t'temen Komwrikasi 
dan Informatika pasca diangkatnya Prof Dr Ahmad M R.a.mli, SH, MH rnenjadi Kepala Badan 
Pembinaan Hokum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada medio November 
2007. 
142 Edmon Makarim, dk.k, Pengantar Hublm Telemat£M, Suutu KompUasl Kajfan, Jakaria.: PT 
Raja Grafmdo Pers, 2005 
143 Indonesia scjntinya tidak menganut paham kebebasan pers, tapi kemerdekaan pets Dalam 
Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, isdlah yang paling banyak digunakan adalah 
kemerdekaan pers bukan kebebebasan pers. 
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mayoritas dari mereka tidak saja tidak dapat mengambH keputusan, bahkan ada 

membuat keputusan yang salab. 

Lagi-lagi, kuasa hukum lwan Piliang mengutip pendapat pakar 

hukum. Kali ini mereka merujuk pendapat M. Arsyad Sanusi 144 Yang dirnuat 

dalam buku berjudul Konvergensi Hukum dan Tekuologi lnformasi (sebuah 

Torehan Empiris-Yuridis) 145 
• Beliau menyatakan pembentukan peraturnn 

perundang~undangan adatah sudah tepat. Panduan mengenai asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang beik tersebut guna mencapai 

tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas. dapat 

dilaksanakan, terbuka serta berdayaguna dan berhasilguna146
• 

Setelah menguraikan fakta·fakta hukum dan dalil-dalil hukum, kuasa 

hukum Iwan Piliang menyampaikan petita mereka yakni : 

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya; 
2. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) 

sepanjang bunyi..."ayat (3) ... 11 Undang-undang Nomor ll Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan 
dengan UUD 1945 

3. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) 
sepanjang bunyi,'1 

... ayat (3) .. .'' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elelctronik dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 

144 M. Arsyad Sanusi adalah pa.k:Ar hukum Jlll1i saat ini menjadi Hakim Konstitusl Republik 
Indonesia, Beliau sangat ~m terhadap perlrembangan 1eknologi informasf dalam kaitannya 
dengan Hukum. Bulrunya beljudul Huk:urn dan Teknoi<Jgi Informasi terus dicetak ulang dan 
mel\iadi rujukan utarna berbagai kmnpus yang mengajarkan hukum telemalika. 
us Judul buku inl terns bm.PM d<Ul :sekarang menje.dl "Hukum dan TekrtoiogJ' Jnformas,~' yang 
dicerbilkan Tim KemasBuku,. Ja..'<arta 
146 Asas-asas pernbentukan peraruran perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan o.!eh 
Undang-Undang Nomor 10 T11hun 2004 tersebut melipuli: I. Asas kejeli:lS<\n tujuan; 2. Asas 
kelembagaan nuw organ pembentuk yang tepat; 3. Asas kcsesuaian anlara jenis dan mat.eri 
muatan; 4. Asas dapat dilaksanakan; 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Asas kejelaSan 
rumusan, dan 7. Asas keterbuk!Wl. 
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4. Atau apabila llll!jelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat 
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.147

• 

3.l.l'e~mohonan Edy Cahyono dkk 

Pada tanggal 5 Januari 2009, Edy Cahyono'", Nenda !nasa Fadhilah1
", 

Amri Haldm1so, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 

(PBHI)"', Aliansi Jumalis Independen (AJI)1
", dan Lembaga Bantuau Hukwn 

Pers (LBH Pers) '" mengajukan judicial rewiew Pasal 27 ayat (3) Undang

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infarmasi dan Transaksi Elektronik. Keenam 

Pemohon ini memberikan kuasa kepada Anggara, SH; Wahyu Wagiman, SH; 

Syahrial Martanto W., SH; Zainal Abidin, SH; Shonifah Albani, S.Hl; Miani 

Viviana, SH; Suprjyadi Widodo Eddyono, SH; Totok Yuli YaiJ.to, SH; Asep 

1u Lihat Pormohcman Pengujlan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tabun 2008 tentang 
Inforrnasi dun Ttansaksi Elektronilc 
ua Edy Cahyono, lahir di Jakarta. l Mei 1978; sgama Islam, pekerjaan ,swJiSia. kewarganegaraan 
Indonesia, alamat Komplek Mabad 25 Ncmor A-2 RT 009/05 Kehuahan Rempoa. Kecm~atan 
~utat, Kabupaten Tangerang Se1atan 15412; 
1 Nenda Innsa Fndhifah, lahir di Gantt, lO Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, 
kew.qanegaraan lndonesia, alamal Bumi Setpong Damai Blok UA/44 Sektor lw2 Ext, RT 02 
RW 06, KelutabanRawa Buntu, Keoomaum Serpong, Kota Tangerang; 
ISU Annie HakUn, lahir di Ja~ 29 Maret 1978, agama Islam, pekeljaan swasta, 
loowarf,W.f!egar.utn Indonesia, alamat Jalan Ciujung l Nomor l9, Perumnas Karawaet, K.ota 
Ten~rang, Banlen 
m Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Me.nus.ia Indonesia (PBHl), suatu perkumpulan 
yang didirikan berdasarkan hukum Negam Republtk Indonesia, berkedudukan di Rukan Mitro 
Matraman Blok A 2 Nomor IS, Jalan Matmman Raya Nomor 148 Jakarta Tlmur, dalam hallni 
diwakili oleh Syarnsuddin Radjnb, SH, MH, lehlr di Janeponto, agama Islam, kewarganegaraan 
Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, oleh kurenanya 
berhllk tJnt\lk berliodak untuk dan atas nama Perhimpunan Bantuan H~J:Irum dan Hak Asasi 
Manusia Jndonesia; 
m AliWlsi Jumalis Independen (AJJ), suato perkumpulan jumalis yang didirikan berdnsarkan 
hukum Negara Republlk indonesia, berkedudukan di Jalan Kemb<mg Raya Nom or 6, Kwitang, 
Senen, Jakarta Pusat, dB.tam hal ini diwaki!i oleh Nezar Patria, MSc, Jahir di Sigli. agama Islam, 
kcwa.rganegara.an Indonesia. dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum AJI, oleh karenanya 
berhak untuk bertindak unluk dan aws nama Ali ansi Jumalis Indepemlen.; 
m Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), suatu perkumpulan yang didirikan berdasarb.n 
hukum Nega ra Republik Indonesia, berkedudukllll di Jalan Prof. Dr. Soepumo, SH, i((lmp!ek 
Bier Nomor lA. Menteng Dalam, Jakart.a, da!am hal ini diwakili oleh Hendrn.yana, SH, lahir di 
Majalengk:a, agama Islam, kewarg.i!.nogaraan Indonesia, dalam kedudukannya sebegei Direktur 
Ekselrutif LBH 1,ers, oieh karenan ya berltak unluk bertiruiak untuk dan atas nama Umbaga 
Banruan Hukum Pees; 
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Komarodin, SH; Emill1anus Affandi, SH; Nirnran Abdurrahrnan, SH, dan Ilham 

Harjuna, SH;154 

Kuasa hukum Edy, Cahyono 155 dkk memuJai pennohonanya dengan 
pengantar singkat : 

Tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan hukum atas teknologi informasi 
akan selalu tertinggal dengan disiplin ilrnu lainnya. Walaupun begitu 
reaksi huknm atas perkembangan teknologi patut di lrnrgai karena dengan 
usaha-usaha hukumlah rnaka dimunculkan upaya~upaya penye!esaian atas 
dampak dan pengaruh teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat 
(terutama yang berbas{s dalam bidang ekonomi dan komersial). Pengaruh
pengaruh apa sllja yang dalam perkembangan teknologi yang 
mendapatkan rcaksi dalam disiplin ilmu huknm adalah menyangkut 
masalah atau persoalan sosial dan budaya; persoalan stabilitas finansial 
dan keamanan dan persoalan manjemen dan eksploitasi informasi. Reaksi 
hukum atas persoalan tersebut pada umumnya menunjukkan kesamaan 
rnaksud dimana dimaklumkan bahwa diperlukan sebuah hukum yang 
khusus untuk menangani teknologi informasi.156 

Reakst hukum atas perkembangan telmologi infonnasi di dunia ini 

sebenamya dapat di bagi alas beherapa klasif!kasi yakni (!) perkemhangan 

hukum dalam ranah fungsi teknologi yar.g menyangkut hukum paten dan hukum 

hak cipta; (2) perkambangan hukum dalam ranah kapasitas informasi; 

menyangkut prinsip~prinsip fundamental yang berhubungan dengan 

penyalahgunaan infonnasi pribadi dan privacy; akses informasi, keamanan dan 

kedaulatan nasional (3) perkembangan hukurn atas ranah pengaruh teknologi 

infonnasi yang menyangkut perluasan hukwn untuk mencakup situasi barn da.ri 

pengaruh teknologi misalnya: kerahasiaan (privacy) dan keamanan infonnasi, 

IS4 AdwJkatiPembela Umum dan Asisten Advokat!Asisten Pembela Umum Tim Advokat untuk 
Kemetdekaan Ben:::kspJWti di Indonesia, bernlamar di Rukan Mitra Matraman BJok AZ Nomor 18, 
Jalnn Ma!raman Ruya Nomor 143, JakarlB Timur 13150, berrlasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 
17 De~ber 2008, baik betsama-sama atau sendiri-seodiri 
155 Edy Cahyono menuli rutin di blog pribadinya yang berlamat di http://caolang.ne\ 
l$4 Lilmt Frans Magnis Suseno, 1994, Eti!w Politik Prinsi'p-primip Moral Dasar Kenegaraan 
Mqdenr, Jakarta: Gromedia, hal. 295 
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penyebaran informasi serta akses informasi, properti, isu-isu etis, perluasan 

lingkup hokum pidana (penipuan, penyalahgunaan infonnasi dan perjudian)157
• 

Edy Cahyono dkk menilai Undang-Undang No II Tahun 2008 teQtang 
' 

Informasi dan Transaksi Elektronik, secara sengaja juga diarahkan untuk secara 

sistematis mencoba memasung kembali hak-hak konstitusional dari para 

Pemohon dengan memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori 

dalam perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses infonnasi 

dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia Iainnya. Hal ini terbukti betapa 

berbedanya maksud dan tujuan dari semula yang di gembar-gemborkan aparat 

pemerintah terkait selama ini dalam berbagai liputan media dibandingkan dengan 

basil rumusan undang-undang ketika selesai disahkan oleh DPR. 

Pada dasamya, Eddy Cahyono dkk tidak. rnenolak lahimya UU ITE 

tersebut dan pada awalnya rnereka justru sangat rnendukung inisiatif pernerintah 

untuk rnengusulkan undang-undang ini, karena undang-undang ini penting untuk 

mengisi kekosongan hukurn mengenai teknologi informasi. Namun jika 

kemudian pasal dalarn rumusan undang-undang tersebut justru sengaja dan secara 

sadar dan dengan sedemikian rupa dirumuskan untuk mempasung kebebasan 

berbicara, pendapat, tulisan., dan ekpresi, secara tegas mereka menolak. Pasal 27 

ayat (3) UU ITE 

Selanjutnya, Edy Cahyono dkk menyarnpaikan alasan-alasan permohonan 

mengajukan pengujian Wldang-undang, yakni bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

157 Indonesia, sebenarnya telah memikirkan problem-problem )'ling timbul dari perkembangan 
teknologi informasi lersebul Sehingga pada Tahun 2008, Indonesia akhimya mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor I I Tahun 2008 lentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang 
biasa disebut sebagai UU ITE. UU IT£ ini mengkonsolidasikan berbagai aspek terkait dengan 
teknologi infonnasi elektronik secara lebih spesifik, lebih khusus dan komprehensi£ 
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telah bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (2)158, Pasal I ayat 

(3)159
, Pasal27 ayat (1)1

"', Pasal28161 , Pasal28C ayat (I) dan ayat (2)162, Pasal 

28D ayat (1)1
", Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)1

", Pasal 28F1
", dan Pasal28G 

ayat (I) UUD 1945 1
". 

FAly Cahyono dkk mendalilkan bahwa dalam UU ITE pada Bab VII 

tentang Perouatan yang Dilarang pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwu, 

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hale mendistribusikan dan!atau 

mentransmisikan danlatau memhuat dapat diaksesnya Informosi Elektronik 

danlatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik.~' 

ua Pasaf 1 ayat (2) UUD 1945 : "'Kedaulatan berada di tangan rakyat da.n dilaksanakan menurut 
Undang·Unde.ng Dasar". 
IW Pasall ayat (3) UUD 1945: "Negarn lndoneslaadalah negara hukum". 
rt.O Pasal 27 ayat (I) UUD 1945: "Segala wflrga negara bersamaan kedudukannya. di dn.lam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjWljWlg huktlm dan pemerintahQll itu dengan t1dak ada 
kecualinya". 
161 Pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan berseri!mt dnn berkumpui, mengeh,1arkan pikinln dcngan 
lisan dan tullsan dannsehagainya ditetapkan den,gan undang~undang". 
llll Pasal 28C UUD 1945: (I) "Setiap orang berhak mengembangkrm diri me!a.lui pemenuban 
kebutuhan dasamya. berhak mendapat pendidikan dan mempemleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. demi meningkatkan kulllitas hldupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia". 
(2) "Setiap orang berbak untuk memajukan dirinyo delam mempe;juangkan haknya sccara 
kolektif untuk membangun roasyarakal., bangsa. dan negamnya ... 
163 Pasal 280 ayat (I) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakurm, jaminan, perlindungan, 
dan kepa'ltian hukum yang adil ser1a perlakuan yang se.ma di hadapan hukum". 
1114 Pasal28E UUD 1945: 
(2) "Setiap orang bethak mas kebebasan meyakini kepercayaan, menyai.Clknn pildran dan sikep, 
sesuai hati nuran!nya", 
('1) "Seliap orang berhak aJas kebebasan betserikat,. berkumpul, dan mengcluarkan pendapat". 
1 Pasal2BF UUD 194:5: "Sefiap orang bethak untuk bwkomunika<~l dan mempero!eh informasi 
1.11rtuk mengemhaogkan pribadi dan lingkungarl sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
dengan menggunakan segala jenis salunm yang tersedia". 
l€4 Pasal28 Q ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang bethak etas periindunpn di;i pribadi, kehmrga,. 
kehormatan, martebat. dan bar1a beoda yang di bav."Bh kckuasaanya, serta bethak atas rasa aman 
dan perlindungan dari ancaman ketakU1an untuk berbuat alau lidak berbuat sesuatu yang 
meropl"kM bak asasi", 
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Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang lnformasi 

dan Transaksi Eleklronik memual kaidah sanksi yang diatur dalam Pasal45 ayat 

(l) yang berbunyi, "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagalmana dimabud 

dalam Pasal 27 ayat (I), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana deng011 pidana 

pe,Yara paling lama 6 (enam) tahun danlatau denda paling bf111J'I1k 

Rp/.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." 

Dalam perumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ada 3 (tiga) unsur yang 

harus dicermati yaitu: I) unsur kesengajaan dan tanpa hak~ 2) unsur 

rnendistribusikan. mentransmisikan) membuat dapat diaksesnya inforrnasi 

danlatau dokumen elektronik; dan 3) unsur memiliki muatan penghinaan danlatau 

pencemaran nama baik. Menurut Edy Cahyono dkk. bebernpa tcnninologi 

penting dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni 

pengertian 4'mendistribusikan"167
, dan pengertian "mentransmisikan". 

Distribution menurut Black's Law Dictionary, Eight Edition, ha.laman 

508 adalah I, The passing ofpersonal property to an intestate decedent's heirs,· 

.specif, the process of dividing an estate after realizing its movable (Usets and 

paying out of them its debts and other claims againls the estate 2. the act of 

process of apportioning or giving out . Sementara "mentr.msmisikan" menuru:t 

Kamus Besar Bahasa Indonesia168
, adalab mengirimkan atau meneruskan pesan 

dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). 

167 Pengertian mendistribosikan mcnurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kcliga terbitan 
Pusat Bahasa Departemen Pendid1kan Nasional, hal. 270 adalah mt:nyalurkan (membagikan, 
menglrimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pao;;ar, toko) 
1" Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedga lerbitan Pusa! Bahasa Departemen Pendidlklm 
Nasinnal, hall209, 
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Pengertian transmit menurut Black's Law Dictionary) Eight Edition. 

halaman 1537 adalah 1. To send or transfer (a thin!!) from one person or place to 

Qrl()/her 2 . . _!_o communicate. Pengertian transmission menurut Black1s Law 

Dictionary, Eight Edition, halaman 1537 adalah Civil law- The passing of an 

inheritance to an heir. Sedangkan pengertian '~Akses" berdasarkan pasal 1 angka 

15 UU ITE adalah 11keg;atan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yatJg 

berdiri sendiri attm dalam jaringan." 

Edy Cahyono dkk mendamkan bahwa pengertian muatan muatan 

penghinaan da.n/atau pencemaran nama baik juga tidak dijelaskan dalarn undang

undang ini. Karena tidak dimasukkannya pengertian m.uatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik juga tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-u_qdang ini 

maka pengertian tersebut akan di carikan padanannya dalam tindak pidana 

penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP yang berlaku.Bila 

pengertian muatan penghinaan danlatau pencemaran nama baik dalam UU ITE 

tersebut merujuk dad KUHP, maka pengertian muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. tersebut justru ak.an diartikan maupun termuat secara luas. 

Masih menurut k:uasa hukum Pemohon, dalam BAB XVI Buku II KUHP 

dengan judui penghinaan saja telab memuat begitu banyak pengertian 

penghinaan. Misalnya Pasai 310 ten tang penistaan, Pasal 311 sampai dengan 

Pasal 314 tentang memtitnall, Pasal 315 tentang penghinaan biasa dan Pasal 316 

tentang penghinaan terhadap Pegawai Negeri, Pasal 317 tentang penghinaan yang 

bersifat memfitnah~ Pasal 318 tentang perbuatan menuduh yang bersifat 
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memfitnah, Pasal 319 tentang tindak pidana aduan, Pasal 320 dan Pasal 321 

tentang penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. 169 

Disamping penghinaan terhadap kepala negara rl~n kepala negara 

sahabat, KUHP juga memuat beragam delik pen ghinaan terhadap lambang-

lambang negara seperti penghinaan terhadap Bendera Kebangsaan Indonesia, 

Pasal 154a, dan juga penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara sahabat, 

Pasal 142a. Bahwa selain itu KUHP juga memuat delik penghinaan terhadap 

agama sebagaimana tercanturn dalam Pasall56a KUHP. 

Lebih lanjut Edy Cahyono dkk menilai bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum 170
• Menurut Frans Magnis 

Suseno, negara hukum 171 didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan 

negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi 

landasan dari segenap tindakan negara, dan hokum itu sendiri harus baik dan adil. 

Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan 

169 Disamping pasal-pasal tersebut KUHP juga memuat pasal-pasal penghinaan lainnya yakni 
Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden 
(yang mana Ielah diputus oleh MK sehingga tidak berlaku mengikat lagi), dan Pasal 142 tentang 
Penghinaan terhadap Raja alau Kepala Negam Sahabat. 
17° Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (I) perlindungan HAM, {2) Pembagian 
kekuasaan, {3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya Peradilan Tala Usaha 
Negara. Ciri penling negarn hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, yaitu (I) Supremacy of 
law, (2) Equality of law, (3) due process of law. The ln!ernational Commission of Jurist, 
menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah {I) Negara harus tunduk pada hukum, {2) 
Pemerintahan menghormati bak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
171 Menurut Jimly Assidiqie dalam "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", terdapat 12 
prinsip pokok negnrn hukum yang berlaku di jaman sekarang ini yang merupakan pilar utama 
yang menyangga berdiri tegaknya suatu negam sehingga dapat disebut sebagai negara hukum 
dalam arti yang sebenarnya Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah: I. Supremasi hukum 
supremasi of law); 2. Persamaan dalam hukum (equality before the law); 3. Asas legalilas (due 
process of law); 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organ eksekutifyang bersifat independen; 6. 
Peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independenljudiciary); 1. Peradilan Tala 
Usaha Negarn (administrative court); 8. Peradilan Tata Negara (constitusional court); 9. 
Perlindungan Hak Asasi Manusia; I 0. Bersifat Demokratis (democralische rechsraat); II. 
Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtss/aal); 12. 
Transparansi dan kontrol sosial. 
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adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan 

utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya 

berdasarkan hukum: (!) kepastian hukwn, (2) tuntutan perlnkuan yang sama (3) . 

legitimasi demolaatis, dan (4) tuntutan nkal budi. 

Di dalam negara hukwn, alul'llll perundangan-undangan yang tercipta 

hams berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Jimly Asshiddiqie112 mengutip 

Wolfgang Friedman dalam bukunya "Law in a Changing Society" yang 

membedakan antara organized public power (the rule of law dahnn arti formil) 

dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti materiel). Negara hukum 

dalarn arti funnil (ldasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempi\, yaitu 

dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin 

keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel (modem) atau the rule of 

just law merupakan perwujudan dari negara hukum dalam luas yang menyangkut 

pengertian kea.dilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar 

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit .. Karenanya the 

rule of law juga dapat dimaknai sebagai "a legal system in which rules are clear, 

well understood. and fairly enforced. " Salah satu dri negara hukum adalah 

adanya trepastian hukum yang mengandung asas legalftas, prediktihilitas, dan 

transparansi. 

Prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara huk:um dalam UUD NRl 

1945 dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, Mtara lain Pasal 20 ayat 

(1). •tJJewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk umkmgw 

112 Jimly Asshtddiqie, 2006, KO!Utitusi dan Konstuusionalisme JndtmeSia, Jakarta Setjen dan 
Kepanileraan MK., haL 152 

UniverSitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



85 

undang". Namun demikiran, kewenangan ini diberikan bukan tanpa batas-batas, 

melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. 

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) menyatakan, "Setiap rancangan undang-undang 

dibahas oleh Dewan Perwaldlan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersamd'. 

Karenanya, kuasa hukum Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 

27 ayat (3) UU ITE tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan 

dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang 

menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentrarumisikan danlatau membuat dopa! diaksesnya Informasi 

ElekJronik danlatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

danlatau pencemaran nama bai!C', menurut kuasa hukum Pemohon adalah 

rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-

wenang. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas dan sumir, 

merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (the rule of law) 

dimana "a legal system in which rules ore clear, wellunderstood, and fairly 

enforced". 173 

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah 

melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau 

the role of law karena bertentangan dengan asas legolitas, prediktibilitas, dan 

transparansi. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) ITE juga dinilai melanggar asas 

I7J Pennohomm Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 tenlang 
Infonnasi dan Transaksi Elektronik yang diajukan oleh Edy Cahyono dan kawan-kawan, diakses 
dari W\VW.mahkamahkonstilUsi.go.id pada tanggal 12 Febaruari 2009 
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legalilas dan prediktibilitas1u meJanggar ketentuan dan nonna~nonna hak asasi 

manusia yang diakui dalam konstitusi. 

Dikatakan pula bahwa prinsip-prinsip pernbentukan hukum yang adil 

menurut Lon Fuller dalarn bukunya The Morality of Law (Moralitas Hukum), 

diantaranya yaitu: 

1. Hukum-hukwn harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti 
oleh ralcyat blasa. Fuller juga menamakan hal inl juga sebagai hasrat 
untuk kejelasan; 

2. Aturan~aturan tidak boleh bertentanganm satu sama lain; 
3. Dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap 

waktu~ sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya 
kepadanya; 

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan 
dengan pelaksanaan senyatanya.176 

Menurut Prof H.AS Natabaya pada unsur "materi muatan" peraturan 

perundangMundangan perlu diadakan dan perlu ditingkatkan hannonisasinya baik 

dengan mengguna.'<an testpen UUD 1945 (eksternal vertikal) maupun 

penyesua:jan dengan materi muatan peraturan perundangundangan tainnya 

174 Ketentoan Pasnl 27 ayat (3) Undang-Undang No ll Tahun 2008 tentang lnformasi dan 
Transaksi E!ektrooik telah mclanggar osas pediktibili!as yang merupakan dri~cirl drui a.danya 
kepastian yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara bukum, yang terkandung da!am 
P!llial2SD ayat {1) UUD 1945. 
m Urulang-Undang Nom or 10 Tahun 2004 lentang Pembentuk:an Peraturan Perundang-undangan. 
asas--a~as pembentukan perat:uran perundan.gu.ndangan yang baik yaitu: a.. Asas keje\asan tujuan, 
ya!tu bahv.ti seclap pembentukan peratumn pcrundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hcndak dicapat b, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peratuom 
perundangundangan dibuat karena rnemang benar-lx:nar dibutuhlmn dan bermanfaat dalam 
mengatur kchidupan masyarakat c. Asas kejelasan rumusan, Asas kejclasan rumusao, yaltu 
seliap peraturon perundang-undangan harus memenuhi persyarotan leknis penyusunan peraru.ntn 
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas 
dan mudah dimengerti sehingga lidak menimbulkan berbagai macam interpretasi de.larn 
pelaksanaanya. d. Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturnn 
perulldang-uudangan mulai dari perencanaa.n, perSlapan, penyusunan, dan pembahasan bersitat 
transparan dan lerbuka. De.ngan demikian seluruh lapisan masyarnkat mempunya.i kesempatan 
yang seluas!uasnya unluk memberikan masukan dalam proses pembualan perat\lntn 
perundangundangan. 
lU Pennohonan Pengujian Pasal 27 ayal (3) Undang-Undang No J I Tahun 20QB tentang 
lnfonnasi dan Transaksi B!ektronlk yang dlajukan oleh Edy Cahyono dan kawan-kawan, diakses 
dari wtvw.mahkamahkonstitusi.ggJd pada tanggal12 Febaruari 2009 
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(eksternal horiscmtal) yang sempuma dilandasi asas-asas materi muatan 

peraturan perundang~undangan. Kalau hubungan ekstemal vertikal tidak 

hannonis peraturan perundang-undangan terseftl:lt nantinya dapat saja diuji di MK 

atau MA atau dapat dibatalkan pemerintah (peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah). Sedangkan kalau tidak harmonis secara ekstemal horizontal, 

peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tumpangtindih dengan peraturan 

perundang-undangan ialnnya yang dapat merugikan rnasyarakat sehingga 

akhirnya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzeerheid) 171
, 

Pada unsur "telrnik" peraturan perundang-undangan, hannonisasi perlu 

diadakan dan ditingkatkan pelaksanaannya sehingga peraturan 

perundangundangan tersehut tersusun secara sistematis tidak tum pang tindih,baik 

internal maupun ekstemal)maupun secara horizontal atau vertikal. Penguasaan 

{k:eterampilan) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bagi pejabat 

pembentuk perundang~Wldangan {khususnya para perancang peraturan 

perundang-Wldangan) merupakan conditio sine qUanon kalau tidak ingin 

dihasUkan peraturan perundang-undangan yang amburadul baik sistematikanya 

maupun penormaannya, yang dapat bennuara kepada kelak tidak efektifhya 

peraturan tersebut di masyarakat dan dapat saja diujinya peraturan tersebut baik 

di Mahkamab Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.178 

Lebih lanju~ kuaso hukum Pemohon menilai Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dalam sebuah 

m HAS, Natabaya. Sls!.em Peraturan Perundang-Undangan fndonesla, Jakarta: :Sekjen MKR1, 
2006,haL 35 
1111 www.Jeg.alitas.org, H:um~nisii.Si pero.turan pcn.mdang-undangan, diakses pada tanggai 28 Mel 
~D09, 

Universitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



88 

negara yang berdasa:rkan kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya suatu 

mekanisme yang secara teratur da.pat dipertanggung jawabkan dalam memilih 

para penyelenggara negara. Indonesia sebagai salah satu negara yMg menganut · .. _ 

paham demok.rasi telah memberikan jaminan konstitusional yaitu melalui Pasal l 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di Iangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar_". 

Selanjutnya, kuasa hukum l'emohon mendalilkan bahwa l'asal 27 ayat (3) 

UU ITE juga melanggar Asas Lex Certa1
11$ da., Kepastian Hukum. Menurut Jan 

RemeHnk syarat lex certa sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat undang-

undang untuk merumuskah suatu ketentuan pidana. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

perurnusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau tedalu rumit hanya akan 

memunculkan ketidakpastian bukum. Sbaga.i ketentuan yang rnengatur kaidah 

larangan dan memuat sanksi pida.na, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat 

dengan syarat lex certa, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci 

dan rumusan yang cennat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. 

Masih menurut Anggara dkk, Pasal27 ayat (3) UU ITE sangat berpotensi 

disalahgunakan. Dalam KUHP seperti yang Ielah di paparkan diatas, telah ada 

banyak: penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran 

nama baik ini. Apabila dihubungkan dengan objeknya maka terhadap kejahatan 

ini dapat dignlongkan ke dalam beberapa bagian, yaitu penghinaan dan 

pencemaran nama baik terhadap pejabat negara atau pegawai negeri dan 

m Lex Ceria artinya undang~undang yang dirumuskan terperinci dan cermat. 
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penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. 180 ApabHa 

dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat digolongkan ke dalam 5 

(lima) jenis yaitu mentsta, fi1nab, penghinaan ringan. pengaduan fitnah, dan 

persangkaan palsu. Namun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

lnfurmasi dan Transaksi Elek!ronik, penghinaan dan pencemaran nama balk 

tersebut tidak lag! dibadakan berdasarkan objek, gmdasi hukumannya dan juga 

berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No ll Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan 

Transaksi Elektronik: .. ttl 

Selain itu Pasal 27 ayat (3) UU JTE berpotensi melanggar lrebabasan 

berekspresi, berpendapatt menyebarkan lnfonnasi. Kebebasan berekspresi 

merupakan salah satu elemen penting daiam demokrasi. Hal ini dikuatkan dalam 

sidang pertama PBB pada Tahun 1946, sebelum disahkannya Universal 

Declaration on Human Rights 1948, Majelis Umwn PBB melalui Resolusi 

Nomor 59 (I) telah menyatakan bahwa. "hak atas informasf me111pakan hak osasi 

manusia fundamental dan .... standar dari semua kebebasan yang diTl)ll1takan 

"suci" oleh PBB". Kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu syarat 

penting yang memungkinkan ber1angs.ungnya demokrasi dan partipasi publik 

1$!1Komariah Etnong Sapardjaja, Ajarnn Slfat melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana 
Indonesia, Studi Kasus: teotang Pc:nerapan dan erkembangannya dalem Yurisprudensi, Alumnl, 
Bandung, 2002, haL 5~6 
m AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroco, (ed). 1990, Hukum dan Perl:embangan Sosial. !Juku 
Teks Sosiologi Hukum Jakarta· Pustnka S irulr Harapan, HaL 61 ~62 
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dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi182 ini tidak hanya 

penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, 

pertanggungjawaban, dan demokrasi. Pebmggaran terhadap kebebasan 

berekspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran !ainnya;. terutama 

pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan untuk berserikat dan berkumpul 

seperti yang dimaksudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pada akhimya, Edy Cahyono dkk memohon kepada Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan 

Transaksi Elektomik, sebagai berikut: 

l. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang
undang para Pemohon; 

2. Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan 
dengan UUD 1945, khususnya Pasa! I ayat (2), Pasal I ayat (3), Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (I) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasai28F, dan Pasal 280 ayat (I) UUD 
1945; 

3. Menyat:akan materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang rnengikat; 

4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 
mengabuikan perrnohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang lnfurmasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 
untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat
lambatnya tiga puluh (30) hari kerja sejak Putusan diucapkan.183 

Ill Jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan mcnya:~akan pilciran dan pendapat 
secam lisan dan tuUsan ini secara eksplisit diatur di da!am Bab X Pasai28E ayat (2) dan ayat (3), 
dan Pasal 28F Amnndemen Kedua UUD 1945, yang menyatakan: Pasa! 28E UUD 1945 (Z) 
"Setiap arang berhi'lk alas kebebasarr meyaldni ktpercayaan, menyafakan pikiran dan sikop, 
sesuai dengan hali nu.raninya" (3) "&tiap orang Oerhal:. atos kebebasan berserikat, berlcumpul. 
dan mengeJuarl:.an pendapal" dan Pasaf 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk 
berkcmunikasi dan memperolf!h informasi unluk mengembangkan pribadl dan /ingkungan 
sosto!nya, serta brrhak untuk menctu'i, mf!mperoleh, memiliki, mtllyimpan, mengalah, dan 
menyampaikan informasi dengrm menggunakan segalajenis saluran ycng tersedia". 
IS' Mahkamah Konstitus:i, Putusan Mahkunah Konstitusi PerkfP'aNomor 2JPUU~VJl12009 
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3.3. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Pasal27 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 'fahun 2008 Tentaog Informasi dan Transaksi 

Elcktronik. 

Pemerintah yang diwakili ofeh Menterl Kornunikasi dan Infonnatika dan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. dala.m sidang pleno di Gedung 

Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 22 Januari 2009, memberikan tanggapan 

alas permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 

ketentuan Pasal 51 ayat (I) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 

danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh beriakonya Undang-

Undang~ yaitu : 

a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanja.ng masih hidup dan 

sesuai dengan perkernbangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Repubiik Indonesia yang diatur daJam Undang
Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 
d, 1embaga negara, tS4 

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud 

dengan "halt lronstitusionaf' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah 

Konstitusi R1 sejak putusan Nomor 0061PUU-1IU2005 dan putusan Nomor 

11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya., telah memberikan pengertian 

dan batasan secara kumulatif teniang kerugian hak danlatau kewenangan 

konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang rnenurut 

1tl4 Pasal51 ayat (1) Undang-Undang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsdtusi 
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Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu : 

a. adanya hak konstituslonaJ Para Pemo.i-..:.:::1 yang diberlkan oleh 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh 
Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 
diuji; 

c. bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud 
bersifat spesifik (khusw;) dan aktual atau setidaknya bersifill 
potensial yang menurut pena{aran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verbam:l) aotara kerugian 
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkun untuk diuji; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabuJkannya permohonan 
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak 
lagi te~adi. 

Menurut Para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya 

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Infonnasi dan Transaksi Elektronik, maka hak dan!atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan, dan karenanya menurut Para Pemohon ketentuan 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakui Elektronik 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal28A, Pasa128C ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 280 ayal (1), Pasai28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pihak Pemerintah mempertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah 

sudah tepal sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan alas keberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transakui Elektronik, juga apakah 

kerugian konstitusional Para Pemohon yang diinaksud bersifat spesifik dan aktual 

atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penaJaran yang wajar dapat 
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dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubunga.n sebab akibat (causaal verband) 

antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 

Pemerintah juga tidak sependapat dengan daHl Para Pernohon yang 

menyatakan bahwa Panggilan Polisi Satuan Cyber Crime POLDA Metro Jaya185 

Nomor: Pppgl 20701 VIII/ 20081 Direskrimus, untuk penyidik.an pelkara 

pencemaran terhadap Sdr. Alvin Lie di Internet dengan dasar Pasal27 ayat (3)jo 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Elektronik, dianggap Ielah merugikan hale danlatau kewenangan 

konstitusional Para Pemohon~ dan karenanya dianggap bertentangan dengan 

UndangMUndang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945. karena menurut 

Pemerintah ketentu!ID Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnfunnasi dan 

Transasksi Etektronik tidak semata~mata ditujukan kepada subjek hukum 

tertentu, tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan penggunaan 

frasa "Setiap Orang" yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan 

dan!atau pencemaran nama baik. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah 

ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik rnerupakan bentuk perlindungan umum (general prevention) yang 

diberikan oleh negara (konstitusi) terhadap setia.p orang, tennasuk Para Pemohon 

itu sendiri. 

Pemerintah juga menilai permohonan Para Pemobon tidak jelas, tidak 

tegas dan kabur (obscuur libeJ/e) dalam mengkonstruksikan adanya hak dan/atau 

kewemmgan konstitusional yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Undang-

m Saat in! yang memiliki Unit IT dan Cyber Crlnte b3ro dua Y<tkni Mabes Polri dan Po.lda Metro 
Jaya. Unit JT dan Cyber Crime Mabes PoJri dipill'lpin oieh Kombes Pol Dr. Petrus Reinhard 
<rolose. 
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Undang No II Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eiektronik, karena 

Para Pemohon dalam pennohonannya temyata menitikberatkan kepada adanya 

kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang~undang dalam 

menjalankan profesi jumalistik, sebagaimana diatur dalam Undang~Undang 

Nomor 40 Tahun I999 tentang Pers. Jika demikian halnya maka yang teljadi 

adalah pertentangan dan ketidaksinkronan (disharmom) antara undang-undang 

yang satu dengan yang lainnya (dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers dengan Undong-Undang Nomor ll Tahun 2008 

Tentang Infurmasi dan Transaksi Elektronik), hal demikian menjadi kewenangan 

pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk menghannonisasfkal\ 

mensinkronkan melalut mekanisme legislative review, bukan rneJalui 

constitutional review186 di Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Pemerintah, harus dibedak--an antara pengujian konstitusionalitas 

norma undang-undang (constitutional review) dan persoaJan yang tlmbul sebaga:i 

akibat dari penerapan suatu norma-nonna undang-undang di sejumlah negara187 

dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint) yang kewenangan mengadilinya juga 

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pengujian konstitusionalitas 

norma undang-undang (constiluJional review), yang dipersoalkan adalah apakah 

suatu nonna undang~undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, 

sedangkan dalam haf gugatan atau pengaduan konsthusional (constitutional 

complaint), yang dipersoalkan apakah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak 

114 Menurut Jimly Asslliddiqic, terdapa! bcberapa model pengujian pereturan perundang
undangan, yakni legislative review, conslituticnol review dan bahkan goJtCrnment review, 
u 1 Negara. yang telah menerapkan constitutional complaint antara lain Jerman dan Korea Selatan. 
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berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (basic rights) 

seseorang, yang antara lain dapat terjadi karena pejabat publik yang bersangkutan 

keliru dalam mer:!afsirkan norma undang-undang dalam penerapannya188
• Selain 

itu, menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Para Pemohon apakah 

seluruh proses penyeiidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan telah sesuai 

prosedur yang berlaku, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (due process of law), atau 

apakah putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai dengan rasa 

keadilan Para Pemohon? Jika demikian halnya maka Para Pemohon dapat 

melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali 

(harzening). 

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul 

kerugian hak dan!atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya 

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Inforrnasi dan Transaksi Elektronik, karena itu kedudukan hukum (legal 

standing) Para Pemohon dalam perrnohonan pengujian ini tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. 

188 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang kemudian dipertegas dalam PasallO Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkmah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (consritutionol review) dan tidak 
memiliki kewenangan corutitutional complaint. 
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Setelah menyampaikan argumentasi bahwa Para Pemohon tidak 

memiliki legal standing atau kedudukan hukum atas penguj ian konst!tusionalitas. 

se1anjutnya Pemerintah menyamyaikan penjelasan/argumentasi bahwa 

keberatao Pasal27 ayat (3) UU !TE tidak melanggar prinsip negara hukum dan 

prinsip kedaulatan rakyat. Menurut Pemerintah, prinsip negara hukum dan 

kedaulatan ralcyat dalam realisasinya telah menjadi norma dalam Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga prinsip-prinsip tersebut 

sebagai cita hukum akan dan harus tercermin da1am peraturan perundang

undangan nasional. sebagai contoh dalam kasus ini adalah Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang: Pers, Undang-Undang Advokat. Hak~hak 

konstitusiona[ Para Pemohon sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-ru1dang 

tersebut. Dengan demikian sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai 

dengan undang-undang yang rnengatumya, contoh: profesi jumalis berkaitan 

dengan Undang-Undang Pers, atau profesi advokat berkaitan dengan Undang~ 

Undang Advoka~ maka kekhawatiranfketakutan Para Pemohon menjadi tidak 

beralasan sepanjang melaksanakan profesinya sesuai dengan undang~undang 

dimakeud. 

Lebih lanjut Pernerintah berpendapat bahw~ salah satu tujuan undang

undang, sebagai barometer atau uk.uran pengaturan terhadap perbullUln~perbuatan 

yang bersumber dari konstitusi itu sendiri (hak-hak konstitusional), aken tetapi 

dilain pihak undang-undang juga berperan untuk melindungi hak-hak 

konstitusionaJ dart piliak-pihak yang wajib mendapat perHndungan hukwn. 

Dengan demikian harmonisasi dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bemege.ra dapat tercipt:a, Dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara, harkat dan martabat setiap orang adalah tak temilai harganya 

(immateriil). Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang 

kehilangan kepercayaan dari publik sepanjang hidupnya, tidak hanya terbadap 

dirinya sendiri melainkan juga terhadap nama baik keluarganya. Demikian pula 

halnya dalam lingkup kehidupan keperdataannya, banyak mitra yang akan 

berpikir kembali untuk membuat perikatan dengan orang tersebut. Sementara 

pada prakteknya, mekanisme pemulihan kembali atas hak tersebut seringkali 

teramat sulit dilakukan bahkan cenderung tidak proporsional karena tidak. ada 

jaminan pemulihan hak yang sepadan baik dari aspek (i) ruang, (ii) waktu, 

maupun (iii) dampak/akibatnya. Akibat suatu pemberitaan pada suatu ruang dan 

waktu tertentu telah secara nyata langsung menimbulkan multiplier effect 

(chilling effects) yang bergulir terus tanpa kendali sebagaimana layaknya snow 

ball. Ironisnya, pemulihan hak tersebut sering tidak mendapat ruang dan waktu 

yang sama, demikian pula dengan dampak seketika yang langsung dirasakan oleh 

si korban. Oleh karena itu, kepentingan hukum adanya rumusan tindak pidana 

pencemaran nama baik adalah guna keseimbangan antara hak kebebasan 

berpendapat dengan hak. perlindungan harkat dan martabat setiap orang. 

Meskipun pada satu sisi setiap orang dijamin kebebasan berbicaranya, namun hak 

tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingga setiap orang dengan mudahnya 

dapat memfitnah, menghina atau mencemarkan nama baik orang lain tanpa 

ancaman pidana yang cukup berat, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan 

ketidak adilan. 

Menurut Pemerintah, pokok persoalan yang menjadi dalil Para 

Pemohon pada intinya berkaitan dengan kegiatan profesi yang bersangkutan 
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sebagai jumalis, advokat dan penggiat HAM yang berlandaskan kepada undang

undang yang bersangkatan, dnn sebagai akibat dari pernberitaan yang akan dan 

telah dilakukan dengan menggunakan media internet, kemudian yang 

bersnngkutan disangka, telah rnelanggar ketentuan Pasal27 ayat (3) UU ITE. 

Lebih Jan jut Pemerintah memaparpakn unsur-unsur dari Pasal27 ayat 

(3) UU ITE adalah sebagai berik:ut: 

a. Setiap Orang; 
b. dengan sengajaj 
c. tanpa hak 
d. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diakaesnya lnformasi Elektronik danlatau Dokamen 
Elektronik; 

e. memiiiki muatan penghinaan danla.tau pencemaran nama baik119
; 

Pemerintah menilai unsur ('memiliki muatan peghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik" adalah menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan (be/eediging) 

k.hususnya berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Semen tara unsur '~tanpa 

hak!' akan menjadi batu ujian dapat atau tidaknya dituntut dalam pengertian 

sepanjang seorang Jumalis melakukan tugas jumalistiknya. Pemerintah kemba:Ii 

menegaskan bahwa, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infunnasi dan 

Traosaksi Elektronik mempertimbangkan perk:embangan dan kemajuan 

Teknologi Infonnasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan 

kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 

mempengaruhi lahimya bentuk~bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu 

pula dUakukan pengaturan tersendirl (sui generis) dan tetap menjunjung tinggi 

1" Lilmt Pasal 27 ayat (3) Umhlng-Undang No 1 I Tahun 2008 tentang fnformasi dan Transaksi 
ElektroJJik 

Univar'Sltas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



99 

prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada tennasuk yang rlimuat dalam KUHP. 

Karenanya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya karena 

di"!llPing keberadaan pasal 310 dan 3 I I KUHP, karena pengaturan di dalam UU 

ITE yang menggunakan media Informasi Elektronikllntemet memiliki 

karateristik yang sangat khusus dan borderless serta dapat menyebarkan 

Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan demikian perlu diatur 

tersendiri (sui generis). 

Lebih lanjut Pemerintah beragwnentasi bahwa delik penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik sebagai delik umum bukanlah sesuatu yang baru karena 

pengaturannya selain terdapat dalam KUHP, juga rnerupakan general principle of 

law yang diakui secara universal keberadaannya. Dengan demikian. keberadaan 

pasal ini daiam UU ITE merupakan ketentuan sui generis sehubungan dengan 

berkembangnya instrumen baru berupa teknologi informasi dan komunlkasi yang 

memiliki sifat eskalatif berdaya jangkau global yang akan tersimpan dan dapat 

diakses secara luas di jaringan virtual berbasis tcknologi informasi. 190 Harus 

diakui bahwa perbuatan pokok yang dilarang dalarn Pasal 310 dan 311 KUHP 

adaiah "penghinaan". Tidak diternukan definisi penghinaan daiam penjelasan 

pengertian dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pas a! 102 KUHP yang memuat 

arti beberapa istitah yang dipakai dalam KUHP. Namun demikian1 melalui tafsir 

sistematik, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari perumusan 

lW Pemyataan Pemerintah ini menyitir kembali pemyntaan Pemohon Iwan Piliang bahwe media 
Internet seperti pedang bermal<l dua. disamping memberikan kemaslahatan juga dapat dijadikan 
sebagai sarana perbuntan melawan hokum sehingga kebemdaan UU ITE menjadi mutlak 
dipedukan untuk rnenjadl dasar pemanfaaldn Teknologi Informas:i sekaligus sebagai payung 
hokum untuk mengatasi berb<tgai tindakan me!awan hukum serta pelanggarm-pehmggaran (lndak 
pidana telrnologi informasi (cyber crime). 
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unsul'-unsur tindak pidana penghlnaan dalarn KUHP, yaitu "menyerang 

kehormatan atau nama balk seseoranft'.191 

Pemerintah, kem11~ian menegaskan bahwa nilai hukum yang hcndak 

dilindungi atau ditegakkan dalam pasal~pasal penghinaan yang diatur dalam Buku 

II Bab XV1 KUHP adalah "kehormatan atau nama baik orang di mata 

umumlpublilr:'. Unsur umum delik penghinaan adalah "sengaja menyerang 

kehormatan a tau nama baik orang lain". Perbuatan pengbinaan selalu dilakukan 

dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut, ditujukan untuk 

menyerang 11kehormatan atau nama haik orang lain". Harus dibedak.an antara 

:
1sengaja melakukan perbuatan'~ dengan ;!sengaja menyerang kehormatan atau 

noma balk orang lain". Yang pertama, !ebih menekankan pada kesengajaan 

dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena 

keaipaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada penimbulan akibat yakni 

agar orang Jain yang dituju terserang keho1111atan atau narrul baiknya. 

Selanjutnya, Pemerintah berpendapat behwa pengaturan Pasal 27 ayat (3) 

UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terdapet kesamaan tujuan 

pengaturan yailu untuk memberikan perlindW>gan hukum terbedap kehorma!Jin 

atau nama baik seseorang. Unsur sengaja 192 dalam ketentuan pasal tersebut 

melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan "mendistribusikan danlatau 

mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

191 Sifal khusus darl penghinaan atau bentuk~bentuk berupa: pencemaran [Pasal 310 ayat (I)]; 
pencemaran tertulis {Pasal 310 ayat (2)]; fitnnh (Pasal 3ll); pcnghinaan ringan (Pasal 315); 
pengaduan filnah (Pasal 317); penlangkaan palsu ( Pasal 318); dan penghinaan terhadap orang 
yang sudnh mali (Pasal320..321) 
192 "Sengaja" dalam Memorie van Taelichting diartikan menghendak:i (wilfens) dan mengek'l.hui 
(wettens). Jadi "sengaja" dapat diartikan menghendaki dan mengclahui apa yangdi!akukan. 
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danlatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan danlatau 

pencemaran nama baik". Sehingga pelaku dalam hal ini harus menghendald 

perbuatan mendistribusikan danlatau mentransmisikan danlatau memb1J2t dapat 

diaksesnya lnfonnasi Elektronik danlatau Dokumen Elektronik dan mengetahui 

bahwa Informasi danlatau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Sedangkan unsur "tanpa hak" dalam ketentuan Pasal27 ayat (3) UU ITE 

merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum193• Perumusan unsur melawan 

hukurn daJaru hal ini unsur "tanpa hak" dimaksudk:an untuk menghindarkan 

orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan danfatau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumcn 

Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi danlatau Dokumen Elektronik 

tersebut memiliki rnuata:n penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

berdasarkan hal< dapat dipidana. Dengan demikian, pada hakekmnya Pasal 27 

ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi 

tegaknya perlindungan hukum terbedap setiap orang (termasuk Para Pemohon 

sendiri), yaitu berupa kehonnatan atau martabat seseorang* sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 280 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan karerumya tidak bertentangan dengan hal< danlatllu 

kewenangan konstitusional Para Pemohon. 

~~ Unsur "'melawan hukum" disebut juga wedderechteli}k.-sebagai unsur konstitutif dati suatu 
tindak p!dana-yang lebih spesifik}. P engert.ian mclawan hukum dalam hukum pidana dapa1 
diartikan bertentnngan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau 
tanpa hak. 
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Lebih lanjut Pemerintab beratgumentasi bahwa, ketentuan Pasal 27 

ayat (3) UU ITE, tidak bertentangan dengan konstitusi karena meskipun 

ketentuan Pasa! 28F UUD I 94 194 "tetapi dalam pelakaanaannya, kemerdekaan 

Pers sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidaklah bebas-

sebebasnya (tidak absolut), tegasnya ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan 

Pasai28G dan Pasai28J UUD 1945.'" Dengan demikian, sesuai dengan kaidah

kaidah ilmu hukum maka penafsiran yang dilakukan terbadap ketentuan Pasal 

28F UUD 1945, tidak boleh terlepas dari ketentuan Pasal 280 dan ketentuan 

Pasal28J UUD 1945.196 

Untuk memperkuat argumentasi, pihak Pemerintah memasukk:an prinsip-

prinsipdan pertimbangan-pertimbangan hukurn yang telah disampaikan Hakim 

Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-Vl/200& tentang 

Pasal 28G dan Pasal 281 UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan Pers serta 

194 Pasal 28F UUD NR1 1945 berbunyi : Seli(1p orang berhak untuk berJ:.amuniJ:asi dan 
mempercieh infarmasi untuk mengembongkan pribadl dan lingkung(m wsi<ilnya, serta berhok. 
untuk mencari, memperoleh, memillki. menyimpon. mcng<flah, dan menyampaikan ir(ormasi 
dengan menggunakan segaiajenfs saluran yang terseditL" 
19~ Pasal 28 G 

{f) Setiap orang berhak atas perfiru:Jungan diri pribod1: keluarga, frehormatan, martabat, 
dan haria benda yang dihawah kelrt.«Jsuannyo, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketalaJJan untuk berbuat atau lidak berbuat sesuaiu yang 
meropakan hak asasi. 

{2) Setiap orang berhak untflk bebas dori penyik:;aan dan perfakuan yang mercndahkan 
derajar martabat manus fa dan berhak memperoleh sua!w palitik dari negarn lafn, 

Pasal28J 
(1) &fiap orang wajib menghormafi hak asasi manusia orang lain dalam tertib k<!.hidupan 

bermasyaraT.at, berbangsa, dan bernegara. 
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasaf111Y0, scliop orang wajib hmduk kepada 

pembata.ran yang ditelapkan dengan undangundang dengan maksud .semata-mata 
unruk menjamin pengokuan serfa penghormatan atas hak kehebasan orang loin dan 
untuk tn(!menuhi tun.tuum )JQflg adil sesuai dengan perlimbangan moral, nilainilai 
agama, keammum, dan htertiban umum da/am sua!u masyarakal de mokra tis, 

l% Penfasiran yang dimaksudkan Pihak Pemerinlah ini dalam istilah ilmu hukum disebut sebagai 
cara penafsirnn sistema tis (siatematische inlerpretatle). 
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berkaitan dengan eksistensi delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam 

sistem hukum nasional, terkutip sebagai berikut: 

" ..... Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendiriannya terhadap 
permohonan Para Pemohon. Namun, oleh karena norma undang
undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah 
norma undang-undang hukum pidana, in casu KUHP, khususnya yang 
mengatur tentang atau berhuhungan dengan nama baik dan 
kehormatan seseorang, maka sebelum secara spesifik menyatakan 
pendiriannya terhadap dalil-dalil Para Pemohon, Mahkamah 
memandang perlu untuk terlebih dahulu menyatakan pandangannya 
tentang kepentingan hukum apakah yang secara umum dilindung; o/eh 
hukum pidana dan secara khusus yang berkait dengan martabat atau 
kehormatan seseorang; 

Menimbang, menurut doktrin hukum yang diterima secara umum 
dalam hukum pidana, bahwa sifat umum tindak pidana atau delik 
(delict) adalah perbuatan yang melanggar nonna sedemikian rupa 
sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain alau 
membahayakan kepentingan orang lain. Sementara itu, ada tiga 
kepenlingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu 
kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan 
negara. Dalam hal kepentingan hukum individu alau orang 
perorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana di 
mana pun, termasuk yang diatur dalam KUHP, adalah dopa! berupa 
jiwa (Ieven), badan {lijt), kemerdekaan (vrijheid), dan harta benda 
(vennogen). Dalam perkembangannya kemudian, di luar keempat hal 
lersebut, kehonnatan (eer) juga menjadi kepentingan hukum yang 
dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai 
perasaan terhadap kehormatan (eergevoel) sehingga alas 
kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormalannya 
tidak a/can diperkosa alau dilanggar. Hak atas perlindungan terhadap 
kehormatan inilah yang menjadi objek dari lindak pidana penghinaan 
(de mens heeft het rechl dot zijn eer niel zal worden gekrenkt); 

" ... Paso/ 28G UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa 
kehormatan, demikian pula martabat, sebagai hak konstitusional dan 
oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 
1945 berbunyi, "Setiap orang berhak alas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehonnatan, martabat, dan haria benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak alas rasa oman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk herbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
mernpakan hok asasi". Sementara pada ayot (2)-nya ditegaskan, 
"Seliap orang berhcik untuk behas dari penyiksaan atau perlokuon 
yang merendahkan derajat marlabat manusia dan berhak memperoleh 
suaka politik dari negara lain"; 
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Menimbang, sehagai buktf bahwa ajaran umum dalam hukum pidana 
maupun ketentuan lwnstitusi yang mengatur tentang jamirum don 
perHndungan kehormatan atas diri pn·badi merupakan norma hukum 
yang ber/alcu secara universal, telah ternyata dari Pasal 12 Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR} dan Pasal 17 lnternaaonal 
Covenant on Civil and Political Rights (JCCPR), yang berbunyi: 

Article 12 UDHR 
No one shall be subjected to arbitrary inteiference with his privacy, 
family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and 
reputation. Everyone has the right to the protection of the law against 
such interference or attack.l97

• 

Article 17 ICCPR 
1. No one shall be subjected to arbitrmy or unlawful interference 
with his privacy, family, or Cf>rrespondence, nor to unlawful attacks on 
his honour and reputation. 
2. Everyone has the rtght to the protection of the law against such 
inlerforence or attacks. 1 

Menimbang bahwa dengan demikian, haik hulr:um nasional maupun 
hukum intcrnasional, mery'amin hak setiap orang alas kehormatan atau 
namabaik 
Oleh karena itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang 
tidaklah dapat digunakon sedemikfan rupa tanpa batas sehingga 
menyerang kehormatan atau nama balk sesearang. Sebab hal demikicm 
bulr.an hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga 
bertentangan dengan hukum lnternasionar' 

Selanjulnya, 
" ... Mahkomah berpendapat, jilra yang dimaksud oleh Pemohon I 
dengan dali/-dali/rrya adalah adanya anggapan Pemohon I bahwa 
pasal-pasal dalam KUHP yang dirnohonkan pengujian itu meniadakan 
atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap 

m Terjemahan bebasnya : Pasal 12 UDHR: Tidak seorang pun dt'lpilt diganggu dt:ngan 
sewenang.wenang uru:san pribadinya, keluarganya, romaft..JanggaVJ!a aJau hubungarr :surat
m:el'f)IW'I1trzya. juga tak dijnr~nankan pelongganm alas kehNmalanrtya dan nama balknya. 
Setiap orang berhak mendapat parlindungan hukum lerhadap g(Jngguan atau pekmggaran 
ser.;,rrl itu. 
19 l'erjemahan bebasnya ada!ab : Pasal 17 /CCPR ." J) Tidak ada sacrang pun yang b<*h 
dicampuri secara sewenang-wenang a/au secara tidalt sah masalah prlbadinyo, keJuargarrj(l, 
olou hubungan surat-menyurotnya, demildan pula secara Jidok soh diserang keJwrmmon olau 
nama baiknya. 2) Setiap QFOI'tg berhak att1S perlindungan hukum terhurlap campur Iangan atau 
serangan dernikian. 
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sesuai dengan hati nuran~ hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak 
untuk bebas berkomunikasf, maka menurut Mahkamah, cmggapan 
demikian tidaklah benar. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan 
karena itu negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang soma 
negara pun wajib melirulungi hak konstitusion::d lainnya yang sama 
derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang alas 
kehormalan dan martahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 
1945 yang berbunyi, 
1, Setiap orang berluik at as perlindungan diri pribadi. keluarga. 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaann:ya, 
serta berhak alas rasa amr:m tk:m perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau Jidak herbual sesuatu yang merupaktm 
hakasasi; 
2. Setiap orang berhak untttk hebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat rnanusia dan berhak memperoleh 
sua!ra politik dari negura lain 

Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain 
itulah, in ca.'~U hak atas kehormatan dan martabat, maka negara 
dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebehasan 
menyatakan pikiran dan silwp se.suai dengan hati nurani, hak untuk 
mengeluarkan pendapat dan hebas berkomunikasi tersebut, 
sebagaimana secara legas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (.?) UUD 
1945 yang berbunyi, "Dalam me,Yalankan hak dan kehebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diletapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk me,Yamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tttntutan yang adi/ sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat dcmokratis". Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal28J aya/ 
(2) UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak atas 
kebebasan itu seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam seliap 
hak akon selalu melekot Jrewajihan, setidak-tidaknya kewqjiban urwk 
tidak menyalahgunakon hak ilu. 0/eh sebab illllah, Paso/ 28J ayat (1) 
UUD 1945 menegaskan. 'tSetiap orang wajib menghormati hak asa:si 
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat1 berbangsa, 
dan hemegora ". Lebih-/ebih unmk hak-hak yang bersubstansikon 
kebebasan, kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat dalam 
lwk itu merupakan suatu kehanm:m. 

Sungguh tidak terbayangkan akan ada ketertiban dalam kehidupan 
bermasyarakat, atau bahktm akan ada kehidupan bersama yang 
dinamakan masyarakat, jika masing~masing orang men.ggunakan 
kebehasan dengan sesuka hatinyo. Dalam konteks itulah pembatasan 
kebebasan oleh hukum metifadf keniscayaan .... " 

01eb karena itu Mahkamah Konstitusi menyimpulkan: 
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"bahwa nama hailr. martabat, atau kehonnatan seseorang adalah 
salah S(l/u kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pfdana 
karena merupakan bagicm dari hak kanstitusional warga negara yang 
dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, dan kcrenanya 
apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana terter.!u 
terhadap perhuatan yang menyerang nama baik, marlabat, atau 
kehormalan sesean:mg, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 
1945; 
Bahwa permolwnan Para Pemohon sesungguhnya lebih meropakan 
pennasalahan penerapan norma undang-undang, bukan 
konstitusionalitas norma wuiang-undang; '' 

Selanjutnya, Pemerintah berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Para 

Pemohon dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah 

melakukan penyelidlkan, penyldikan, penuntnlan dan memutuskan menghukum 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan 

pencemaran nama baik, terhadap orang fain adalah semata~mata dalam rangka 

penern:pan nonna (implementasi) suatu undang-undang guna pcrwujudan 

penegak.an hukum (law inforcemeni), dengan perkataan lain hal tersebut tidak 

terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan sua.tu undang-undang yang 

dimohonkan untuk diuji. 

Akhimya Pemerintah berkesimpulan bahwa ketentnan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang ln1bnnasi dan Transaksi 

Elektronik, tidak bertentangan dengan kutentnan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (I) 

dan ayat (2), Pasal28D ayat (!), Pasai28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal28F 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tldak 

rnerugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, baik 

Pemohon Pertama I wan Piliang maupun Pemohon Kedua Edy Cahyono dkk. 
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Untuk memperkuat argurnentasinya, Pemerintah menghadirkan saksi ahli, 

Dr Mudzakkir, SH1 MH 199
, Teddy Sukardi200

• Arief Muliawan, SH, MH201
, 

Kombes Po1 Dr. Petrus Reinhard Go lose, 2G
2 serta dua orang saksi faktual yak:ni 

Sarah Aznari dan Rabma Aznari203
• 

Menurut Dr Mudzakkir, Pasal 27 ayat (3} UU ITE tidak mengatur norma 

hukum pldana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya nonna hukum 

pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang barn karena ada 

unsur tambaban yang kbusus akibat adanya perkembangan lmkum di bidang 

elekueniklsiber. PenafSban norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3} UU ITE 

mengenai penghinaan danlatau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari 

norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XV1 tentang Penghinaan 

yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum 

pokokldasar (genus delict) berasal dari KUHP, sedimgkan nonna hukum daiam 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara kbusus ke 

dalam Undang-Undang a quo. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum 

pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 

dan Pasal3 I 1 KUHP."" 

199 Dosen Hukurn Pidana pada Fakulta.s Hukum Universitas Islam Indonesia dan Angota Tim 
RUU!WllP. 
200 Ahli Teknologi Informasi, saat ini menjabat Ketua Federasi Teknologi lnformasi 1ndonesia 
till Kepa1a Bagian Penyusunan Prog.mm Sekretariat JAMPIDUM Kejaksaan Agung, d!ln Artggora 
Tim Antat Dep RUU 11B dan RPP ITE 
~i Kepala Unit IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri, Anggota Tim Antar Dep RUU ITE 
dan RPPITE 
24

' Sarah <ian Raluna Ashar! adalah kakak-beradik yang sarna-sama berprofesi sebagai Pesinetron 
:l!l4 Pendapat DrMududcl:ir yang disempsikan pada Sidang Pengujian Konstitusionalitas Pasal27 
eyal (3) UU ITE, 19 Maret 2009 
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Menurut Teddy Sukard~ penyebaran informasi elektronik terulruru! dengan 

surat elektronik dan email yang tidak bertanggung jawab berpotensi 

menimbulkan dampak negatif yang lebih 1uas dan besar dibandingkan media dan 

elektronik. Itu terjadi karena karakteristik yang melekat pada tek.nologinya.20:s 

Sarah Azhari menerangkan bahwa di situs prostitusi yang dibuat oleh orang 

yang tidak dikenal, tercantum nama Saroh Azhari, Rahma Azhari, dan Ayu 

Aihari yang menyatakan bisa udibelr' atau <~di..ftooking", tanpa adanya 

k:onfirmasi kepada yang bersangkutan. Hal tersebut menimbuJkan rasa matu 

terutama di mata keluarga dan teman~temannya. Rahma Azhari mengaku sangat 

dirugikan oleh berita-berita atau pemuatan foto-foto atau gambar-gambar di 

internet karena sebagai orang tua dari anak~anaknya yang ke1ak akan tumbuh 

dewasa tidak. mengetahui bagaimana memberikan penjelasan kepada anak~ 

anaknya.206 

Menurut Kombes Pol.Dr.Petrus Reinhard Golose, se1aku penyidik. UU ITE 

khususnya Pasal 27 ayat (3) sangat diperlukan dalam penyidikan k:arena 

mellndungi tugas kepolisian bukan hanya da]am melakukan penyidikan tetapi 

juga pencegahan kejaha!>n. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku 

blsa bermacam-macam yang membuat penyidikan sangat rumit karena bisa jadi 

berbenturan dengan keberadaan server yang berada di iuar negeri yang rnenganut 

sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia.207 

205 Pendapat Teddy Sukardi yang d!sampaiknn pada Sidang Pengujian Konstitusionalitns Pasal 27 
~~ (!) UU ITE, 19 Ma.et 2009 

Sarah Azhari dan Rahma Azhari, Kesaksian di Mahkarmlh Konstitusi, 19 Maret 2009 
201 Kombes Pol Dr Petrus R Gelose, "Posal 27 qya1 (3) UU JTE dan Penyidiknn Cyber Crjme", 
disampaikan pada Sidang Plene Pengujian Koos!ltusionalitas Pasal 27 ayat: (3) UU ITE di 
Mahkamah Konstitusi, 19 Marc£2009 
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Arief Muliawan berpendapat, banyak orang sering salah persepsi terhadap 

UU ITE, seolah-olah mengekang kebebasan pers dan melanggar hak asasi 

manusia, padahal UU ITE sangat mengha:~i hak asas1 ma.nusia. Dalam UU 

ITE, yang dapat dipidana adalah orang yang mentransmisikan~ mendistribusikan 

dengan sengaja dan tanpa hak. Hal ini berbeda dengan UU Narkotika, pelaku atau 

korban dapat menjadi tersangka. 

3.4. Putusan Mahkamah Konstitns:i atas Pengujian Pasal 27 ayat (3) 

Uodang-Uodaog No 11 Tahun 2008 tentaog Informasi dan Traosaksi 

Elektronik 

Pada tanggal 5 Mei 2009, bertempat di Gedung Mahkatnah Konstitusi, 9 

(sembilan) Hakim Konstitusi memutuskan permohonan pengujian 

konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang 

Infonnasi dan Transak.si Elektronik Karena permohomm dilakukan dua pihak. 

maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan yang terpisah1 yakni 

Putusan Nomor 50/PUU-Vl/2008 bertanggal 5 Mei 2009. dan Putusan Nomor 

2/PUU-Vli/2009. Putusan Nornor 50/PUU-VI/2008 dikeluarkan unntuk 

permohonan yang disampaikan Pemohon !wan Piliang, sementara Putusan 

Nomor 2/PUU-Vll/2009 dikeluarkan untuk permohonan yang disarnpaikan !ldy 

Cahyono dkk. 

Terhadap permohonan pertama yang diajukan oleh I wan Pilian& sembilan 

Hakhn Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, 

bersama delapan Hakim Konstitusi yang lain yakni Abdul Mukthie Fadjar, M. 

Arsyad Sanusi, Maruarnr Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, 
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Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Harjono, mengadili, menyatakan 

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya108
• 

Sementara untuk pennohonan kedua yang diajukan oh:!-1 Edy Cahyono 

did<, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterlma. Terhadap permohonan kedua ini, Hakim Konst:!tusi berpendirian 

berlaku prinsip ne his in idem: Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan 

pertimbangan hukam yang sama dengan permohonan Nom or 50/PUU-Vll£008, 

yang telah diputus terlebih dahulu !<arena merupakan permohonan yang 

diregist:rasi !ebih awa~ oleh karena pasal, .ayat, dan .substansi Undang~Undang 

yang diuji adalah sama. maka secara mutatis mutandis pettimbangan hukum dan 

amar putusan yang telah termuat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/20{}8 

bertanggal 5 Mei 2009, menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan yang 

juga berlaku untuk Perkara Nomor Z/PUU-VIJ/2009. Oleh karenanya, sekiranya 

Mahkamah Konstitusi akan menilai materi permohonannya, maka Mahkarnah 

Konstitusi akan memutus pennohonan tersebut menyatakan menolak 

pennohonan Pemohon untuk selurulmya. Akan tetapi, berdasarkan PasaJ 60 

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "' maka 

pennohonan tersebut barns dinyatakan tidak dapat diterima 210 

Mahkamah Konstitusi mengawali putusannya dengan uraian bahwa 

globalisasi yang bergu!ir pada talmn 1980-an, bakan saja terkait dengan 

kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik; pertahanan, 

2
&e Mahkamah Konstitusi, l'utusan MK Nom or 50/PUU~ VU2008 

zw Pasal 60 Undang~Undaog No 24 tabun 2003 tentang Mahkamah Ktmstitusi: Terhadap maleri 
muatan ayat, pasal, danlatau bagtan dalam undang·undang yang te(ah diuji, 1idak dapat 
dimohonkan peogujian kembaH. 
:nu Purusan Mahkamah Konslitusi No Nom or 2JPUU~VII!l009. 
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keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ihnu pengetahuan dan teknologi in casu 

perturnbuhan dunia siber (cyberspace). Globalisasi di bidang politik tidak 

terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan 

demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia 

harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM intemasional yang diakui oleh 

negaranegara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum 

positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, 

doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif. 

kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengao tidak mengenal 

secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas 

institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini 

dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara 

yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh 

tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui 

tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengung-dengungkan 

nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokmsi itu sendiri pada 

titik terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu, 

karenanya, konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehorrnatan, martabat, dan harta benda yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
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ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

Masyarakat internasioual juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang 

memberlkan jaminan dan perlindungan kehonnatan alas diri pribadi) dapat 

disimak dari Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR/12
, Pasal 

17 213 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPRl"- Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia sebagai bagian 

dari masyarakat intemasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat 

bek yllllg melekat pada bekekat dan keberadaan manusia sebegai makhluk Tuhan 

Yang Maba Esa don merupakon anugernh-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan dan martabat rnanusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

I 999 ten tang Hak Asasi Man usia, di samping diatur mengenai bak a:sasi manusia 

111 VidePasai2BGayat(l)UUD 1945). 
111 Pasal12 UDHR: 
"T!dak scorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganyn, atau 
hubungnn surat-menyurntnya., dcngan sewenang-wenang, juga tidak diperkemmkan melakukan 
pe!anggaran au.s kehormat.;mnya d~ n<m~a baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan 
hukum terhadap gangguanganguan al.au pelanggaran seperti ini". 
zu Pasa.l17 ICCPR: 
J. "'ridak. ada seorang p1m ytmg boklh dicampuri secara sewenang-wenang atau secera tidek sah 
dlcampw:i masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya. atau secnra tidak sah 
disernng kehonnatan dan nama baiknya". 
2. "Seliap ornng ber~k atas perlindungM hukum terhadap campur tangan atau serangan 
tcrsebut". 
2H Pasal19 ICCPR: 
1. "Setlap o~g berh!ik \lntllk mempunyai pendapat tanpa diganggu"; 
2. "Setiap orang berhak alas kebeba<;an untuk menya!akan pendapilt; hak ini tennasuk kebebasan 
untuk mencari, menerima dan memberi infonnasi dan ide apapun, tanpa mcmperhatikan 
medianya, baik sccara Jisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui 
media lainnya sesuai dengan pilihannya"; 
3. Pclaksanann hak yang diatur dBlam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan t.anggung 
jawab khustts, Oleh karenn itu hak tersebut dopat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan 
tersebuf hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: 
(a) mengflommti hak atilu nillllil baik orang lain; 
(b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau mora£ ma<;yamkat; 
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juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia, yang dlmakna! sebagai 

seperangkat kewajlban yang apablla tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan 

terlaksana dan tegaknya hak :,:~sasi manusia. Dalam Undang~Undang a quo diatur 

mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi~ hak mencari~ 

men1peroleh, memiliki, menyimpa.n~ mengolah dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis sa.rana yang tersedii15 
• 

Mahkamah Konstitusi menegaskan babwa salah satu esensi demokrasi 

adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh infonnasi melalui segala jenis 

saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi 

adalah darah hidup demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa "demokrasi 

adalah komunika.si". Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa 

melalui pertukaran informasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran 

akhirnya akan terhukti dan kepalsuan akhimya akan terkalahkan. Berangkat dari 

pemikiran tersebut1 maka kebebasan berkomunikasi dan memperofeh informasi, 

berpendapat. mengeluarkan ide dan gagasan~ berkorespondensi dengan pers 

adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem 

politik demokrasi menempati posisi sentral1 mengingat kebebasan pers menjadi 

salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers 

dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, 

sepertl kebebasan untuk berekspresi dan bertukar infurmasi. Dalam sistem politik 

demokrasi. kebebasan pers diperlukan sebagai sarana infonnasi bagi masyarakat, 

dan demokrasi hanya akan berjalan efek:tif jika warga negaranya memperoleh 

215 Vide Pasall4ayat (I) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun Jm 
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akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meHputi media cetak, media 

elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh kare"' itu kebebasan pers harus 

diorientasikan untuk kepentingan rnasyarakat dan bukan untuk kepentingan orang 

atau keiompok tertentu. 

Mahlalmah Konstitusi betpendapat bahwa kernajuan yang begitu pesat di 

bidang teknologi informasi teJah memberikan swnbangan yang besar bagi 

berkembangnya dunia inforrna..!\i dan transaksi efektronik. Akan tetapi tfdak dapat 

dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat 

bagl kemanusiaan tetapi dj sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi 

kemanusiaan. Kemajuan di bidang infonnasi dan transaksi efektronlk telah 

menempatkan manm;:ja daiam posisi yang makin paripurna dalam mengemban 

misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi mengge!incirkan 

posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunann informasi dan 

transak.si eleh."1ronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan 

menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. 

Apabila tumbuh marak berbegai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum 

yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut akan 

membunuh masyarakat dimana kejahatan itu berada, Akan tetapi, membuat 

ketentuan hukum temadap bidang yang berubeb dengan cepat sungguh bukan 

porkara yang mudah, sehingga diperlukan perubeban paradigma model hukum 

responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber 

(cyberspace). Karakterisrik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang 

tidak Iagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukurn tradisional 
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memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap 

tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul 

akibat aktivitas di dunia maya. 

Mahk.amah Konstitusi berargumen bahwa meskipun aktivitas internet 

sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap 

melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (real/physical 

world). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan 

perilak.u manusia di dunia maya (cyberspace) pun tidak dapat dilepaskan dari 

pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum 

tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap 

masy3l'akatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak. dan kekuasaan-kekuasaannya 

setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan

kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical 

world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia 

maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam 

masyarakat apabila tidak terdapat hannoni antara hukurn dan teknologi informasi, 

y~itu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak

hak masyarakat. 

Dari penjelasan di atas, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan 

hukum yaitu antara melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat 

dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh 

informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak konstitusional (con.slilutional 
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rights) warga negara, berhadapan dengan hak-hak dasar (basic rights) akan 

perlindungan terhadap harkat, martahat, dan nama baik orang lain. 

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya yang telah 

disampaikan dalam Putusan Nom or 14/PUU· V!12008, bahwa nama bail<, 

martabat, atau kehonnatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukwn yang 

dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional 

setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun buk:um internasional. 

Dengan demikia~ apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu 

terhadap perbuatan yang menyerang nama ba~ martabat, atau kehorrnatan 

seseorang) hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. 

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah tersebut tentang konstitusionalitas 

delik penghinaan, akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berjkut. 

Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU lTE memperlihatkan adanya 

ketidakjelasan ukuran dan makna, twnpang tindih, bertentangan dengan semangat 

demokrasi yang meietakkan inforrnasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan 

bersifilt ambigu. kabur, serta terlalu luas. Terhadap dam Pemohon tersebut, 

Mahkamah Konstitusi perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum berikut: 

Pertama, apakah hakekat dari dunia maya (cyberspace)? Kedua, adakah 

perbedaan prinsipH antara dunia maya dengan dunia nyata? Ketiga, bukankah 

dunia maya juga tennasuk bagian dari a lam nyata (empirik)? 

Terhadap pertanyaan hukurn pertama, Mahkamah Konstitusi berpendapat 

bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer 

yang di dalarnnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai berikut: (I) 

aktuaHsasi diri; {2) wadah bertukar gagasan; dan (3) sa.rana penguatan prinsip 
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demokrasi. Manusia dapat masuk ke daiam sistem data dan jaringan komputer 

tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar~bena.r telah 

memasuki su~tu ruang yang tidak memiiiki keterikatan sama sekali dengan 

realitas-realitas fisik. Oleh karena itu aktivitas-ak:tivitas di dunia siber 

mempunyai karakter, yaitu: (!) mudah, (2) penyebarannya sangat cepat dan 

meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan (3) dapat bersifat 

destrulctif dari pemuatan materi penghinaan danlatau pencemamn nama baik 

dengan mengguna.kan media e!ektronik sangat Iuar biasa karena memiliki corak 

vik'timisasi yang tidak terbatas. Dengan mernahami hakekat dunia siber beserta 

karakternya; maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi 

perkembangan dan konvergensi tekno1ogi informasi, yang dapat digunakan 

sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. 

Terhadap pertanyaan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah 

Konstitusi, pembeda ut:ama antara interaksi di dunia nyata (real/physical world) 

dan dunia maya (cyberspace) hanyaiah dari sudut media yang digunakan, maka 

seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet ak:an memUiki dampak bagi 

kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya me1a1ui transfer data~ melalui 

distribusi danlatau transmisi danlatau dapat diaksesnya informasi dan 

dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat 

ekstrim dan masif di dunia nyata. 

Mahkarnah Konstitusi berpendapat behwa penghinaan yang diatur dalam 

K~16 tidak dapat menjangkau delik: penghinaan dan pencemaran nama baik 

.m Penghinaan yang diJakukan secara offline. 
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yang diiakuk.an di dunia sibe?17 karena ada. unsur "di muka umum". Dapatkah 

perkataan unsur "diketahui umum;', "di muka umurn'\ dan "disiarkan" dal.am 

Pasal 310 ayat (!) dan ayat 0) ,KilliP mencakup ekspresi dunia maya? 

Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian 11diketahui umum"; "di muka 

urnum .. , dan "disiarkan" sebagaimana dalam KUHP. secara harfiah kurang 

memadai, sebingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensifyaitu kata 

"mend\stribusikan11 danfatau 11mentransmisikan" danlatau "membuat dapat 

diakses". Rumusan Pasal 27 ayat (3) telah cukup jelas memberikan pengertian 

·~mendistribusikan" sebagai ~'penyalinan". Pengertian mentransmisikan adalah 

interaksi sekejap autara pihak: pengirim dan penerima dan internksi tersebut 

merupak:an bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan "membuat dapat 

diakses., dapat bcrupa memberikan akses terhadap muatan secara Jangsung dan 

memberikan ak.ses berupa alamat tautan, sebagaimana pendapat Ahli dari 

Pemohon. Dengan deruikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjeJasan ukuran dan 

makna, tumpang tindib yang berarti mengandung ketidakpastian hukum, adalab 

tidak tepat menurut hukum. 

Terhadap datil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE seperti pedang bennata dua. selain dimak.'ludkan melindungi kehormatan dan 

nama baik seseorang, Pasal 27 ayat (3) UU JTE dapat pula memenjarakan orang 

yang tidak bersalah} dapat menlmbulkan diskriminasi, ketakutan dengan ancaman 

pidana penjara dan/atau denda yang sangat berat, dan ketidakadUan bagi 

217 Pengltinaan on line atau pengbinaan dengan menggunakan lnformasl elclctronik dan alau 
dokumen elektronik 
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pengguna teknologi infonnasi. Menurut Mahkamah, meskipun seti.ap orang 

mempunyai hak untuk berkomuuikasi dan memperoleh infonnasi, tetapi tidak 

rnenghHangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi 

dan memperoleh infocrnasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk 

mendapalkan perlindungan diri pnO.dL ke!uarga, kebonnatan, martabat, dan 

nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk 

mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara. terutama 

Pemerintab, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undaniu' untuk 

menciptakan situasi yang lebih kondusifbagi terpenuhinya hak atas perJindungan 

diri pribadiJ keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan 

Pasal a quo hanya merobatasi terhadap siapa saja yang "dengan sengaja" dan 

"tanpa hak1
! untuk mendistribusikan dan/atau rnentransmisikan dan!atau membuat 

dapat diaksesnya lnfonnasi Elektronik danlatau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghina:m danlatau pencemaran nama baik; 

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang 

d.alam tataran penerapan hukum hams dapat dibuktikan oleh penegak hukum. 

Unsur '(dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendakP' dan 

"mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak Dengan kata 

lain~ pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan 

.. mendistrlbusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan!atau dokumen elektronik" adalah memiliki 

m Vide Pasal28[ ayat (4) dan ayat (5) UUD 194:5 
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muatan penghinaan dan!atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak 

merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan 

untuk meneegah orang melakukan perbuatan mendlstribusikan dan/atau 

mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

danlatau dokumen elektronik yang memi!iki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. 

Sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 

tersebut di alas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mernbebankan kewajiban kepada 

Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatk:an keimanan, ketakwaan, dan akhlak: mulia. Undn.ng

Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme 

demokrasi harus met1didik masyarakat ke arah yang sejalan dengan Undang~ 

Undang Dasar. Ketentua.n dalarn Pasal27 ayat {3) UU ITE tersebut sangat sejalan 

dengan ketentuan Pasal28G ayat (!)dan ayat (2) UUD 1945 yakni perlindungan 

kehonnatan dan martabat rnanusia, pembebasan dari perlakuan yang 

merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan 

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap masyarakat yang 

meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 

Mahkarnah kernbali menegaskan bahwa perbuatan menghina atau 

mencemarkan nama baik orang lain. adalah tindakan yang bertentangan dengan 

pedindungan kehonnat:an dan artabat manusia, tindakan semacam jtu 

merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia yang beriman, bertakwa. 

dan berakhlak mulia takkan meJakukan penghinaan dan pencemaran nama baik 

terbadap sesamanya. Salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata 
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dengan dunia maya (cyberspace) adalah media yang digunakan, sehingga setiap 

komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiHki dampak bagi kehidupan 

rnanusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi 

dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya infurmasi dan dokumentasi 

elektronik juga dapat menimbu!kan drunpak negatif yang sangat ekstrim dan 

masif di dunia nyata. Oieh karena itu~ meskipun berat ringannya sanksi ada1ah 

wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep 

pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai 

penghinaan atau pencemamn nama baik sehingga konsepnya akan mengacu 

kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat. Perbedaan ancaman 

pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan 

penyebaran informasi melafui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan 

iuas, dan memiliki dampak yang masif. Bahwa pernbatasan-pembatasan yang 

dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak-bak dasar untuk 

mencari. mernperoleh, memilild, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang Jain untuk 

menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan 

dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang 

dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagat manusia yang 

dimuliakan oleh Sang Pencipta. 

Terhadap dalil Pemohon babwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan 

dengan prinsip~prinsip negara hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, 

salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan tcrhadap hak~hak asasi setiap 

orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU l'fE adalab untuk menjaga keseimbangan 
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antara kebebasan dan perlindungan individu~ keluarga, kehonnatant dan martabat, 

dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, bereks:pres:i, mengemukakan 

pendapat dan pik.i.."'l\n serta rnencari. memperoleh, memilild, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan infonnasi da1am suatu masyarakat demokratis. 

Keseimbangan tersebut diperlukan untuk. rnengliindarl terjadinya 01hukum rimba" 

dalam dunia maya (cyberspace) !<arena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat 

diselesaikan sebab _ tidak ada hukum yang mengaturnya, sebaga.imana 

dikemukakan oleh Geeta Anand, "the grawingpublic awareness of the internet is 

unwieldy and haotic side has led to calls for regulation and governance "219 

dimana setiap pengguna internet (m:tter)220 atau warga penggunajar!ngan internet 

(netizen) secara lciuasa boieh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan 

mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan inf-onna.si akurat, 

sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan Pemerintah dalam 

persidangan. Dengan demildan, sebagaimana di dalarn dunia nyata, kebebasan 

bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan 

yang bertanggung jawab. Mabkamab Konstitusi berpendapat. dalil Pemohon 

yang menyatakan bahwa minusan Pasa.I a quo bertentangan dengan prinsip-

prinsip negara huk:um, adalah tidak bera1asa.n. Terhadap dalil Pemohon bahwa 

rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalabgunakan, Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa, potensi penyalahgunaan justru lebih besar 

dilaknkan oleb pihak·pihak yang bermain di ranah dunia maya daripada 

penyalabgunaan yang dilakukan oleh penegak hokum dengan alasan babwa 

119 Terjemahan bebas: meningkatnya kesadaran masyarnkat akan internet dalam sisl buruknya 
telah melahirkan tuntutan bag! perlunya peratumn dwt penataan. 
220 Arsyad M Sanusi, Lvc.cit., hal. 24 
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keunggulan dalam dunia teknologi dan infonnasi yang ditandai dengan kecepatan 

da1am transfer data, infonnasi dan karakter yang sangat terbuka, serta hampir 

tanpa batas. Di sisi laln dapat juga menimbulkan dampak negatif ya.;.~ ekstrim 

apabila norma-norma hukum, norma-norma agama, dan nonna-norma moral 

ditinggalkan oleh para pengguna dunia maya. Oleh karenanya semakin tinggi 

kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula 

tuntutan kehati-hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat 

menangkal nilai-nilai negatif (se/j'cemorship) lretika berintemkai dengan pihak 

lawan interaksi. Undang-Undang a quo telah memberikan batasan sisi~sisi yang 

merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar bak-hak privasi orang 

lain. 

Terhadapa dalil Pemohon bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa perkembangan teknofogi infurmasi seperti internet dan 

sejenisnya, hanya rnerupakan alat bantu untuk mempermudah kehidupan rnanusia 

yang hidup dan sating berpengaruh dalam dunia nyata guna mencapai 

kesejahteraan umat manusia, sehingga fokus akhir dari pengaturan dan 

pembat:asan hukum in cruu undang-undang tersebut adalah untuk menjaga 

ketcrtiban hukum dalarn latu lintas interaksi manusla pada media siber yang 

secara langsung atau tidak langsung berakibat dalarn dunia nyata. Tindak pidana 

yang terjadi dengan menggunakan sarana dt.mia maya menyebabkan korban 

menderita untuk waktu yang lama dan dampak yang luas karena tidak adanya 

batas rua.ng dan rentang waktu, Setiap orang dapat membuka fitur-fitur yang 

dimuat di daiamnya kapanpun dan dimanapun. sehingga justru korban dari tindak 
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pidana di dunia maya-lah yang mengalami efek dalam jangka panjang, bukan 

pelakunya. Berrlasarkan pandangan terhadap nilai hukum di atas, maka daHl 

Pemohon tidak beralasan. 

Terhadap da!il Pemohon bahwa PIISIII 45 ayat (I) UU ITE 

tidakmernberika.n kepastian huk:um karena a.danya pertentangan dengan asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas- kelima, yaitu 

kedayagunaan dan kehasilgunaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud parla asas kelima 

tersebut hendaknya tidak dipandang secara sempit semata~mata , sebagai 

kedayagunaan da.; kehasilgunaan untuk melindungi kemerdekaan berbicara 

(freedom of speech) warga negara, melainkan asas tersebut seharusnya dipah<lmi 

dalarn maknanya yang lebih luas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk 

mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta mernberikatt kepastian hukum 

(legal certainty) daiam lingkup pemanfaatan teknologi komunikasi dan infmmasl 

Information and Communication Technology!ICT) untuk seluruh warga 

masyarakat. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat babwa ketentuan Pasal27 ayat (3) UU 

ITE, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 

28F UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berlwmunikasi dun 

memperoleh informasi u:ntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memillki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan iriformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia", tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas

bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar 
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kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1)221 dan ayat (2)222, serta Pasal 28! ayat (I) 

dan ayat (2) UUD 1945"'. Tentu saja pembawan terhadap hak asasi manusia 

yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dangan undang-undang. 

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat kemeniekaan pers tidak 

bisa dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik insan 

pers. tetapi adalah milik selurub rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setfap orang 

tennasuk insan pers unduk dan harus menundukkan diri pada prlnsip-prinsip 

demokrasi, keadiJan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, praktik 

kemerdekaan pers tidak dapat beijalan tanpa menghormati baik proses demokrasi 

ntaupun tanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukum. 

Dapat pula dikatakan babwa di dalam implement.asi kemerdekaan pers harns 

didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. prinsip keadilan) dan supremasi 

hukum. Kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur a quo, yaitu 

demokrasi, keadilan, dan suprernasi hukum.224 

n 1 PasaJ 280 UUD NRI Tilhun 1945 : Ayat (1): "Se!:iap ornng berhak ata.s perlindungan diri 
pribadi, ke!uarga., kehimnatan, martabat. dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 
berhak alas rasa aman dan perlidungan dari ancaman kttakuta.n untuk berbua1 atnu tidak berbua.t 
sesuatu yang merupakun hak asasinya'' 
2:u Pasal 2BG UUD NRI Tahun 1945 Ayat (2); "Setiap orong berhak untuk bebas dati penyiksaan 
dan perlakuan yang merendahkan derajat murtabat mnnusla dan berhak memperoleh sunka polilik 
dari negara lain" 
m Pasal 281 UUD NR1 Ta.hun 1945 : Ayat (J): ''Setiap orang wajib mengbormati hek ase.si 
manusia orang lain daOOn tenib kehldupan bermasyarlknt, betbangsa, dan bernegara." dan aya! 
(2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya. setiap orang wajib runduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang~undang dengan maksud semata~mata untuk menjamin pru~gakuan 
sert<l. penghonnata.n atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuotutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam su&tu 
mB.Syarakat demokrelis!' 
"-

14 Dalam konteks gagUSllfl demokmsi, kemerdekwm pers harus memberi wama dat1 makna 
sebagai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjndi tempat menyampaikan 
kritik dan informasi, Ruang bagi perbedaan pendapat tecsebut hanya ada apabila kemerdckaan 
pers lidak dibclenggu, tlMlun dengM tetap tunduk padahuk:um dan kode etikjumalistik. 
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Dengan kata lain, kemerdekaan pers dan demokrasi merupakan dua hal 

yang saling membutuhkan bahkan saling menghidupi. Kemerdekaan pers tidak 

boleh _ disaiahgunakan dengan mengatasnamakan kepentinga.n umum untuk 

menciderai demokrasi~ privasi, harga diri; dan kehormatan anggota masyarakat. 

Mahkamab Konstitusi bol])endapat bahwa balk DPR maupun Ahli yang diajukan 

Pemerintah telab menerangkan di depan persidangan Mahkamab babwa Pasa! 27 

ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya 

mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke 

dalam Undang~Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu 

adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karnkteristik yang 

sangat khusu.~. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 

ayat (3) UU a qua rnengenai penghinaan danlatau pencemaran nama baik. tidak 

bisa dilepaskan dari nonna hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang 

Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga 

konstitusionalitas Pasal27 ayat (3) UU ITE hams dikaitkan dengan Pasal310 dan 

Pasal 311 KUHP. 

Keberlakuan dan taE<ir alas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat 

dipisabkan dari norma hukum pokok dalam Pas a! 310 dan Pasal 311 KUHP 

sebagai genus delict yang mensyaratka.n adanya pengaduan (klacht) untuk dapat 

dituntut. harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 

27 ayat (3) UU ITE, sehingga harus dltali!irkan sebagal delik yang mensyan>!kan 

pengaduan (ldacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadi1an. 

Terhadap pennohonan lwan Piliang, akhirnya Mahkamah Kontitusi 

berkesimpulan bahwa I) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 
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untuk bertindak selaku Pemohon; 2) Mahkamah Konstitusi berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; 3) Norma Pasai 27 ayat (3) 

dan Pasal45 ayat (l) Undang-Undang Nomor ll T>hun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik ada!ah konstitusional dan tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia. dan prinslp~prinsip negarn hukum dan 

4) Dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hulrum. 

Sementara untuk pennohonan kedua yang diajukan oieh Edy Cahyono 

dkk, Mahkamah Konstitusi menyatakan petm.ohonan Pemohon tidak da.pat 

diterima. 225 Terhadap permohonan kedua in~ Hakim Konstitusi berpendirian 

berJaku prinsip ne his in idem, Hakim Konstitusi menimbang bahwa dengan 

pertirnhangan hukum yang sama dengan pennohonan Nomor SO !PUll-VI/2008, 

yang teiah diputus terlebih dahulu karena merupakan pennohonan yang 

diregistrasi lebih awal, oleh karena pasaJ, ayat, dan substansi Undang-Undang 

yang diuji adalah sama. maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dan 

arnar putusan yang tetah termuat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VJ/2008 

bertanggal S Mei 2009, menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan yang 

juga berlaku untuk Perkara Nomor 2/PUU-VW2009. Oleh karenanya, sekiranya 

Mahkamah akan menilai materi permohonannya. m~a Mahkamah Konstitusi 

akan memutus permohonan a quo menyat:akan menolak perrnohonan Pemohon 

untuk seluruhnya. Akas tetapi, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No 24 

m Jika Mahkamah Konstilusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang, maka. siapapun 
tidak: boleb mengajubm permolmnan pengujian Undang·Uml<mg balk scgi pcrnbuatannya ataupun 
segi matcri muatannya (subslansi matcrinya} dari Undang-Undang yang sama, yang pernah diuji 
dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. 
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Tahun 2003 tentang Mahkaffiah Konstitusi 226 maka pennohonan a quo harus 

dinyatakan tidak dapat diterima.227 Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

ada upaya hukwn laiijutan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersitttt final 

dan mengikat. 

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Iwan 

Piliang dan tidak menerima permohonan Edy Cahyono dkk, maka secara yuridis. 

Pasa1 27 ayat (3} Undang-Undang No 11 Talmo 2008 tentang lnfonnasi dan 

Transaksi Elektronik dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tetap berlakn. 

226 Pasel 60 Undang~Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkmnah Konstilusi: Terhadap mated 
muatan ayat, pasal, danlawt bagian dalam undang-undang yang telah dluji, tidak dapat 
dimohonkan pengujian kern bali. 
227 Mahkamllh Konstltusi, /.ac.cir. 
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ANALISIS HUKUM ATAS PENGUJlAN KONSTITUSIONALITAS 

PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO II TAIIUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

4.1. Analisis Kewenangan Mabkamab Koustitu.si 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk 

untuk menyandang peran sebagai Penga.wal (the Guardian) dan Pelindung (the 

Protector) konstilusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut 

paham demokrasi konstituslonal (constitutional democracy). Dalam 

kedudukannya yang demikian itu, rnaka tidak dapat dihindarkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi memainkan peranan yang penting dan bahkan secara 

hukum, memiliki superioritas legal tertentu dalam hubungannnya dengan 

lembaga-lemhaga dari cabang kekuasaan, seperti legislatif dan eksek.utif.m 

Kewenangan menguji (constitutional review) yang dimiliki dan 

dilaksanakannya meliputi semua produk: legislatif (leglslatif acts) yang 

rnerupakan perangkat hukum yang mempunyai keduduka.n tertinggi dalarn setiap 

sistem poHtik di bawah Undang~Undang Dasar. Kewenangan untuk melakukan 

pengujian kcnstitusional semacam ini hanya dipusatkan hanya pada satu-satunya 

Z2l Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pr:ngujian Koostitusitmal di Berbogai Negara, Jakana : 
Konstitusi Pres. 2006. Hal. 44 
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lembaga yang diberikan kekuasaan khusus sebagai penafsir konstitusi (the soul 

and the highest interpreter of the constitu/i(m).n9 Karena kedudukan dan peranan 

pengujian konstitusinalitas itu dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, maka di 

beberapa negara dibentuk lembaga tersendirl di luar cabang-cabang kekuasaan 

publik yang telah ada. Menurut catatan sejarah, Negaro pertama yang memiliki 

tradisi ini ada1ah Austria dengan membentuk Mahkamah Konstitusi 

(VervassungsgericiSllhoft) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung.'" 

Wewenang Ma.hkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai sesuatu hal 

yang baru dalarn perkembangan ketatanegaraan di Indonesia karena sebelum 

dibentuknya MK tidak ada satu lembaga atau badan apapun yang berwenang 

melakukan pengujian produk hukum yaitu undang-undang. Kehadiran MK 

mempunyai peran penting) yaitu. 

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman, berperan mendorong mekanlsme check and balances 
dalam penyelenggaraan negara; 

2. Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga konstitusionalitas 
pelaksanaan kekuasaan negara; • 

3. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan negara 
esejahtcraan Indonesia231

• 

Dasar pembeutukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia {MKRl) 

adalah Pasal 24 ayat (2) 222 dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian 

n& Jirnly Asshiddiqie, Pok.tik~Po!rok Jlukum Toto Negara indonesia Parco Rejirmosi, Jakarta:BIP, 
2007, hat 40 
nc Jiml)• Asshlrldiqie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Keteniuan 
Konslitusi, Undang-Undang dan Pcraturan dl 78 Negara, Jakarta; Pusat Stud[ Huk-um Tata 
Negara FakuiJas Hukurn Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hokum Tata Nega.ra dan 
Hukum Adminlstrasi Negara Iru:lonesia. 
Ul Irows.n Soerolijo, Jwnoi Kcmsdrus.i Vol. 2 Nomor3 (November 2005), Pasal50 UU MK dalam 
Putusan Judicial review di Mahkamah Konstitusi". Jakarta: MKRI), haL 90. 
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Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 

Ralcyat tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disabkannya dua pasa1 

ter.seb!lt, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan 

menjadi negara perta.rna pada abad ke~21 yang membentuk lembaga kek:uasaan 

kehakiman tersebut"3
• 

Pasal24C UUD 1945 menyatakon: (1) Mabkamah Konstltusi berwenang 

mengadiH pada tinglcat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk. 

menguji undang·undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangM 

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politi~ dan tnemutus perselisilum 

tentang basil pemilihan umwn. Ayat (2) berbunyi: Mahkamah Konstitusi wajib 

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

peJanggaran oleh Presiden dan!atau \Vakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar, Ayat (3) ; Ma.!-1kamah Kons:titusi mempunyai sembilan orang anggata 

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden1 yang diajukan masing~masing 

tiga orang oleh Mahka.mah Agungf tiga orang oleh Dewan Perwakiian Rakyat, 

dan tiga orang oleh Presiden. Ayat (4): Ketua dan Wakil Ketua Mabkamah 

Konstitusi dipiiih dari dan oleh hakim konstitusi. Ayat (5}: Hakim konstitusi 

harus memiUki integritas dan kepribadian yang tidak: terce~ adil, negarawan 

yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai 

:w Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyarakan: ''Kekuasaan k<=haldman dil<tkukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beroda di bawahnya dalam lingkung,an pcradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, linglrungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negam., dan oltb sebuah Mabkamah Konstitusi". 
rn Refly Harun, Zsinal A.M.Husein, Bisariyadi, Menjagti Derryut KonsJUusi, Jakarta: Konpres, 
2004,haL242 

Universitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



132 

pejabat negara. Ayat (6) ; Pengangkatan dan pember-hentian hakim konstirusi, 

hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 

undang-undang. 

Sesuai ketentuan UUD 1945 tetsebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai 

lima kewenangan yang sangat strategis~ yakni sebagai berik~4 ; 

a. Mengaji undang-undang terlladap UUD; 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 
c. Memutus pembubaran partai politik; 
d. Memutus perselisihan tentang basil pemilihan umum; 
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres Ielah 

melakukan pelanggaran huknm berupa pengkhianatan terhadap 
negara. korupsi, penyuapan, tindak pidana berat blinnya, atau 
perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan!atau Waki! 
Presiden tidak 1agi memenuhi syarat sebagai Presiden danlatau 
Wakil Presiden; 

Sebagai tfndak lanjut_ pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi di 

dalarn Undang-Undang Dasar, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

membahas pembentukan Undang-Undang mengenai Mahknmah Konstitusi. UU 

ini selesai disusun dan disahkan pada tangga1 13 Agustus 2003 menjadi UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi. Pada tanggal 13 Agustus 

2003 inilah yang disepaknti oleh hakhn komditusi menjadi waktu dibentuknya 

Mahbmah Konstitusi dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari 

Ulang Tahun Mahkamah Koll$titusi. 

SembUan hakim- konstitusi yang pertama kaJi dalam sejarah Indonesia 

ditetapkan pada tanggal 15 Agastus 20032
" dengan Keputusan Presiden Nomor 

134 Undong~Undaog Dasat Republik JnOOnesia Tahun 1945 
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147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpahjabatan kesembilan hakim dilakeken di 

lstana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati 

Soekarnoputri. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari u~l 

Dewan Perwakilan Rakyat, tiga hakim konstitusi berasal dari usul Mahkamah 

Agung, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber 

rekrutmen hakim konstitusi dad tiga cabang kekuasaan negara tersebut 

mencenninkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara 

tersebut di dalam tubuh Mehkamah Konstitusi sebagai lembaga pelak.<lana 

kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antarcabang 

kekuasaan negara yakei ekseketi~ legislatif, dan yudikatif'"' 

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham 

Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi. maka kedudukan tertinggi dalam 

negara Indonesia tidak Jagi Jernbaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu 

setiap lernbaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak 

dikena! lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lerobaga Tinggi Negara. 

Dengan demikian walaupun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk pada era 

reformas~ namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau 

sama dengan lembaga negara yang Jain yang telah ada sebelumnya, seperti 

Presiden, DPR, dan MPR serta Mahkemah Agung. Dengan kedudukan Mahamah 

Konstitusl yang sederajat atau sama dengan lembaga negara Jain dan adanya 

kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan 

m Ketua Hakim Mohkamah Konstitutusi untuk pertama k:olinya adlllah Prof Jimly Asshlddlqie, 
SH, MH. 
115 Jimly A:.'Shiddiqie, 2006, Konstirusi don Kcnstitusicmalisme Imloncsia, Jakarta Seljcn dan 
Kepaniteraan MK, bat 155 
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tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam 

memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara.zn 

Pasal24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mabkrunah Agung dan badan peradilan yang 

di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" Selanjutnya Pasal 24C ayat 

(!) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadlH pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final wttuk 

menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 

politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu". 

Tepat sekali langkah yang diambil !wan Piliang dan Edy Cahyono dkk 

untuk datang ke gedung Mahkamah Konstitusi memohonkan pengujian 

konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 1entang 

Informasi dan Transak:si Elek:tronik, sebab Mahkamah Konstitusi mernpunyai h.ak 

atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang~undang terhadap UUD 

yang juga didasarkan pada Pasal lG ayat (I) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi 1JR.Oleh karena objek permohonan pengujian 

undang-undang ini adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No ll Tatmn 2008 

tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan peraturan~ 

peraturan diatas. maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan 

mengadiH pennohonan pengujian konstituslonalitas Pasa1 27 ayat {3) Undang~ 

ul Ibid, haJ. 158 
XII Pasal 10 ayat (I) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi : 
"Mahkamah Konstitusi berwenang mcngadili pada tingkai pcrtama dan terakhir yang putusannya 
berSifat fmal untuk: (a) menguji undang~undang terbadap UUD 1945". 
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Undang No 11 Tahun 2008 tenlang lnformasl dan Transaksi Elektronik. 

Sembilan Hakim Konsttrusi sendiri pun berpendapat bahwa Mahkamah 

Konstitusi memilild kewenangan untuk itu. 239 Penulis berpendapat bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi ikhwaJ kewenangannya menguji Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No II tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

adalah sudah sangat tepat yakni sesuai dengan Pasal24 ayat (2) UUD NRII945, 

Pasai24C ayat (1) UUD NRll945. Artinya untuk putusan Mahkamah Konstitusi 

ikhwal kewenangannya ini tidak bertenta.ngan dengan konstitusi negara kita. 

4. 2. Aualisis Kedudukan Hukum PeDlohon 

Seta.r;jutnya Penulis akan menguji kedudukan hukum atau legal standing 

Pemohon permohonan pengujian konstitusionaiitas Pasal 27 ayat (3) Undaog

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai 

dari Pemohon pertama, Iwan Piliang hingga Pemohon Kedua. Edy Cahyono dkk. 

Iwan Piliang. lewat kuasa hukumnya, mengklaim bahwa dirinya memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang 

karena terdapat keterkaitan sehab akibat (causal verhand) secara langSung, 

sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tenlang 

lnfonnasi dan Transaksi Elektronik, dengan profesi Pemohon selaku jurnalis 

yang dalam ak:tifitasnya menggunakan juga medium internet sebagai media 

alternatif. 

119 Mahkamah Konslitusi, Loc.cir. 
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Sementara itu, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, dan Amrie Hakim 

memberikan argumen bahwa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. mereka 

berhak mempuny~i. menerim~ dan menyebarluaskan informasi melalui seluruh 

media dan saluta.i komunikasi yang tersedia kepada orang lain dan/atau 

masyarakat secara kesuluruhan. Dalam melakukan hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya pada umumnya, mereka menggunakan media internet sebagai 

sarana untuk mengirim, menerima.. mengolah, mempergunakan, dan 

menyebarluaskan infonnasi, karena sifat penggunaan internet yang mudah, 

murah. cepat, dan bersifat massal. Karenanya mereka bertiga sudah memenuhi 

kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon "Perorangan warga negara 

Indonesia" dalarn rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 

sebagaimana ditentukan daiam Pasal 51 huruf c UU MK. Karenanya, para 

Pemohon I sarnpai dengan m memiliki hak dan kepentingan hukurn mewakili 

kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) 

UU ITE. 

Demikian halnya dengan AHansi Jurnalis Independen, Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum Pers, 

PBHI adalah pemilik situs yang beratamat di http://www.pbhi.or.id dan secara 

teratur melakukan publikasi tent.ang kegiatan advokasi yang dilakukan oleh PBHI 

IV mela1ui situsnya. 

Begitu pula halnya dengan Aliansi Jumalis Independen mengklaim bahwa 

dirinya juga mempunyai legal standing untuk menjadi Pemohon pengujian 

konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, AJl memiliki visi .. terwujudnya pers bebas, 
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profesiona1, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi", dan menjadi 

pemHik situs yang berlamat di htto://www.aliindonesia.org yang secara teratur 

melakukan publikasi tentang kegiatan advokasi- lewat situs yang_ beralamat di 

http://www.lbhpers.org yang secara teratur melakukan advokasi terhadap isu 

kriminalisasi pers dan pemberangusan serikat pekelja pers yang dilakukan oleh 

LBH Pers melalui situsnya. Karenanya, PBHI, An dan LBH Pers mengklaim 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian 

undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan 

disahkannya UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat (3), sehingga menyebabkan 

hak konstitusional para Pemohon IV sampai dengan VI berpotensi dirugi.kan, 

Menurut Pasal 51 ayat (I) Undang-Undang Nornor 24 Tahuo 2003 

tentang Mabkamab Konstimsi (Ull MK). Pemobon adalab pihak yang 

mengang:gap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diruglkan oleh 

berlakunya undang-undang. yaitu: 

1, Perorangan warga negara Indonesia; 
2. K.esatuan masyarakat hukum adat sepanjang masib hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur daiam undang~undang; 

3, Badan hukum publik atau privat; 
4. Lemhaga Negana.240 

Kedudukan Pemohon diatur berdasarkan Pasal 3 huruf a eraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK./2005 tentang Pedoman eracara Dalam 

Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbuoyi sama engan Pasal 51 huruf a. 

sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nornor 006/PUU-ID/2005 hlngga saat ini1 

telah menjadi pendirian Mabkamab Konstitusi babwa uotuk dapat dikataklln ada 

l«~ PasaJ 5la.yat (I) Undang-Unrlang Nomor24 Tahun 2003 tenlang Mahkama.h Koruaihlsi 
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kerugian hak. dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (I) UU Mahklllllllh Konstitusi yang horus dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 
diberlkan oleh UUD 1945; 

b. Hak dan/ar.au kewenangan konstitusional tersebut. dianggap teJah 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohoakan 
pengujian; 

c, Hak dan/atau kewenangan tersebut hams bersifut spesifik (khusus) 
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan teljadi; 

d. Adanya hubungan sebalrakibat (causal verband) antara kerugian 
dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan 
pengujian; 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 
maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi 
terjadi.241 

Hakim Konstitusi telah memberikan putusan bahwa Iwan Piliang, Edy 

Cahyono, Nenda Inasa Fadbilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, AHans.i JumaHs Independen dan Lembaga Bantuan 

Hokum Pers memHiki kedudukan hukum (legal &tanding). Penulis berpendapat 

bahwa putusan majeHs Hakim Konstitusi mengenai legal standing ini sudah 

tepat, sesuai dengan Pasal51 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang 

Mahkarnah Konstitusi. !wan Piliang, Edy C.hyono, Nenda !nasa Fadhiluh dan 

Amrie Hakim masuk dalarn kategori huruf a Pasal 51 ayat (I) Undang-Undang 

No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni "Perorangan wa:rga 

negara Indonesia. Sementara PBHI, All, dan LBH Pers masuk kategori "Badan 

hukum privat" . 

241 Mahk:atnah Konstitusi, Luc.dt 
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Dalam hal legal standing ini, Penulis tidak sependapat dengan argumen 

Pemerintah ketika memberikan tanggapan bahwa Para Pemohon tidak memilikl 

legal standing untuk menjadi Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasai 

27 ayat (3) UU ITE. Pemerintah mepertanyakan kepentingan para Pemohon 

apakah sudah tcpat sebagai pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas lreberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, juga 

apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat 

(causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang~undang yang 

dimohonkan untuk diuji. 

4.3. Analisis Materi Putusan Mahkamah Konstihtsi 

Terrlapat dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian 

konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentaog 

Infunnasi dan Transaksi Elektronik. Putusan pertama adalah putusan Mahkamah 

Konstitusi Nom or 50/PUU-VI!2008 yang memutuskan pennobonan yang 

diajukan oleh Iwan PiHang. Putusan kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 

No Nomor 2/PUU-VIl/2009 menjawab permohonan yang diajukan oleh Edy 

Cahyono, Nenda !nasa Fadhilab, Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers. 

Meskipun terdapat dua putusan yang berbeda, namun sejatinya Mahkamah 

Konstitusi memiliki alasan-a.lasan hukum yang sama untuk kedua permohonan 

terse but 
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Penulis akan menganalisis dalil-da\il hukum yang disarnpaik:an 

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa poin merujuk pada Putusan Mahkamah 

Kon,titusi atas pangujian konstitusionalitas Pasal27 ayat (3) Undang-Undang No 

11 tabun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni hal-hal 

mengenai: 1} Katakteristik internet (cyberspace), 2) delik penghinaan di cyber 

space, 3) pembatasan hak asasi manusi~ dan 4) kebebebasan berekspresi dan 

kebebebasan pers. 

4.3,1. UU ITE dan Karakteristiklnternet (CyberSpace) 

Dunia siber atau cyher space adalah sebuah konstruksi maya yang 

diciptakan oleh kornputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak yang 

berfungsi sebagai berikut: (I) aktualisasi diri; (2) wadah bertukar gagasan; dan 

(3) sarana penguatan prinsip demokrasL Manusia dapat rnasuk ke dala.m sistem 

data dan jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan 

bahwa mereka. benar·benar teJah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki 

keterikatan sama sekali dengan realitas-realitas fisik. Oleh karena itu aktivitas

aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu: (1) mudah. (2} penyebarannya 

sangat cepat dan meluas yang dapat diakses o1eh siapapun dan dimanaptm, dan 

(3) dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi penghinaan danlatau 

pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa 

karena merniilki corak vik:tirnisasi yang tidal< terbatas. Dengan memahami 

hakekat dunia siber beserta karaktemya, maka diperlukan pengaturan terSendiri 
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untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknoJogi informasi, yang 

dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejabatan.z4:z 

Kemajuan yang begitu pesat di bidang, teknoJogi infonnasi telah 

memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia infonnas1 dan 

tNlnsaksi e1ektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu 

dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kernanusiaan tetapi di sisi yang 

Jain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan.243 Kemajuan di bidang 

infunnasi dan transakSi elektronik te\ah menempatkan manusia dalam posisi yang 

makin paripurna dalam mengemban misi kekhaUfahan di muka buml tetapi juga 

dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika 

penggunaan Informasi dan transaksi elektronik dlmanfaatkan secara tidak 

bcrtanggung jawab dengan menyerang kehonnatan dan nama bail< orang lain. 

Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada 

hukum yang mengatur dan bersifilt memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut 

akan membunuh masyarak.at djmana kejahatan itu bera:da. Akan tetapi, membuat 

ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan 

perka.m yang mudah, sehingga diperlukan perubahan paradigma model hukum 

responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber 

(cyberspace). 2« Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas 

yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan huknm tradisional 

memerlukan hukum responsif. sebab Pasai~Pasal tertentu da1am KUHP dianggap 

Mahkamah Konstitusi, Lcc,cit 
2~) Georges Chatillon, Internet InlemationaJ Law, Paris: Bruylant. 2005, hal.54 
244 Dorothy E. Denning and William E.Baugh,Jr, Hiding crimes in cybersp«e, Dalam 
"Cybercrinre: law enforcemem. sECUrity rmd surveillance in the infDrmaticm age '• edited by 
Douglas Thomas & Brian D.Laader 
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tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul 

akibat aktivita.s di dunia maya. 

Mesldpun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara ':irtual, 

namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup 

di dunia nyata (reoVphysical world/45
• Oleh korenanya, sebagaimanll halnya di 

dunia nyata. aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (cyberspace) pun tidak 

dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan 

pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai 

kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan 

kekuasaan~kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang 

semata-mata untuk menjarnin pengakuan serta penghonnatan yang !ayak atas 

hak-hak dan kebebasan-kebebasa.n orang lain246
• Pelaksanaan hak-hak baik di 

dunia nyata (real/physical world) maupun dalarn aktivitas pemanfaatan teknologi 

informasi dalam dunia maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan 

keadllan dalam masyarakat apabila tidak: terdapat harmoni antara hukum dan 

teknologi infonnasi~ yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum 

yang melindungi hak-hak masyarakat 241
• Dari penjelasan di atas, Mahkamah 

dibadapkan pada dua kepentingan hukum yaltu antara melindungi kebebasan 

berbicara~ menyampaikan pendapat dengan lisan dan tullsan. dan kebebasan 

berkomunikasi dan memperoleh infonnasi sebagai hak..flak yang bersifat hak~hak 

konstttusional (constituti<mal rights) warga negara, berhadapan dengan hak-bak 

l-1} Lawrence Ulssig, Code and Qt/rer Jaws of(,.'ybtrspace, New York: Basic Books, hal.24 
246 lan Walden, Computer Crimes and Digifatal ltwestigation, New York Oxford University 
Press, 2007, hal. II 
::t? /hid, hal.25 
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dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik 

orang lain. 

Revolusl daJam bidang teknologi informasi telah memberilcan 

sumbangan besar bagi selurub Jini kehidupan manusia. ReaHtasnya, tidak dapat 

dipungkiri kemajua.n yang begitu mencengangkan tersebut di satu sisi membawa 

rahmat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain membawa laknat bagi 

kemanusiaan. Kemajuan di bidang infonnasi dan transaksi elektronik telah 

menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam meogemban 

misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan 

posisi kemanusiaan pada titik terondah ketika pemanfaatan tek:no!ogi informasi 

dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan hak-hak di dunia nyata 

(real/physical world), maupun dalam dunia maya (cyberspace) beresiko dapat 

mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat 

konvergensi atau titik temu (aanknopingspunten) maupun harmoni keterpaduan 

antara hukum dan teknologi infonnasi~ yaitu tidak adanya pengaturan dan 

pembatasan oleh hukum yang melindungi hak:-hak masya.rak:at; 

American Herritage Dictionary mendefinisibn cyberspace sebagai "the 

electronic medium of computer networks, in which online communication takes 

place " atau media elektronik jaringan komputer dimana komunikasi online 

terjadi. "Disimpulkan dari pengertian tersebut, Petrus Reinhard Golose 

mengemukakan bahwa dengan adanya internet, komunikasi antar manusia dapat 

teljadi secara online dan tanpa eksistensi fisik yang rawan a.kan penyalahgunaan 

dan dapat melahirkan berhagai hantuk perbuatan hukum haru ataupun kujahatan 
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dengan metode baru yang sebeiumnya belum pernah ada)'. 248 Donn B. Parker 

memberikan definisl mengenai penyalahgunaan komputer : "Computer abuse is 

broadly defined ta be any incident associated with computer technology in which 

a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or 

could have ga;n" 249 
, dan diteljemahkan oleh Andi Hamzah 

sebagai "penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagat suatu 

kejadian yang berhubungan dengan teknologi k:omputer yang seorang korban 

menderita atau akan te!ah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja 

mempero1eh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan•ilso.Kejahatan 

dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok. 

yaitu : 1) Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasl 

sebagai alat bantunya. Contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor 

kartu kredit curian melalui media internet; 2) Kejahatan timbul seteJah adanya 

internet. dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya. Contoh 

kejahatan ini ialah perusak situs internet (cracking), pengirlman virus atau 

program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer. 

Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan 

Inmformatika Cahyana Ahmadjayadi 251 menyebutkan bebetapa ka:rakteristik 

internet atau cyber space. Pertama, mudah untuk dimuat dalam media yang 

zu Petrus Reinhard Gt:>lose, 12 Apri12007, Penegakan lfuiwm Cyber Crime dalam Sistem Hukum 
Indonesia dalam Handout Seminar Petnbuktian dan Penangaoao Cyber Crime di Indonesia, 
FHUI, '"'""'"Him. 8 
14 ~ Donn B.Parker, t976, Crime by Computer, Hlm.l2 
1~ Andi Hamzah, 1993, Hukum Pidanayong herkoitan dengan lwmputer, Sinar Grafika Offset, 
Hlm. 18 
251 Wawancara dengan Direktur .kmderal Aplikasi Teiematika Cah}'!Ula Ailmadjayadi, pada 
te.ngg<~l IO Juni 2009 
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menggunakan sarana elektronik atau siber. Kedua, penyebarannya sangat cepat 

dan meluas dalam dtlnia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan 

dimanapun is berada, di dalam wilay~h Indonesia dan di negara lain di luar 

wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan.Ketiga, 

daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

dengan menggunakan media elektronik sangat Iuar biasa karena memiliki corak 

vUctimisasi yang tldak. terbatas. Hal ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan 

dalam media plakat, tuJisan dik:ertas, dalam surat yang dikirimkan1 atau di media 

koran (yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan harus 

membelilberiangganan); Keempat. memiliki daya rusak yang efektif terhadap 

seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan.latau 

pencernaran nama baik rnelalui media elektronik (slber)i Kellma. media 

elektronik (siber) okan dapat dipergunokan sebagai pilihan yang paling efektif 

bagi orang yang bemiat melakukan tindak pidana penghinaan danlata.u 

pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya. 

efektifuntuk mencapai tujuan. dan mudah untuk rnenghapuskanjejak atau barang 

bukti, tempi jika didownload a tau di cqpy serta dimuat dan disebarkan oleh p!hak 

Jain menjadi tidak bisa/suHt diliapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat 

penyimpanan. apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam file 

computer pribadinya. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Edmon 

Makarim menyebutkan karak:teristik internet, antara lain anonymity atau 

pseudonfmity, Maksudnya adalah setiap orang dapat menggunakan nama lain 

selain nama diri yang sebenamya. Oleh karena itul sangat besar kemungkinan 
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subjek hukum yang melakukan transaksi dan/atau interaksi yang dilakukan dalam 

dunia maya sulit untuk diketahui. Dengan kata Jain, setiap orang dapat 

menyalahgunakan kebebasan yang diperolehnya secara sistematis sebagai 

konsekuensi pola komunik:asi di internet yang tidak dapat mewajibkan setiap 

orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Dengan demikian~ perbuatan 

penghinaan danlatau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet) 

dapat dengan mudah dilakuk.an, sementara pelakunya sangat suJit untuk diketahui 

dan ditelusuri. Jika seseorang melak:ukan penelusuran sendiri terhadap hal 

tersebut maka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan 

perlindungan privase52
• 

Karakteristik lainnya adalah internet bersifat ubiquitouiJJ dimana 

penyampaian informasi dapat diJakukan secara instan Cseketika'), borderless 

(tidak terbatas ruang dan waktu), multiplicative (berlipat ganda}, dan tersimpan 

permanen, sehingga internet dapat menjadi sarana penyebaran infonnasi yang 

menimbulkan dampak yang sangat luas dan tidak terbatas. 254 Hal ini tentunya 

sangat merugikan bagi setiap orang yang dihina atau yang nama baiknya 

dicemarkan.Untuk menelusuri, mengungkapkan, atau mencari siapa pelakunya 

hanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab aparat penyidik. Dalam hal 

lni proses peneJusuran untuk menemukan siapa pelaku tersebut juga memerlukan 

keahllan dan kemampuan tertentu, khususnya. keahlian dan kemampuan dalam 

hal perolehan dan penanganan bukti digital (digital evidence). 

:m. Korea Informalion Society De-velopment Institute, Consulraiion on Grand Design q{ 
IndonesJa'sCyber faw,2006, haLI7 
m UblquitciOS artinya any time any where, kapan S<!j!l dan dimana saj:a. 
'H

4 Lawrence Lessig. Op.cit, hal.9 
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4.3.2. Analisis delik pengbinaan dan/atau pencemaran nama baik pada UU 

ITE 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mesldpun setiap orang 

mempunyai hak untuk berk:omunikasi dan memperoleh infonnasi, tetapi tidak 

menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi tidak melanggar bak-hak orang lain untuk 

mendapatkan perlindungan diri pribadi, kelua.rga, kehormatan, martabat. dan 

nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk 

mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama 

Pemerintah, antara lain dengatl menuangkannya dalam Undang-Und~:s untuk 

mencipt.akan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan 

diri pribadi) keJuarga~ kehontUltau, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan 

Pasai tersebut hanya membatasi terhadap siapa saja yang "dengan sengaja" dan 

"tanpa hak" untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan danlatau membuat 

dapat diaksesnya Infurmasi Elektronik dan!atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan danfatau pencemaran nama baik. 

Unsur dengan seng'!ia dan tanpa hak merupakan salu kesatuan yang 

dalam tataran penernpan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. 

Unsur .. dengan senga:ja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan 

"mengetahui"' secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata 

lain, pela.ku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan 

"mendistribusikan" dan/atau "rnentransmisjkan" danlatau "membuat dapat 

z» Vide Pasnl28l ayat (4)dan ayat (5} UUD 1945 
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diaksesnya infonnasi elektronik dan!atau dokumen elektronik" adalah memiliki 

muatan pcnghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak 

merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan 

untuk mencegah orang melak:ukan perbuatan mendistribusikan dan/atau 

mentransmlsikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen eiektronik: yang memilik.i muatan penghinaan danlatau 

pencemaran nama baik. 

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 

1945 tersebut di atas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 membebankan kewajiban 

kepada Pemerintah untuk rnengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

mulia. Undang- Undang sebagai produk politik dan hukwn yang dibasilkan 

melalui mekanisme demokrasi harus mendidik masyarakat ke arah yang sejalan 

dengan Undang-Undang Dasar. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

tersebut sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (I) dan ayat (2) UUD 

1945 yakni perlindungan kehonnatan dan martabat manusia, pembebasan dari 

perlakuan yang merendahkan derajat dan rnartabat manusia, serta bersesuaian 

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap 

masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan~ dan akhlak muHa. 

Perbuatan mengh.ina atau mencemarkan nama baik orang lain1 adaiah 

!.indakan yang bertentangan den'gan perlindungan kehormatan dan martabat 

manusia~ tindakan semacam itu merendahkan defi\iat dan martabat manusia. 

Manusia yang berimtm, bertakwa dan berakhlak mulia takkan melak:ukan 

penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya. Salah satu 
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perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (cyberspace) 

adafah media yang digunakan. schlngga setiap komunikasi dan aktivitas melalui 

internet akan memiliki fiampak bagi kehidupan mantL.;;ia dalam dunia nyata, 

rnisalnya melalui transfer data, melalui distribusi danlatau transmist dan/atau 

dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan 

dampak negatif yang sangat ek:strim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, 

meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang~ 

konsep pemidanaan dalam UU ITE rnerupakan delik yang dikualifikasi sebagai 

penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu 

kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat Perbedaan ancaman 

pidana antara KUHP dengan UU lTE adalah wajar karena distribusi dan 

penyebaran infurmasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan 

luas, dan memiliki dampak yang masi! Bahwa pembatasan~pembatasan yang 

dilakukan oleh Negara tidak da!am rangka mengurangi hak-hak dasar untuk 

mencari, memperoleh, memilild, menyimpan, mengolah, dan menyampaika.n 

infurmasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang Jain untuk 

menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan 

dirinya, keluargaoya.. serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang 

dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang 

dimuliakan oleh Sang Pencipta. 

Penulis berpendapat bahwa penyusun UU ITE telah mempertimbangkan 

perkembangan dan kemajuan Teknologi Infurmasi yang demikian pesat yang 

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang yang secara Jangsung teJah mempengarubi lahimya bentuk-bentuk 
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perbuatan hukum baru sehingga perlu pula dilakukan pengaturan tersendiri (sui 

generis) dan tetap meJUunjung tinggi prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada 

tennasuk yang dimuat dalam KUHP. K!irenanya, Penulis sepakat dengan 
' 

Mahkarnah Konstitusi bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE songat diperlukan 

keberadaannya karena disamping keberadaan Pasal 310 dan 311 KUHP, !<arena 

pengaturan di dalarn UU ITE yang menggunakan media lnformasi 

Elektronik/Intemet memilild karaterlstik yang sangat khusus dan borderless serta 

dapat menyebarkan Infonnasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan 

demikian per1u diatur tersendiri (sui generis). 

Delik penghinaan danlatau pencemaran nama baik sebagai delik umum 

bukanlah scsuatu yang baru !<arena pengaturannya selain terdapat dalam K UHP, 

juga merupakan general principle of la-.v yang diakui secara universal 

keberadaannya. Dougan demikian, kebaradaan pasal ini dalom UU !1E 

meropa.kan ketentuan sui generis sehubungan dengan berkembangnya tnstrumen 

bam berupa teknologi informasi dan kornunik:asi yang memiliki sifat eskalatif 

berdaya jangkau global yang akan tersimpan dan dapat diakses secara luas di 

jaringan virtual berbasis teknologi infurmasi. Seperti juga dikatakan oleh 

Pemohon bahwa media internet seperti pedang bermata dua, disamping 

rnemberikan kemaslahatan juga dapat dijadikan sebagai sarana perbuatan 

melawan hukum sehingga keberadaan UU ITE menjadi mutlak dipedukan untuk 

menjadi dasar pemanfaatan Teknologi Informasi seka!igus sebagai payung 

hukum untuk mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta 

pelanggaranpelanggaran tindak pidana teknologi informasi (eyber crime). 
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Penulis sependapat dengan Dr Mudzakki:r yang mengatakan bahwa 

perbuatan pokok yarJg dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah 

"penghinaan01
• Tidak ditemukan definisi penghinaan daJarn penjelasan pengcrtian 

dimuat da!am Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP yang rnemuat arti 

beberapa istilah yang dipakai dalam KUJ:ll>. Namun demikian, melalui tafsir 

sisternatik, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari perumusan 

unsur--unsur tindak pidana penghinaan dalam KUHP. yaitu "menyerang 

kehotmatan atau nama baik seseorang". Sifat khusus dari penghinaan a tau 

bentuk-bentuk berupa: pencemaran 256
, pencemaran tertulis 2'$

7 ~ fitnah 258 
, 

penghinaan ringan259
, pengaduan fitnah260

, persangkaan paisu261
, dan penghlnaan 

terhadap orang yang sudah mati262
• Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau 

ditegakkan dalarn pasal-pasai penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI 

KUHP adalah "kehomtatan atau nama baik orang di mata umurnlpublik", 

4.3.3. AnaUsis Pembatasan Hak Asasi Manusia Lewat Pengaturan Pasal 27 

ayat (3) lJlJ ITE 

Globatisasi di bidang politlk: tidak ter!epas dari pcrgerakan hak asasi 

manusia (HAM). transparansi1 dan demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi 

dalam pergerakan HAM) Indonesia harus menggabungkan instrumen~instrurnen 

HAM intemasional yang diakui oleh negaranegara dunia dan telah pula 

lS(; Pasal310ayat(1) KUHP 
m f'asat 310 ayat (2) KUHP 
:<>e l>asal 311 KUHP 
n~ Pasal 315 K UHP 
lM Pasal311 KUHP 
161 Pasal 318 KUHP 
161 Pasal320danPasal321 KUHP 
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dir.a.tifikasi oleh Indonesia dalam hukwn positif sesuai dengan kebudayaan 

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak 

perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah~ doktrin, dan wawasan bangsa 

lndones:~ baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang 

berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara :fragmentasi moralitas 

sipH1 moralitas komunal, maupun moralltas institusionai yang saling menunja.ng 

secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribad~ sebagai makhluk 

sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat 

kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

Penghargaan terhadap hark:at dan martabat kemanusiaan tidak bo1eh 

tercederai oleh tindakan~tindakan yang mengusik nilai-nilai kernanusiaan melalui 

tindakan penghinaan dan!ata:u pencemaran nama baik. Penulis. sangat sepakat 

dengan Mahkamah Konstitusi ketika mengatakan "mendengung..dengungkan 

nHai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi it.u sendiri pada 

titik terendah dan itulah saat kematlan demokrasi yang diagungkan itu, 

karenanya., konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi~ keJuarga, kehorrnatan, marrabat, dan harta benda. yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan periindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi • .2t!i:t. 

m VidePasal28Gayat(l)UUD 1945 
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Masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-n1!ai yang 

memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat 

disimak dari Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (/JDHR), Pasal 17 

dan Pasal 19 International Cave1111nt on Civil and Political Rights (ICCPJI), 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi 

manusia sebagai seperangkat hak yang meiekat pada hakekat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajih dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping 

diatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewa.jiban dasar 

manusia. .. yang dimakoai sebagai seperangkat kewajiban yang apablla tidak 

ditaksanakan. tldak: memungldnkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. 

Dalam undang-undang tersebut diann mengenai hak. berkomunikasi dan 

memperoleh infbrmasi~ hak mencari. memperoleh, rnemiliki, menylmpan1 

mengolah dan menyampaik:an infotmasi dengan menggunakan segala jenis sarana 

yang tersedia264 

Penulis berpendapat bahwa kebebasan berekspresi~ berbicara, 

mengeluarkan piklran dan pendapat adalah salah satu pilar demokrasi. Akan 

tetapi. tatkala kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral 

dari para blogger maka yang terjadi justrn kontra demokrasi seperti kebohongan 

264 Vide Pasal14 ayat (I) dan ayal (2) UUNomor 39 Tahun 1999 
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publik, pelanggaran asas praduga tidak bersalah dan sebagainya. Kebebasan 

berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai perwujudan 

kedaulatan ra.kyat di lndonesif!J~dalah berdasarkan rinsip demokrasi, keadilan dan 

supermasi hukum. Hal ini berarti bahwa kebebasan tersebut tidak dapat 

dilaksanak:an hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik para blogger, 

tetapi adalab milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, para blogger di 

dalam berinteraksi di blog mereka tetap tunduk dan harus menundukkan diri pada 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dM supremasi hukum. Dengan kata lain, 

kebebasan tersebut tidak dapat berjafan tanpa mengbormati proses demokrasi 

maupun tanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukurn, 

Dapat pula dikatakan bahwa di dalam implementasi kebebao:;;an tersebut harus 

ditiupkan dan dihidupkan pula di dalamnya roh prinsip kedaulatan rakyat prinsip 

keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan tersebut tidak dapat ditepaskan dari 

tlga unsur tersebut., yaitu: demo!crasi, keadilan dan supremasi hukum. Hal ini 

sejala.n pula dengan keterangao tertulis yang disampaikan ahli Pemohon. Prof. 

Willem Frederik Korthals Altes,. yang pada pokoknya menerangkan bahwa di 

negeri Belanda pun dikenal adanya pemba.tasan oJeh otoritas pubJik us terhadap 

kebebasan menyatakan pendapat, pembatasan mana dianggap perlu daiam 

rnasyarakat demokratis untuk kepentingan hak-ha.k dan nama baik orang lain. 

Bahkan, diterangkan pula bahwa terhadap seseorang yang meJakukan perbuatan 

pencema..ran nama balk dengan bantuan internet adalah dapa.t dituntut atau 

dihukum. Lebih lanjut, Prof. Willem Frederik Korthals Altes rnernberikan 

w: Lembaga eksekutif maupun lcgislatif 
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ilusrrasi salah satu putusan Hoge Raad bulan Maret Z009 yang membebaskan 

seseorang dari tanggung jawab pidana atas pencemaran nama balk terhadap 

sekelompok orang atas dasar orientasi keagamaannya. Pertimbangan hukurn~ 

Hoge Raad dalam perkara tersebut adalah karena pencemaran nama baik tersebut 

hanya mengkritik institusl, bukan orang per orang/individu166
• 

Dalam konteks gagasan demokrasi, kebehasan berekspresi, berbicara, 

mengeluarkan pikiran dan pendapat harus memberi wama dan makna sebagai 

sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat,. tempat menyampaikan kritik 

dan infonnasi. Ruang bagi perbedaan pendapat tersebut hanya ada apabila 

kebebasan berekspresi. berbicara, mengeluarkan plldran dan pendapat tidak 

dibelenggu, namun dengan tetap tunduk pada prinsip-prlnsip moral yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan tersebut dan 

demokrasi merupakan dwi tunggal yang saling membutuhkant bahkan sating 

menghidupi kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan 

pendapat tidak boleh menjadi pisau untuk membunuh privasi. harga diri dan 

kehormatan anggota-anggota masyarakat; demikian pula, demokrasi tidak boleh 

menjadi plsau untuk membunuh kebebasan berekspresi, berbica.ra, mengeluarkan 

pikiran dan pendapat. 

Kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat 

bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena kebebasan yang sebebas-

bebasnya dapat menggiring peJaksamtnya menjadi sebuah supra kekuasann yang 

tidak tersentub oleh siapa pun. Dalam hal ini, UU ITE tidak dimaksudkan sebagai 

2!>6 Hage Raad mcngakui bahwa pencemaran nama bai:k yang menyerang nama bai:k dan 
kehormatan orang per orang adal<ili dapal diluntul atau dijaluhi pidana. 
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perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicara, 

mengeluarkan pikiran dan pendapat, me!ainkan untuk menjaga agar kebebasan 

tersebut tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan, 

Di da!am pasa! yang diuji, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan 

"siapa saja, yang tanpa hak, dengan sengaja", Ketiga unsur tersebut diyakini 

tidak akan mengganggu yang tidak tersentuh oleh siapa pun, Dalam UU ITE 

kebebasan para penggunalpengelo!a web b/og atau blog, komunitas [acebook, 

mi/is dan sebagalnya, sepanjang kenteksnya masih dalam ranah publlk, tidak 

mengganggu privasi seseorang, maka komunitas~komunltas dunia siber tersebut 

akan tetap memiUki kemerdckaan untuk melakukan kontrol sasial. 

4.3.4. UU ITE dan Kebebasan Pers 

Harus disadari bahwa satu esensi dernokrasi adalah kebebasan 

berkomunikasi dan memperoleh infonnasi melaJui segala jenis saluran yang 

tersedia. Kebebasan brkomunikasi dan memperoleh infonnasi adalah darah hidup 

demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa "demokrasi adalah komunikasi". 

Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa melalui pertuk:aran 

infonnasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran akhimya akan terbukti 

dan kepalsuan akhirnya akan terkalahkan. Berangkat dari pemikiran tersebut. 

maka kebebasan berkomunikasl dan memperoJeh infonnasi, berpendapat. 

mengeluarkan ide dan gagasan, berkorespoodensi dengan pers adalah media 

komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi 

menempati posisi sentral; mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran 
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dernokratis tidaknya sualu sistem polltik, Kebebasan pers dalam sistem 

demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya,. seperti 

kebebasan untuk berekspresi dan bertukar infonnasi. Dalam sistem politik 

demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana infonnasi bagi masyarakat. 

dan demokrnsi hanya akan berjaian efektif jika warga negaranya: memperoleh 

akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meliputi media cetak.. media 

elel1ronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan. Oteh karena itu kebebasan pers harus 

diorlentasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang 

atau kelompok tertentu. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers~ dinyatakan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan 

opini dengan menghonnati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat 

serta asas praduga tak bersatah. Selanjutnya Pasal 6 butir C UU Pers, Pers 

nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 

akutat, dan benar. Hal ini sejalan dengan Pasa1 3 dari Surat K.eputusan Dewan 

Pers Nomor 03/SKDP/llll2006 tentang kode etik jumalistik yang menyatakan 

bahwa wartawan Indonesia se1alu menguji informasi, memberitaka.n secara 

berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghak:imi serta 

menerapken asas praduga tak bersalah. 

Berdasarkan Undang~Undang Pers~ seseorang wartawan teiah dHindungi 

oleh hukum karena Ielah meiakukannya dengan baik yakni menjalankan hak 

pemberitaan dalam rangka tugas jumalistiknya untuk memenuhi hak mengetahui 

masyarakat sesuai dengan kaidahjuma.Jistiknya, Penulis sepakat dengan pendapat 

Universitas Indonesia 

Analisis Hukum..., Ferdinandus Setu, FH UI, 2009 



158 

Mahkamah Konstitusi bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidaklah 

tepat dikatakan mengancam kebebasan Pers. Selain itu dalam Pasai28C ayat (l) 

UUD 1945 jel,s., dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghonnati hak asasi 

orang lain dalam tertib kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Kernudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan 

kebeba.sannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjarnin 

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimhangan mora~ nilai~nilai 

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Keberadaan UU Pers dan kode etik jumalistik juga sejalan dengan apa yang telah 

diatur daben Pasal28J ayat (I) danayat (2) UUD 1945. 

4.4. Aoalisis Kesesuaian Pasal (3) UlJ ITE deogan U1.JD NRI 1945 

Pemohon lwan PUiang dalam salah satu petitumnya meminta Hakim 

Konstitusi untuk menyatakan bahwa materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasai28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 

28G ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2). Begitu balnya dengan Pemohon Edy 

Cahyono dkk, dalam salah satu petitwnnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk 

menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 

1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal1 ayat (3), Pasal27 ayat (1), Pasal 28, 

Pasal 28C ayat (I) dan ayat (2), Pasai28D ayat (1), Pasa128E ayat (2) dan ayat 

(3), Pasai28F, danPasai28G ayat(1) UUD 1945. 
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Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal27 ayat (3) UU ITE tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal28F UUD 

1945 yang berbunyi, "Setiap orang bethak untuk berkomunikasi ::la;n memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan Jingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, mempero1~ memiliki, menyimpan. mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan se_gala jenis saluran yang 

tersedia", tetapi dalam pelaksanaannya, kemetdekaan pers tidaklah sebebas~ 

bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarka.n membatasi atau mengatur agar 

kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-bak asasi orang lain, sebagairnana 

ditegaskan dalarn Pasal 28G ayat (I) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (I) dan 

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 

Pasai28G 

Ayat (1): "Setiap orang herhak alas perlindungan diri pribad1~ keluarga, 

kehormatan, martabat, dan haria benda yang di hawah kekuasaannya, 
serta berhak alas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat at au tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya" 

Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyikraan dan 
per/akuan yang merendahkcm derajat martabat manusia dcm berhak 
mempero/eh suaka poUtik dart negara lain" 

Pasai28J 

Ayat (I): "SeJiap orang wqjib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. " 

ayat (2): "Dalam menjalarrkan hak dan kebebasarmya, setiap orang wajib 
tuntfuk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-rmdang 

dengan maksud semata~mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuM 
tunJutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai~nilai agama, 
keamanan, dan ketertibcm umum dafam sualu masyarakat demokratis," 
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Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusionallain itulah, 

in casu hak atas kehofmatan dan martabat, maka negara dibenarkan me1akukan 

pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatak:an pikiran dan sikap sesuai 

dengan hati nurani, hak untuk mcngeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi 

tersebu~ sebagaimana secam tegas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 

1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankart hak dan k<:bebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk men,iemin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai~nitai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratisn. Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak atas kebebasan itu 

seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat 

kewajiban, setidak·tidaknya k<:wajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. 

Oleh sebab itulah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang 

wajib menghormati hak asasi manusia orang lain da1am tertib kehidupan 

bennasyarakat berbangsa, dan bemegara". Lebih-lebih untuk hak-hak yang 

bersubstansikan kebebasan, kesadaran akan adanya pemba.tasan yang melekat 

daiam hak ilu merupakan suatu keharusan. 

Sungguh tidak terbayangkan akan ada k<:tertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, atau bahkan akan ada kehidupan bersama yang dinamakan 

masyarakat, jlka masingRmasing orang menggunakan kebebasan dengan sesuka 

hatinya. Dalam konteks itulah pembatasan kebebasan oleh hukum menjadl 

keniscayaan. Nama nama baik~ martabat, atau kehormatan seseorang adaiah salah 
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satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan 

bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin o[eh UUD 1945 

rnaupun hukum internasional~ den karerumya apabiia hukum pidana memberikan 

ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, 

martabat, atau kehonnatan seseorang, hal itu tidak.Iah bertentangan dengan UUD 

1945. 

Penulis berpenda.pat bahwa sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukwn 

maka penafsiran yang dilakukan terhadap kerentuan Pasal 28F UUD 1945, tidak 

boleh terlepas dari ketenlJJan Pasal 28G dan ke!entuan Pasal 281 UUD 1945, atau 

disebut sebagai cam penafsiran sistematis (sistematische interpretatie). PasaJ 1 

ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 teroermin dianutnya prinsip negara hukum dan 

kedaulatan rakya~ karena itu dalam dalarn penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan haruslah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang

undangan demi untuk rnenghormati dan menegakka.n HAM sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2&A sampai dengan Pasal 281 UUD 1945. 01eh karena itu prinsip~ 

prinsip hukum tersebut harus juga tercermin dalam peraturan perundang

undangan nasional, seperti UU Hak Asasi Manusi~ UU Pers, dan UU Advokat. 

Penulis berpendapat hnhwa perumus dan penyusun Undang-Undang No 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat menghargai 

dan menghonnati hak asasi setiap orang untuk bebas berserikat dan berlrumpul, 

adanya kernerdekaan mengeluarkan pikitan dengan lisan dan tulisan, dan 

kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD 

1945. Tctapi dalam meiaksanakan dan mewujudkan hak-hak: konstitusional 

seperti dijamin da1am konstitusi tersebu~ tidak boleh dilakukan dengan cam-cara 
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yang bertentangan dengan nonna agama, norma kesusiiaan, ketertiban umum 

maupun nonna hukum yang berlaku1 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J 

cy!'t (2) UUD !945. 

Penutis berpendapat ba.hwa apa yang diaiami oleh Pemohon Iwan Piliang 

yang terjerat kasus pencemaran nama baik akibat menulis di internet. dan apa 

yang dilakukan o!eh aparat penegak hukum da!am perkara tersebut ada!ah 

semata~mata dalam rangka penerapan norma {irnplementasi) suatu undang

undang guna perwujudan penegakan hukum (law inforcement), artinya perkara 

tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu 

undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 

Penu!is juga berpendapat bahwa berdasarkan !retentuan Pasa! 24C ayat (I) 

UUD 1945, yang !ebih Janjut dipertegas dalam Pasa! 10 Undang·Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ba.hwa Mahkmah Konstitusi 

antara lain mempunyai kewenangan mengujJ undang-undang terhadap UUD 

(constituJional review) dan tidak memiliki kewenangan constitutional complaint. 

Kita memang sejatinya harus membedak.an antara pengujian konstitusionalitas 

norma Undang-Undang (constitutional review) dan persoalan yang timbul 

seba.gai akibat dari penerapan suatu norma-norma Undang-Undang. Dalam hal 

pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang atau constitutional review. 

yang dipersoa1kan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau 

tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal gugatan atau pengaduan 

konsfitusional atau constitutional complaint, yang dipersoalkan adalah apakah 

suatu perbuatan pejabat hukum telah melanggar suatu bak dasar (basic rights) 

seseorang, yang antara lain dapat terjadi karena pejabat hukum yang 
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bersangkutan keliru dalam menafsirkan nonna undangundang dalam 

penerapannya. Perbedaan ini sangatlah jelas bahwa kaitannya dengan 

permohonan Saudara Iwan Piliang adalah perso<!lan penerapan suatu undang

undang oleh aparatur penegak hukum yang saat ini dialaminya. Karena itu,jika 

yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka seharusnya 

Saudara Iwan Piliang melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun 

peninjauan kembali (harzening) apabila dirinya beranggapan seluruh proses 

penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan tidak mencerminkan proses peradilan yang 

baik (due process of law), atau putusan pengadilan tersebut dianggap telah 

mencederai rasa keadilannya. 
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5.1. Simpulau 

BABY 

PENUTUP 

Pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 

Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik yang dimohonkan oleh 

lwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda !nasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia~ Aliansi Jurnalis Independen, dan 

Lembaga Bantuan Hukum Pers telah diputuskan oleh sembilan Hakim 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No II tahun 2008 tersebut adalah konstitusional, tidak 

bertentangan dengan Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta:hun 

1945. 

Berdasa!kan penelitian hukum yang dilakukan, Penulis akhimya sampai 

pada beberapa simpulan terkait 'Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 lentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

1, Pengaturan pidana pencemaran nama baik secara elektronik daiam Pasat 

27 Ayat (3) Undang-Undang No ll tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang selengkapnya berbunyi "Setlap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan danlatau mentransmisikan 

danlatau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik danlatau 

Dokumen EJek:tronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
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pencemaran nama baik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui generis) 

dari norma penghinaan danlatau pencemaran nama baik yang terdapat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kffi!P). Konsep 

pemidanaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II Tahun 2008 tentang 

lnformasi dan Transaksi Elektronik merupakun delik yang dikualifikasi 

sebagai penghinaan atau peneemaran nama baik sehingga konsep akan 

mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat yak:ni 

merujuk pada Pasal 45 ayat (I) Undang-Undang No 11 tahun 2008 

tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik yang selengkapnya berbunyi 

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagairnana dimak.sud dalam PasaJ 

27 ayat (!), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rpi.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah). Perbedaan ancaman pidana 

antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan Undang· 

Undang No 11 Talmn 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik 

adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media 

elektronik relatif lebih cepat. betjangkauan luas1 dan memiiiki dmnpak 

yang massif. 

2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tiduk bertentangan dengan UUD 1945 karcna 

meskipun ada ketentuan Pasa1 28F UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap 

orang berbak untuk berkomunikasi dan memperoleh infonnasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencan. memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan infonnasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
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tersedia". tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah 

sebebas~bebasnya. Dengan kata lain. negara dibenarkan membatasi ~tau 

mengatur agar kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-hak asasi 

orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Posal 28G ayat (I) dan ayat 

(2), serta Posal 28J ayat (l) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan I wan PHiang 

dan tidak: menerima perrnohonan Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, 

Arnrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manus[~ 

Aliansi Jurnalis lndependen~ dan Lembaga Bantuan Hukum Pers adalah 

tepa! karena pada dasaroya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No II 

Tahun 2008 tentang Infom1asi dan Transaksi EJektronik tidak 

bertentangan dengan Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945. Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain 

yakni hale atas kehormatan dan martabat itulah» maka negara dibenarkan 

melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan rnenyatakan pikiran 

dan sikap sesuai dengan hati nurani 1 hak untuk mengeJuarkan pendapat 

dan bebas berkomunikasi tersebut. sebagaimana secara tegas dinyatakan 

dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan 

hak dan kebebasannya, setiap orang wajjb tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata~mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenubi tuntutan yang ad!! sesuai dengan 

pertimbangan moraJ~ nilai~nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
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dalam suatu masyarakat demokratis11
• Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal 

28l ayat(2) UUD 1945 itu pun sesungguhnya pada diri setiap pemi!ikhak 

atas kebebasan itu sebarusnya telah ada kesadaran bahwa. dalam setiap 

hak akan selalu melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban untuk 

tidak menyalahgunakan hak itu. Oleh sehab itulah, Pasal 28J ayat (I) 

UUD 1945 menegaskan. "Setiap orang wajib menghormati hak asasi 

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan 

bemegara1
'. Lebih-lebih untuk hak-hak yang bersubstansikan kebebasan, 

kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat dalam hak itu 

merupakan suatu keharusan. Sungguh tidak terbayangkan akan ada 

ketertiban dalam kehidupan bennasyarakat, atau bahkan akan ada 

kehidupan bersama yang dinamakan masyarakat, jika masing~masing 

orang menggunakan kebebasan dengan sesuka hatinya. Dalam konteks 

itulah pefi1:batasan kebebasan oleh hukum menjadi kenlscayaan. Nama 

nama baik, martabat.. atau kehormatan seseorang ada\ah saJah satu 

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena 

merupakan hagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh 

UUD 1945 maupun hukum intemasional, dan karenanya apabila hukum 

pldana memberikan Mtcaman sanksi pidana 1ertentu terhadap perbuatan 

yang menyerang nama baik, martabat. atau kehonnatan seseorang, ha1 itu 

tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. 
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5.2. Saran 

!. Untuk penyusun Undang-Undang (Pemerintah dan Dewan PeJWakilan 

Rakyat). disarankan untuk juga memperhatikan rurnusan penjelasan 

terhadap suatu undang~undang. Untuk rumusan pasal-pasa] yang 

mernbutuhkan penjelasan, sebaiknya dijelaskan, tidak dibiarkan dengan 

penjeJasan "cukup jelas", Belajar dari proses pengujian konstitusionalitas 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, yang terjadi acla!ah bahwa ticlak terdapatnya 

penjelasan yang cukup mengenai penerapan pidana "penghinaan dan!atau 

pencemaran nama baik secara elektronik" pada bagian Penjelasan 

Undang-Undang No ll tabun 2008 tentang lnformasi dan Trnnsaksi 

Elektronik. 

2. Kepada Pernerintah. khususnya Departemen Komunikasi dan Infonnatika 

yang mengawal penegakan dan pelaksanaan Undang~Undang No l t tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Etektronik., disarankan untuk terns 

meiakuk.an sosialisasi cakupan materi Undang-Undang No 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Etektronik ini kepada segenap lapisan 

masyarakat~ karena undang-undang ini tennasuk rezim hukum baru dalam 

khazanah hukum Indonesia. 
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